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ABSTRAK

Nama ; Rahadyanic

Program Studi | Pengkaiian Ketahanan Nasional

Konsenirasi @ Kajian Strawiik Perencanaarn, Sirategi dan Kebijakan
Judul : Analists Pengelolaan Anggaran pada Kantor Wilayah

Drparternen Hukum dan HAM Banten

Penelitian inl roengenal analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada
kegiatan pengelofaan anggaran ¢ Kantor Wilayah Departemen Hukun dan Huk
Asasi Manusia Banen,

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori fungsi manajeinen
khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teorl anggaran yang melipuli
tahapan perencanaad, pelaksanaan, dan pelaporan; seria teori mengenal strategi
pengendalian,

Penelitian inl menggunskan metode deskriptif analistis dengan pendekatan
kualitatif. Informan dalam penelifian ini adalah pejabat struktural di Bagian
Penvusunan Program dan Laporan, peiabat stroktural di Sub Bagian Keunapan
dan Perlengkapan, stal peluksana pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan,
dan pejabat dan pegawal pada unit pelaksana teknis yang beriugas psienangani
kegiatan pengelolaan angearan. Pengompulan data dilakukan dongan wawancara
dan kajian pustaka, sedangkan analisis yang dilakukan mengacu pada teon dan
konsep yang digunakan,

Dari analisis alas hasil wawancars, dapat disimpulkan behwar (1) aspek
perencanaan dan pengendalian mangjemen untuk kegalan pengelolean anggaran
pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia Banten secara
umum belum begjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain
masalah kebijakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, korangnya
koordinasi dan hubungan kerja; (3} masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang
tidak transparan.

Hasil pepelifian iy menyarankan Kantor Wilayah Departeinen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Banton agar roeaningkatkan kinerja pengelolasn anggaran dengan
mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengendalian yang
lebih matang,

Kata kunci : Pengelolaan Anggaran, Perencanaan, Pengendalian
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ABSTRACT

MName : Rahadyanio

Study Programn ¢ Kational Resilience Study

Concentration - Strategic Planning, Strategy and Policy

Title + Analysis of Budget Management on Banten Regional Office of
The Ministry of Law and Fuman Rights

This research analyzes the planning and controlling aspects In budget
management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and
Human Rights,

Theories used In this research are: the theory of management functions in
particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget slages
which includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about
control strategies.

This research uses analytical descriptive method with qualitative approaches.
Informants in this research are: officer of program and report preparation section,
officer of finance and supplies sub section, staffs of finance and supplies sub
section, officers and employees on technical and operational wtmits « who are in
charge of budget management activities. The data was collected through
interviews and literalure review, while the analysis performed refoes to the

theories and concepts that are nzed.

From the analysis of interview results, it can be concluded that: {1} planning and
controiling in terms of budget management activities on Banten Regional Office
of The Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; {23
several obstacles that faced including policy issues, fack of sorialization,
disbursement mechanisms, lack of coordination and working relationships: (3)
there’s still no transparency on budget management.

The results of this research suggest Banten Regional Office of The ?sfii;zisz;:y of
Law and Human Rights to Improve budget management performance by
overcoming obstacles with reference (o the planning and control more mature.

Keywords: Budget Management, Planning, Controlling
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BAB1
PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, akan dideskripsikan  pokok-pokok
permasalahan darl penelitian yang akan disajikan dalam sub (opik meliputi lalar
belakang permasalehan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika

penclitian,

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi perkembangan vang pesat
pada akuntansi sektor publik, Muncul beberapa istilah scperti akuntansi publik,
value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good gorvernance, dan
sebagainya. Terjadinya reformasi di beberapa negara termasuk juga di Indonesia,
memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi pada organisesi
sektor publik. World Baonk dalamn Mardiasmo {(2004:18) mendefenisikan good
governancy sebagal sustu penyelenggaraan manajemen pembangunasn  yang
sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi,
pencegahan korupsi batk secara politik dan administratif.

Isu vang muncul dalam sektor publik merupakan suatu rangkaian yang
merupakan tuntutan untuk terciptanya good public and corporaie governunce,
pemerintahan ditontut agar dikelola secara profesional, efekdif, dan efisicn. Para
aparal pemerintahan juga Jdituntuf untuk lebih tanggap denpan lingkungannya
dengan berupaya unduk memberikan pelayanan yang terbaik secara trangparan dan
akuntabel. Kepemerimtahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga clemen
yaitu fransparansi, partisipasi dan skuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar
kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikotsertakan
keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik sccara langsung
maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyaturkan
aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik
atas setiap aktivitas yang dilakukan.
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twi

Untuk mewwjuwdkan good governowe vang diinginkan, dibutubkan
reformasi  kelembagaan, reformasi manajemen  publik, veformasi  sistemn
penganggaran, reformasi sistern akuniansi, reformasi sistem pereriksaan, dan
reformasi sistem manafemen keuangan. Pembangunan nasional dap regional di
scgala bidang kehidupan membutultican berbagai analisis dan penggunaan
indikator vang tepat dalam menentukan scbuah kebijakan.

Dalam melakukan transaksi-transaksi ekonemi dan kevangan, organisasi
sektor publik memiliki perbedaan dengan seltor swasta. Perbedaan tersebut
meliputi tujuan organisasi, sumber pembiayasn, pola pertangguogjawaban,
struktur organigsasi, karakteristik anggaran, stakeholders, dan sistern zkuntansi
vang digunakan. Namun, batk organisasi pemerintah maupun swasia sama-sama
menghendaki tujuan, visi dan mist organisasinya dapat tercapai dengan berdaya
guna dan berhasil guna. Keberbasilan suatu organisasi dalam mencapal suatu
tujuan, visl dan misi vang telah ditentukan, antara lain dipengaruhi olch faktor
penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan secara rasional dan matang. Proses
penentuan kegiatan ito meliputi apa yang akap dilaksanakan, siapa yang akan
melaksanakan, kapan dilaksanakan, <i mana dilaksanakssn, dan bagaimana
melaksanakannya. Di dalam penentuan kegiatan tersebut, perlu diperkivakan juga
kemuampuan sumber daya vang dimibiki, baik sumber daya manusia, organisasi,
dana yang dapat disediakan, maupun prasarana dan sarana,

Dua fungsi utama seorang manajer suata organisas adalah merencanakan
dan mengendalikan operasi. Perencanaan dan pengendatian didelinisikan cleh
Welsch, Hilton, dan Gordon {1988) sebagai suatu pendekatan sistematis dan
formal untuk menjalankan {ahapan penting dari fongsi perencansan dan
pengendalian manajemen’. Secara Khusus, hal ini mencakup -

1) pengembangan dan aplikasi dari tujvan jangka panjang organisasi;

2y spesifikasi dari berbagai sasaran organisasi;

3} suatu perencanaan laba jangka panjang yang dikembangkan dalam arti luas;

4) svaiu perencansan jangka pendek depgan uraian mengenai pihek yang

bertanggungiawab;

3 Weisch, Glenn A, Hillon, Ronald W., dan Gordon, Paut N. (1988). Budgeting: Planning and Frafit Confrol.
Kew Jersoy: Prentice-Hedl, nc.
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5} suatu sistem pelaporan kinerja periodik dengan uraian mengenai pihak yang
bertanggungiawab; dan
6} prosedur tindak lanjut

Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang difakokan
oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber dava yang
dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan vang tidak terbatas (e process of
aflocating resources fo unlimited demands)”. Pengertian tersebut mengungkap
pervan slrategls anggaran dalam penpelolaan kekayaan scbuab organisasi publik,
Anggaran merupakan alal akunlabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.
Sebagai Instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan
pertumbuhan dan stabilites perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam
rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengelolaan anggoran sektor publik terdiri dari kegialan : {13 pepentuan
rencana mégaran mengikuti langkah-langkah penyusunan tujuan, kegiatan, scrta
sumber pembiavaan, (2) pelaksanasn anggaran, mengenai transaksi penerimaan
dan pepgehiaran vang dilakukan; dan (3) pelaporan, sebagai salahsaty alat
evaluasi anggavan. Transparansi dalam proses penyusundn anggaran  seris
aic‘tzﬁia%:;lii%as dalam pengelolaan sumber daye ekonomi sangal dibutuhkan demi
pengelolaan kevangan yang tepat, efisien, efektif dan berangsung jawab.
Pengelolaan anggeran yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, mengacu
pada teori fungsi manatemen dart Robbins dan Coulter (2002) di mana disebutkan
bahwa manajermen memiliki funpgsi-fongsi seperti merencanakan, mengorganisasi,
memimpin, dan mengendalikan,

Tuntutan akuntabilifas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan
transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuvhan
hak-hak publik. Mardiasmo (2002} menyatakan bahwa akuntabiliias publik adalah
kewajiban  pihak  pemepang  amanah  {agenf) untuk  memberikan
pertanggungiawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

amanah  (principaly yang memiliki bak dan kewenangan untuk meminta

4 Ereaman, Robert J. dan Shoulders, Graig [, (2008), Govemnmental and Nonprofi! Accounting — Theory and
Practice, 7 Edition, New Jorsay, Pearson Education, Inc,
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pertanggungjawaban tersebut”. Akuntabilitas publik ifu sendiri terdiri atas dua
macam, yaitu akuntabilitas vertikal {pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
kepada  otoritas yang iebih tinggiy dan  akuntabilitas  horizontal
{pertanggungjawaban kepada masyarakat luas).

Lebih lanjut, Mardiasmo menjelaskan bahwa anggaran inerupskan
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapal dalan periode waktu
terfentu vang dinyatakan dalam ukuron finansial. Tahapan penganggaran menjadi
sangat penting, karena anggaran merupakan rencana manajerial atas kepiatan
untuk mencapai tujuan orgenisasi. Aspek-aspek vang harus iercakup dalam
anggaran sektor publik melipuli aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan
aspek akuntabilitas publik,

Aspek penvusunan yaog baik dan tepat sangat diperlukan untuk mencapai
target veng sesupl dengen sasaran sebagal tolak ukur keberhasilan suatu
pembangunan. Setiap tahapan penyosunan pembengunan merupakan investasi,
sehingga sumber dava vang digunakan harus dapat lebih efisien dan efektif sasuai
dengan tujuan pembangunan dengan analisis vang sistematis terhadap dampak
ekonomi dari program pembangunan terhadap perekonornian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nowmor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara salahsatunya mengatur berbagai  ketentuan mengenai
penyusunan dan penetapan APBN/APBD vyang meliputi penegasan Winan dan
fungsi pengangparan pemerintah, pencgasan peran DPR/DPRD dan pemeriniah
dalam proses penyusupan dan penelapan sngparan, pengintegrasian  sistem
akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempumazn Xlasifikasi
anggaran, penyatuan anggaran, dan penpgunean kerangka pengeluaran jangka
menengah dalam penyusunan anggaran.

Penyusunan harizs dilihat scbagal bagian yang intcgral dari setiap proses
pembuatan implementasi keputusan, Sebagal konsekuensinya, penyusunan tidak
akan ada artinya bila tidak ditkuti deseniralisasi dalam implementasinya,
Desentralisasi itu sendinl adalah tanggung jawab bagi penyusunan dan atau

alternatif peiaksanaan dalance of power antara pusat dan daerab dalam menyusun

& Mardiasmmo, {2002}, Akunfansi Sekior Publik, Yogyakaria: Andi, (hal. 20)
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penyusunan terhadap apa yang akan dihadapi untuk pembangunan pada saat ini
dan masa yang akan datang.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten
merupakan instansi pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI di wilayah Propinsi Banten. Dalam melaksanakan sebagian
tugas-tugas pokoknya, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak AS;dSi
Manusia Banien dibantu oleh beberapa satuan kerja selaku unit pelaksana teknis
seperti lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, rumah penyimpanan
benda sitazn negara, balai pemasyarakatan, dan kantor imigrasi yang berada di
wilayah Propinsi Banten. Demi mewuyjudkan sasaran maupun tujuan
pembangunan serta menvelenggarakan pelayanan bagi masvarakat, Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten membutuhkan
anggaran yang memadal guna menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan,
untuk itu diperlukan penyusunan program secara efektif dan penyusunan angparan
yang efisien.

Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting) merupakan suatu
sistem penyusunan, penganggaran, dan evaluasi yang menekankan pada
keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Hal ini mengandung
konsekuensi bahwa setiap alokasi dana harus dapal diukur pencapaian
output/outcome yang hendak dicapai dari imput yang ditetapkan. Penerapan
penganggaran kinerja dimulai dengan pe_nyusurian kinerja (memuat komitmen
tentang kinerja yang akan dihasilkan) yang kemudian dijjabarkan ke dalam
program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya setiap
instansi menyusun kebutuban anggaran berdasarkan program-program dan
kegiatan-kegiatan yang direncanakan dengan format rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga (RKA-KL), vang akan dibahas dengan otoritas anggaran
(Departemen Keuangan, Bappenas, dan DPR). RKA-KL dari keseluruhan
- kementerian /lembaga inilah yang kemudian menjadi bahan penyusunan RAPBN
bagi pemerintah.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
juga mengatur tugas dari pimpinan suatu kementerian negara / lembaga selaku

pengguna anggaran, antara lain :
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4} mepyusun rancangan anggaran  Kemeoterian negara / lembaga  vang
dipimpinnya; .

b} menyusun dekurnen peleksansan anggaran;

¢} melaksanakan anggaran kementerian negara / lensbaga yang dipimpinnya;

4y melaksanakan pemungutan penerlmaan  negara  bukon  pajak  dan
menyetorkannya ke kas negara;

e} mengelola pialang dan ulsng pegara yaog nenjadi  wnggung  jawab
kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya;

B menpelola barang milik / kekayaan nepara yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara / lembaga vang dipioypinaya;

g) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kemenferian negara /
lembaga yang dipimpinnya;

hy melaksanakan tugas-tugas lain vang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan

ketentnan undang-undang.

Pemerintah telah menetapkan standar tahap-tahop peagelolaan anggaran
yang harus dipenvhi. Standar-standar tersebut  ditvangkan dalany  beragam
peraturan perundangan vang dikeluarkan oleh inslangi-instansi terkait seperti
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serts unit-umt dari
Departemen Keuangan seperti Direkiorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendabaraan, serta Kantor Pelayanan Perbendabaraan Negara. Setiap unit
pelaksana teknis memiliki strateginya masing-masing dalam memenubi dan atau
menyssuaikan dengan standar-gtandar tersebut di atas,

Penyelenggaraan  pemerintahan  pegara  untuk  mevajudkan  tjuan
berregara menimbulkan hak dan kewsajiban negara yvang perfu dikeicla dalam
sustu  sistern  pengelolazn  keuangan negara. Dalam  rangka mendukung
terwujudnya good govermance dalam penyelenggarasn negara, pengelolaan
keuvangan. negara perlu diselenggarakan secara profesii‘:zm%) terbuka, dan
bertanggungiawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 melipufi asas-asas akuntabilitas berorientasi pada

hastl, profesionalitas, proporsionalilas, keterbukaan dalam pengelolaan kevangan
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negara, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan
mandiri,

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam
Undang-Undang Womor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara
lain mengenat :

o Ruang lingkup dan asas wnun perbendaharaan negara
s Kewenangan pejabat perbendaharaan negara

» Pelaksanasan pendapatan dan belania negara / daerah

« Pengelolaan vang negara / dacrah

¢ Pengelolaan piutang dan utang nepara / dacrah

» Pengelolaan investasi dan barang milik negara / daerah
» Penatausahaan dan pertanggungiawaban APBN / APBD
» Pengendalian internal pemeriatah

» Penyelesaian kerugian negara / daerah

e Pengelolaan kevangan badan layanan amam.

Berdasawrkan Peraturan Direkfir fenderal Perbendaharaan Depariemon
Kevpangan Republik Indonesia Nomer: Per-66/PB/2005 tentang Mckanisme
Pelaksanaan Pembavaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
telah ditetapkan beberapa hal antara lain:

15 Bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan rencana
keuangan tahunsn pemerintah negara yang telah diseturiui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
tahun berkenaan,

2} Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) merupakan suatu dekumen
pelaksanaan anggaran vang dibuat oleh menteri / pimpinan lembaga atau
satuan keria vang bersangkufan serts disshkan oleh Direkitur Jenderal
Perbendaharaan / Kepala Kantor Wilayah Direlctorat Jenderal Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebapgal dokumen pelaksanaan

pembiayaan keglatan.
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Konsep dafiar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) disusun uniek masing-
masing satuan kerja. Pada prinsipnya satu DIPA untuk satu satvan kerja, namun
khusus untuk Departermen Hokum dan Hale Asasi Manugia, Kejaksaan Agung,
Departernen Keuangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian
Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik, satu
dokumen DIPA dapat meliputl beberspa saluan kerje pada masing-masing
propinsi/kanior wilayal.

Dalam ranpgka menciptakan akuntabilitas sektor publik, laporan keuangan
dalaws lingkungan sekior publik jugan mengambil peranan yang tek kalah
pentingnya. Semakin besarnya tustutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sekior
publik, memperbesar kebutohan akan trangparansi informasi keuangan sektor
publik. Informasi keuangan ini juga borfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam
proses pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuwangan bagi organisasi
sektor publik di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomeor 24 Tahun
20035 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kepiatan pengelolaan anggaran yang dilakuken oleh Kanlor Wilayah
Departemen Huokum dan Hak Assst Manusia Banten yang melipuli tahapan
penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan, merupakan
suatu proses vaug berjenjang. Selaku unit wilayah, Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten selain bertugas mengelola anggaran untuk
kantor vang bersangkutan, juga bertugas menghimpun usulan anggaran dan
menghimpun serfa mengawasi faporan realisasi angpgaran dari seluruh unit satuan
keris di wilayahnya, untuk selanjuinya disampaikan atau diterugkan kepada unit
eselon [ :

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan aupgoran tersebut, Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten masih menghadapi
herbapal hambatan, antara lain ;

1) Penyampaian usulan anggaran belum sesuai dengan standar pesyusunan
usulan anggaran serta data dukung yang lidak lesgkap (Sumber: komsep
wsulan  anggaran para satuan kerfo di linglkungan Kontor Wilayah

Departemen Hukaon dan Hak Asasi Manusia Banteny,
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23y Banyaknye pengajvan revisi dari para satuan kerja unil pelaksana teknis
mengenal usul revist sub kegiatan, akun, uralan kegiatan, volume maupun
harga satuan {(Sumber: usulan revisi dari para satuan kexja & Haghungon
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak 4sasi Manusia Banteny,

3) Pada beberapa satvan kerja, ada kegiatan yang anggarannya tidak tereslisasi
(Sumber: Dato Laporan Realisasi Anggearan Belonja Tahun 2008,

4} Penyampaian laporan kevangan dan laporan barang milik negara dari beberapa

satuan kerfa yang belum tepat wakw (Sumber: Laporan SAKPA dan SAKPB).

Penelitian 1ni diharapkan dapat memberikan gambaran serta kajian secara
teonhis maupun empiris mengenai proses pengelolaan anggaran vang melipui
penyusunan, pelaksansan, dan pelaporan anggaran. Herdasarkan perikiran
tersebut, pequlls tettarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang proses
penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungiawsban anggaran
pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manugia Banfen dengan
mengacy pada teori Robbing dan Coulter 2002} mengensi aspek perencanaan dan
pengendalian dan fungsi marajemen. Analisis ind ditupulaan untuk melihat proses

pengelolaan anggaran dalam rangks meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

1.2. PERUMUSAN MASALAY

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten
mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi pengelolnan dan
pelaksanaan anggaran pada satuan kerja unit pelaksana teknis di linglkungan
wilayah Propinsi Banten agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mengingat
kegiatan penyusunan anggeran, pelaksanasn anggaran, pelaporan, seria
pengawasan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Marnusia Banten masih memiliki beberapa hambatan, diperlukan sebugh rencana
strategis guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Sebagaimans telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah tersebut

di atas, maka dapst diramuskan pokok parmasalahan sehagai berikut
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1) Bagsimana analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan
pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Flukum dan Hak Asasi
Manusia Banten?

2) Strategi apa yang dapat diupayakan agar pengelolaan anggaran tersebut dapat
berjalan lebih baik?

1.3, TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan uniuk :

1) Menganalisis penerapan aspek perencansan dan pengesdalion mangjemern
pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusiz Banten.

2) Menjabarkan strategi yang periu dilakulan ssbagai upaya agar pengelolaan
anggaran dapat berjalan lebih baik.

1.4, MANFAAT PENELITIAN
Penclitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat schagal berikut :
1) Manfsal Prakiis ;
Memberikan masokan, analisis serta tanggapan dalam rangka peningkatan
kinetia kegiatan pengelolaan anpgaran pada Rantor Wilayah Depariemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten untuk berjalan lebih optimal.
2} Manfaat Akademis :
Memberikan sumbangan saran dan pengetahuan yang mungkin dapat berpuna

bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

1.5, KERANGKA PENELITIAN
Sebagai kerangka awal, kegiatan yang akan dilakukan selama proses
penelitian int adalaly;

a) Pengumpulan data tekstual, melatui berbagai peraturan perundang-undangan,
buku, fesis, jurnal maupun secara onfine terkail dengan kegiatan pengelolaan
anggaran yang mehputl penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan.

b} Wawancara dengan para informan yang bertugas pada urusan kenangan dan

penyusunan asgearan pada kantor wilayah dan unrt-unil pelaksana teknis di
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lingkungan Kantor Wilayah Deperiemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Banten,

1.6, SISTEMATIKA PENULISAN
timtuk memberikan gambaran singkat dart kesslurshan materi tesis ind,
penulis menyajikan sistem pembahasan delam enam bab dengan uraian masing-

mesing bab adalah sebagai bertkui ;

- BAB1 PENDAHULUAN
Hab ini mengoraikan tentang latar belakang, pokek permasalahan,
fujuan peneliian, manfzat penelifian baik secara prakiis maupun

akademis, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BABII TINJAUAN LITERATUR
Bab ini menguraikan tentang landasan feori yang relevan dengan topik
penelitian, Kerangka teor yang digunakan meliputi aspek perencanaonn
dan pengendalian dari fungsi manajemen, konsep dan fungsi anggaran
yang meliputt  penyusunan  anggeran, pelaksanaan  anggaran,

pertangoungiawaban anggaran, serte konsep strategi pengendalian,

BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini akan membahas mengenai metode penglitian yang digunakuan
dalam penelitan ini mulai dard pendekatan penelitian, sumber data dan
instrumen penelitian, proses pengumpulan data, proses analisis data,

serta operasionalisasi konsep.

BAB [V GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia Banten, khususnya
mengenal fugas sub bagian penyusunan program selaku perencana dan
penyusun  anggaran, serla sub bagian kcuangan selaku pengelola

anggaran.
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BAB YV HASIL DAN PEMBAHASAN
Menguraikan hasil dari wawancara dengan pihak-pihak terkair depgan
kegiatan pengelolaan anggaran meliputi peayusunan, pelaksanaan,
pertangpungiawaban dan pengawasan, Menguraikan hasil pengamatan
atas studi dokumentast melalul peraturan perundunpan, buku-buku, dan
literatur lainnya. Selain itu, melakukan analisis atas permnasalahan yang
dihadapi sebagai dasar untuk pengambilan  strategi  pengelolaan
anggaran yang lebih baik pada Kantor Wilayah Depariemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia Banten.

BAB VI KESIMPIULAN BAN SARAN
Bab ini merupakan kesimpulan serta saran-saran yang dapat digunakan
sebagal pendukung pengambilan langkah-langkah optimalisasi Kegiatan
penvusunan, pelaksanaan, pertanpgongiawaban, dan  pengawasan
anggaran pada Kantor Wilayah Departemnen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Banten.
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BAB 2
TINJAUAN LITERATUR

Sebelum membahas tentang pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, penulis akan menjelaskan
terlebih dahulu secara teoritis mengenai konsep pengelolaan ditinjau dan aspek
perencanaan dan pengendalian dari fungsi manajemen. Selain itu, penulis juga

akan menjelaskan tentang konsep anggaran, dan konsep manajemen strategi.

2.1. KONSEP FUNGSI MANAJEMEN

Pengelolaan atau manajemen merepakan sebuah proses pengkoordinasian
kegiatan-kegiatan pekerjaan, schingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara
efisien dan efektif. Proses adalah cara sistematik yang sudah ditetapkan dalam
karena kegiatan

Dinamakan sebagai suatu proses

melakukan kegiatan.
pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus
mencrus. Kegiatan pengelolaan bukanlah kegiatan yang mudah bagi para
pimpinan dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.

Konsep fungsi manajemen dalam penelitian ini mengacu pada teori yang
dinyatakan oleh Robbins dan Coulter (2002). Dalam bukunya, mereka

menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

3 =lengorganisasl
qd&ﬁ«,«'{i@g?ﬁ:‘%ﬁiﬁﬁ:ﬁ

Mendefinisikan sasa-
ran, menetapkan stra-
tegi, dan menyusun
bagian-bagian rencana
untuk mengkoordinasi-
kan sejumlah kegiatan

Meneniukan apa yang
perlu difakukan, bagai-
mana cara melakukan,
dan siapa yang harus
melakukannya

Mengarahkan dan
memotivasi seluruh
pihak yang terlibat
dan menyalesaikan
konfTik

Memanlau kegiatan guna
meyakinkan bahwa
kegiatan tersebut
diselesaikan seperti yang
direncakanan

Sumber : Robbins dan Couller dalam Management, 7% Edition (2002).

13

Universitas [ndonesia

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana Ul, 2009



14

Dua fungsi uiama bagi scorang mangjer, yakni membuat perencanaan dan
melakukan pengendalian. Dalam kegiatan dunia usaha, sistem perencanaan dan
pengendalian banyak digunakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab
perencanaan dan pengendalian manajemen.

Perencanaan dan pengendalan merupskan indegrasi yang tidak dapat
dipisahkan dalam akuntansi manajemen. Tabap-tahap penting dari proses
perencanaan dan pengendalian yaitu :

1) Perencanaan strategis berupa penyusunan tujuastt dan sasaran vang bersifat
findamental dan jangka panjang,

2) DPerencanaan operasional.

3) Proses penganggaran,

4) Pengendalian dan pengukuran.

5} Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

Keberhasilen suatu organisasi akan divkur dalamm bentuk pencapaian
sasarannya. Mangiemen menurut Justine T. Sirait (2006), dapat didefinisikan
sehapal proses penclapan sasaran organisasi don melaksanakan kegiaten untuk
mencapal tujuan tersebot melslui pemanfaatan sumber daya yang dimilikd
orsanisasi’. Oleh karenz itu, dalam mansjemen suatu organfsasi harus selalu
menjalankan tangpung jawab manziemen, yang sering disebut sebagai fungsi
mangjemean.
Menurut Deddi Nordiawan (2008}, akuntansi manajemen mencakup
aktifitas inti sebagai berikut
1} Partisipasi dalam proses perencanbsan pada tingkatan strategis dan operasional.
Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, penentuan rencana sampal dengan
penyusunan anggaran yang dinyatakas secara knantitatif

2) Pembuatan dari panduan untuk keputusan manajemen. Hal ini mencakup
pembuatan, analisis, penyajian, dan interpretasi dari informasi relevan yang
remadat,

3) Memberikan kontribusi kepada pengawasan dan pengendalion kinerja melalut

pembualan laporan alas kinerja orgamsast yang mencakup perbandingan

4 Sirgt, Justine T, {2006). Anggaran Sebagal Alat Banlu Manajemen. Jakarta: Grasindo.
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antara kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan / dianggarkan. Di

samping itu juga mencakup analisis dan interpretasinya®.

2.1.1. Aspek Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi utama manajemen yang meliputi proses
mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, dan menyusun bagian-bagian
rencana untuk kemudian mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Pcrencanaan
meliputi pemilihan kegiatan yang perlu dikerjakan serta pemilihan cara yang tepat

untuk melakukannya.

Definisi perencanaan menurut Robbins dan Coulier (2002) adalah :

“proses yang mencakup pendefinisian sasaran organisasi, penelapan
strategi menyeluruh untuk mencapal sasaran lersebut, serta
penyusunan  Serangkaian rencana yang menyeluruh  untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah pekerjaan™.

Lebih lanjut Robbins dan Coulter mengungkapkan alasan bagi para
pemimpin organisasi melakukan perencanaan adalah :
1) perencanaan memberikan arah dengan menetapkan usaha yang terkoordinasi,
2) perencanaan mengurangi dampak perubahan;
3) perencanaan meminimalkan waktu dan sumber daya yang terbuang serla
pekerjaan ganda;

4) perencanaan menjadi standar yang digunakan dalam pengendalian.

Sedangkan Justine T. Sirait (2006) menyatakan bahwa perencanaan adalah
proses pembuatan tujuan perusahaan dan memilih tindakan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan, melalui (1) penetapan tujuan organisasi; (2) pembuatan asumsi
mengenai lingkungan di mana tujuan akan dicapai; (3) memilih tindakan untuk
mencapai tujuan tersebut; (4) memulai kegiatan yang diperlukan untuk
menjabarkan rencana menjadi tindakan; dan (5) melakukan perencanaan ulang

untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

5 Nordiawan, Deddi. (2008). Akuniansi Seklor Pubiik. Jakarla: Salemba Empat
8 Robbins, Slephen P. dan Coulter, Mary. (2002). Managemeni, 7" Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
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Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. (1993), seorang manajer tidak
dapat mengetahul bagaimana mengorganisasikan crang dan sumber daya secara
efekiif tanpa adanys sebuah rencana, Mercka mungkin bahkkon tidak mempunyal
wde yang jelas mengenal apa yang perlu mereka orgenisasiican. Tanpa rencana,
manajer dan bawahannya banya mempunyal peluang kecll untuk mencapal
sasaran atau mengeiahul kapan dap di mane mereka keluar dari jalur,

Sasaran adalab hasil yang diinginkan uvoluk individu, kelompok, dan
seluruh organisasi. Sasaran sering pula discbut gebagai dasar perencanaan, kerena
sasaran dapat memberikan arab bapi semua keputusan manajemen  dan
membentuk kriteria vang digumakan untek mengukur penyelesaian pekerjaan.
Empat alasan bahwa sasaran merupakan sgatu hal yang ponting, adalah scbapal
berikut:

1} Sasaran memberikan arah;
Tanpa sasaran, individu dan organisasinya cenderuxig tidak menenty, bereaksi
terhadap perobahan lingkungan tanpa alasan yang jelas mengens apa yang
sebenamys mereka inginkan. Dengan menstapkan sasaran, individu dan
organisasinya mendukung metivast mereka dan memperoleh sumber inspirast
yang membante mereka mengatasi hambatan yung akan dihadap),

2} Sasaran mernfokuskan usaha Kita;
Setigp individu dan organisasi pasti memiliki keterbatasan sumber daya dan
sejumlah besar cara memaniaatkannya. Dalam memiilih sasaran tunggal atau
seiumiah sasaran yang salg berkailan, Kita menpetapkan prioritas dan
memberikan komitmen mengenal cara Kita akan menggunakan sumber daya
vang langka. Hal ini sangat penting bagi organisasi, dimana seorang pimpinan
atau manajer harus mengkoordinasikan tinadakan banyak orang.

3) Sasaran menjadi pedoman rencans dan keputlusan Xita;
Individu dalam organisasi akan menghadapi situasi uvntuk mengambil sebush
keputusan penting, di mana keputusan itu akan dibentuk dari sebush rencana
jangka pendek dan jangka panjang vang diambil berdasarkan sasaran vang

ingin dicapal.
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4} Sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai;
Sasaran yang dapat diukur pada tanggal tertentu menjadi standar prestasi yang

membuat individu dan manajer dapat mengevaluasi kemajuan mereka’,

Stoner, Freeman, dan Gilbert Ir. {1995) menvebutkan bahwa dajlam
mengtapkan sasaran, dikenal ada dua jenis pendekatan. Perfama adalah penctapan
gasaran tradisional, dimana sasaran ditetapkan i lingkatan puncak dan kemudian
dipecah-pecah ke ssjumiah sub sasaran pada tiap-tiap tingkatan dalam organisagi.
Keduo adalsh manajemen berdasarkan tijuan atau managemeni by obfeciives
{MBOY. Dalam sistem MBO |, sasaran kinerja yang ninci ditentukan bersama-soma
oleh pare karynwsn dan para mansier. Kemaivan ke arah pencapaian sasaran,
dikaji secara berkala dan imbalan dibagikan berdasarkan kemajuan itu. MBO
mengeunakan sasaran sekaligus untuk memotivasi karyawannya.

Langkuh-Jangkah dalam proses penetapan sasaren menurut Rebbins dan
Coulter, terdiei dari lima langkoh yattu {a) mengkaji mist organisasi; {(b)
mengevaluasi sumber daya vang tersedia; {c} meneniukan sasaran secara individy
atau  dengan masukan  deri orang fain; (d) memuliskan sasaran  dan
mengkormunikasikannya kepada semua yang perlu mengetabuinys; dan (¢)

mengkajl hasil untuk melihat apakah sasaran telah tercapai.

2.1.2. Aspek Pengendalian
Pengendelian dalam fungsi manajemen didefinisikan oleh Robbins dan

Coulter (2002) sebagal suat: proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa
kepiatan itu diselesaikan seperli yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan
bahan evaluasi untuk mengoreksi setiap penyimpangan vang berarti, Kegiaton
pemantauan dan evaluasi kinega perlu dilakukan oleh para pimpinan agar dapal
mengukur kinerja aktual apakah sudah berjalan sesuai dengan sasaran yang telah
ditentukan atau belum. Tujuan pengendalian adalah untuk mevakinkan bahwa
semug aktivitas dilaksanakan dengan cara-cara yang mengarah pada pencapaian

tujpan-tujuan organisasi.

7 Sloner, James AF, Fresman, R. Edward, Gibert, &, Danigl K, {1995}, Monagemeni, 6% Edifion. New
Jerssy: Frenfice-Hall, Inc,

Universitas Indonesie

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana Ul, 2009



(8

Definisi Robert J. Mockler mengenai pengendalian menunjukkan elemen esensial

dari proses pengendalian :

“Penpendalian  mangjemen  adalah  uscha  sistemalis  untuk
menetapkan standar prestasi kerja dengan tufuan perzncanaan,
untuk  mendesain  sistem umpan  balik  informasi,  untuk
membandingkan prestasi yang sesungguiinya dengan standar yang
telah ditetaphkan ferlebih dahuly, wituk menetapkan apakah ada
deviasi duar  wntuk  mengukwr signifikasinpa, serfa  mengombil
tindakan yang diperiukon watuk memastitan balvwa semua sumber
daya perusahacn diguptkan dengan cora yang seefekiif dan seefisien
mungkin untuk mencapal hyguan organisasi”™

{Gambgr 2.1.
Langkah-L angkah Dasar Dalam Proses Pengendsalian

Telapkan standar dan )
sriade mengukur
pragiasi keria )

ok
e

k4
Menmskar
prestag
kerja

Apakah prestast Amil findakan
keria sesual korek¥ dar svaluasi
dongen standar? glang siandar

Tidak
melakukarn
apt-apa

Sumber: Roherd J. Mookisr dafam Sloner, Freemen, & Gilbert Jr. “Manageraenl, 8 Sdilion” {1995).

¢ Robert J. Mogkler dalam Stoner, Fresman, Gilbert Jr. {1866}, Managament, & Edition. News Jersay
Prentize-Hal, inn,
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Delinisi Mockler tersebut membagi pengendalian menjadi empat langkah

seperti pada Gambar 2.1, Langkeh-langkah it adelah

a. Menetapkan standar dan metode mengukur prestast kerja;
Ideainya, sasaran dan fujuan yang ditetapkan ketika beriangsung proscs
perencanaan dinyatakan dalam istilah yang jelas, dapat diukur termasuk batas
wakiunya.

b. Mengukur prestasi kerja;
Pengukuran merupakan proses yang berulang-ulang dan berlangsumg terus
menerus. Frekuensi pengukuran tergantung pada tipe sktifitas yang dinkur,

¢. Menelapkan apakah prestast kerja scsual dengan standar;
Membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar vang ielah
ditetapkan. Apabila ads perbedaan antara standar dan kinena sesunggubnya,
maka harus dilakukan penyesuatan Kinegja, penvesuatan standar, atau mungkin
tidak melakukan tindakan apapun.

d. Mengambil tindakan korelaifl
Bagian penting darl proses pengendalian adalah mengambil tindakan Korekiil
vang diperiukan, Langkah int diambil bila prestasi yang dicapal lebah rendah
dart standar dan analisis menunjukkan ada tisdakan yang dipertukan,
Tindakan korektif' dapat termasok perubahan dalam satu atanr beberapa

aktifitas operasi organisasi.

Pengendalizn  merupakac  kepglatan  vyang  sangal  penting,  karena
pengendalian dapat membantu para manajer dalamm memonitor keefektifan
aktifitas perepcanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka. Menurut
Certe (1591), pengzembmngan model umum pengendalian strategl digambarkan
sebagai berikut :
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Gambar 2.2,

Peagembangan Mode! Umum Pengendalian Strategl

Pekarjaan Tidak periu
dilanjulkan | langkan Ya
perbaikan
.
¥
. Mombandingkan Kinefja
Pez;g;z;{?:jllan oy &%;:%z:jf;ur o1 hasll pengekuran Memanuhi
- dengenslandar | slandar
y /
=S Melakukan koreksl:
Glluasikerja perubshan rengana,
yeng bafu < afganisasi, Tidak
dimulai : mempengaruhi
melode

Surmher: Cerle, Seraue! dan Peler, J, Paui dalun Sirateql Managemen(: Congepls ansd Appiicalions, (1887}

Pengendahan strategl adaleh bentok Khuses darl pengendalian organisast

yvang memfokuskan kepada pengawssan dan evaluasi proses manajemen strategi

dengan maksud untuk meyakinkan bahwa hal tersebut secara fungsi bisa berjalan.

Tujuvan dari dilakokannya pengendalian strategl antara lain adalah :

Membanta manajemen puncak untuk mencapal tujuan organisasi melaiui

pengawasan dan evaluasi proses mangjemen sirategt,

Agar lebih yakin bahwa pihak-pihak terkait memahami hisnis yang digeluti.

Untuk mengevaluasi strategi bisnis  ferhadap keabsshan dan  realitas,

racngujinya terhadap tujuan organisasi, keberadaan sumber daya dan kerangka

.

Unfuk mengevaluasi timbal balik yang akan didapat manajemen dari

mengubah linglaungan, twjuan jangka pendek dan jangka panjang.

Uniuk mengembangkan wawasan orang-orang yang ada di orgamisasi,
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2.2. KONSEP ANGGARAN

Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusen strategi  dan
perencanagn strategik vang telah dibuat. Tahapan penganggaran menjadi sangat
penting karena anggaran yang tidek efekdf dan tidak berorientasi pada kinerja
akan dapat menggagalkan perencansan yang sudah disusun,

Deddi Nordiawan {(2008:48) menyatakan bahwa angguran  sebagai
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapal sclama periode wakiw
tertentu calam ukuran findansial. Anggaran sebagai sebuah rencana finansisl
menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atanr aktifitas fain
yang dapat sengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

2. Estimasi besarnya biaya yvang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana
tersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serla

seberape besar pemasukan tersebut.

Lebik lanjut Deddi Nordiawan (2008) menyebutkan beberapa fungs
anggaran dalam manajcmen organisasi sektor publik sebagai berikut ¢
1) Anggaran sebagai alat perencanaan
Agar dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arab mana kebijakan
yang dibuat,
2} Anggaran sebagai alat pengendalian
Agar dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atan yang tidak
semestinya. ’
3) Anggeran sebagai alat kebijakan
Agar dapat menenivkan arah atas kebijakan tertentu,
4} Anggaran sebagai alat pohtik
Agar dapat dilthat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-
program vang telab dijanjikan.
5) Anggaran sebagal alat koordinasi dan komunikasi
Agar dapat mengetahul apa vang harus dilakukan dan juga apa yang akan

dilakukan dengan sub organisast yang ada.
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6) Anggaran sebagal alat penilaian Kinena
Agar dapat menjadi ukuran apakah suatu bagian 7 unit kerja telah mementhi
target baik berupa terlaksananya aktifitas maunpmm t&zﬁ;enuhinya efesiensi
biaya.

7) Anggaran sebagai alat motivasi

Agar nilai-nilai nominal yang ada dapat digunakan menjadi target pencapaian.

Sedangkarn Indra Bastian (2006} menyebutkan kebutuhan identifikasi

anggaran dalam tabel sebagal berikut .

Tabel 2.1
kientifikasi Kebutuhan Anggaran

Anggaran digunakan sebagai aiat untuk menetapkan
tehendak pemeriniah untuk meningkatkan kesejahterasn
i masyarakat (pubfic welfare) dengan jatan memanfaatikan
5t sumber daya dan dena untuk mendukung kegistan
pembangunan Jangka panjeng dalam beatuk anggaran

iahunan (annua budgel)

7 Anggaran digunaian sebagai alat pengendalian yang efekis,
sehingga harus ditakukan secara melekat {built-in condrof}
datam tibuh arpanisasi atas berangsungnya pelaksanaan
4 kegiatan

Kinerja sefiap pelaksanaan kegiatan dapat divkur dan

digvaluast secara periodic maupun insidentil, vaitu -

2 {1} Apakeh sudah sesual dengan rencerna kegiatan

: anggaran?

{2} Apsksh tidak menyimpang den peraturan perundang ~
unidangan?

{3} Apakah sudsh ditaksanakan secars efisien dan sfeklf
bardasarkan pembanding yang sejenis?

Sursber ; budra Paskan dafarm Akunlansi Seidor Pubik: Susly Pengantar {2006)

Anggaran sebagal alat perencansan kegiatan publik yang dinyatakan
dalam satuan monefer sekaligus dapat dipergunakan sebagai alat pengeadalian dan
pengawasan. Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka sistem
apnggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengelusran harws dilaksanakan

dengun cermat dan sistematis (Mardiasme, 2002:75).
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Indra Bastian (2006) ilebih lanjut menycbutkan teatang karakteristik

anggaran sektor publik adalah sebagai berikut -

a) Anggaran dinyatakan dalam satuan kenangan dan satuan non kevangan.

b) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa
bulan.

¢} Anggaran berisi kowibtmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapat
sasaran yang ditetapkan,

dy Usulan anggaron diiclaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih
tinggi dari penyusun anggaran.

¢) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalem kondist rertentu.

Siklus anggaran adalab masa atau jangka waktu mulal saat angparan
disusun sampai dengan sast perhitungan anggaran disahkan dengan undang-
undang. Siklus anggaran berbeda dengan tahun anggaran. Tahun anggaran adalah
masa safn tzhun untuk memperianggungiawabkan pelaksanean anggaran alou
waktu di mana aﬁgg&mn tersebut dipertanggungiawabkan, Jelaslah, bahwa siklus
anggaran bisa mencakup tahun anggaran atau melebihi tabun anggaran, karena
pada dasarnya berakhirnya suatu siklus anggaran diakhiri dengan perhitongan
anggaran yang disahkan oleh undang-undang. Siklus anggaran terdir dan
beberapa tahap, yaitu @

+ Tahap penyusunan anggasan
« Tshap pengesahan anggeran
s Tahap pelaksanaan anggeran
» Tahap pegawasan peaksanaan anggaran

= Tahap pengesahan perhitungan anggaran

2.2,1. Penyusunan Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah memberikan informasi
rinci  tentang  programeprogrem  yang  dircncanskan  pemerintah  untuk
meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, den bagaimana program-program

tersebut dibiayai. Proses penyvusuman anggaran pada scktor publik umumnys
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Jisesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Proses penyusunan

anggaran menurut Mardiasmo (2002:68) mempunyai tujvan :

1y Membantu pemerinteh mencapal tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi
antarbagian dalam lingkungan pemerintah.

2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan
jasa publik melalui proses pemrioritasan,

3} Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja,

4) Meningkatkan transparanst dan pertanggunglawaban pemerintah kepada DPR
/ DPRD dan masyarakat luas.

Pada mhap percncanaan anggaran, ada 2 jenis pendekalan utama, vailu
pendekatan tradisional don pendekatan new public monagerment. Perbedaan antara
kedua pendekatan tersebut adaiah sebagal berikut
a, Pendekatan Tradisional

Dalam pendekatan tadisional ini, terdapat dua ciri utama, yaitu penyusunan
berdasarkan pos-pos befanja -(berdasarkan sifat dari penerimean  dan
pengeluaran) dan penggunean konsep inkrementalis (perbitungan anggaran
talivn sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu),
t. Pendekatan Angparan New Public Monagement

Sebagai reaksi terhadap berbagal masalah fundamental yang dihadapd oleh
pendekatan tradisional, maka munculah penganggaran baru seperti “Plarmning,
Programming, Budgeting Svstem {PPBSY, “Zero Based Budgeting (LBBY,
dan “Performance Budgeting”. ‘

Sistem  pesgangearan  felah berkembang sesuvai dengan  peningkatan
pencapaian kualitas. Berikut ini adalah jenis-jenis anggaran sektor publik, antara
Jain ; '

a) Sistern Anggaran Tradisional
Sistem anggaran tradisional adalah suatu cara penyusunan anggaran
vang tidak didasari oleh pemikiran dan analisis rangkaian kegiatan yang periy
gdilakukan untuk mencapei tuyjuan. Proses penyusunannya lebih berdasarkan
kepada %ebzzwhan rutin alas obyek penpelvaran (Iine-item budgeting). Sistem
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b)

End
L

anggaran ini didasarkan pada dan dariinana dana berasal (pos-pos penerimaan)
dan untok apa dana tersebul digunakan {pos-pos pengeluaran} seperti belanja
pegawal, belanja barang, belanja pomeliharaan, dan pengeluaran rutin lainaya,
Kenaikan nilai anggaran dilakukan secara inkremental, berdasar atas
pengeluaran pada tahun sebelumnya dengan penambahan nilal dan sedikit
penyesuaian,

Anggaran pengelvaran vang dijadikan dasar untuk pengukuran besar
kecilnya kegiatan, mengakibatkan hubungan yang tidak jelas antara input dan
output. Bistern anggaran tradisional ind juga tidak mampu mengidentifikasi
besaran dana yang akan dikeluarkan untuk kebuluhan suatu jenis pelayanan
tertentu. Selain itu, sistem anggaran {radisional tidak dapat mengidentifikasi
apakah suatu jenis pengeluaran itu masih dibutvhan atan tidak, karena tidak
ada evaluasi untuk ity. Secara umum, sistern anggaran tradisional ini kurang

mampt memberikan gambaran sebenarnya kebutuhan vang ideal.

Sistem Anggaran Planning, Programing, Budgeting System (PPES)

Planning, Programing, Budgering System (PPBS)} lebih menckankan
pada penyusunan rencana dan program. Rencana yang disusun, disesuatkan
dengan tujuan orpanisasi secara jelas. Proses implementasi PPBS ini mekalui
beberapa tahapan, vaitu
i} Menentukan tujuan organisasi yang hendak dicaps) dengan jelas;

2} Mangidentifikasi program-propram daa kegiatan unfoX mencapat tujuan
yang telah ditetapkan;

3) Mengevaloasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit
darl tiap-tiap program,;

4) Memilih program yang memiliki manfaat besar dengan bisya minimum;

S} Alokasi sumber daya ke masing-masing program vang disetujui.

Namun PPBS juga mempunyai kelemahan, antara lain;
1} Tujuan-twjuan sulit difenisikan dalam kegiatan pemerintsh pada umurmnya.
Kebutuhan masyarakal yang sangat beragam, memerlukan perhatian

kKhusus.
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2) Thdput dari pelayanan umumnya subit diukur, karena jarang memiliki
sistem peangendalian untuk menunjukkan sejauh mana elektifitas dan

efisiensi program bersangkutan,

Nistern Anggaran Zero Based Budgeting (ZBRB)

Konsep Zero Based Budgeting (ZBB) ni dimaksudkan untuk mengatast
kelemahan vang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggarat
denpan konsep ZBB, dapat menghiiangkan line-itemr dan inkrementalisme
karena penganggaran diasurnsikan kembali dar nol,

Dalam menyusun apggaran tahun ke depan, konsep ZBB tidak mengacu
pady anggaran tabun laly, tetapt mengacy pada kebutuhan saat ini. Proses ZBB
terdirt davi:

1) Membagi scmua kegiatan ke dalam unit-unit keputusan, yang dapat berupa
program dan kegiaiun, Dalam hal inl ZBB mengikuti pola organisasi
scperti pada PPBY;

2} Membagi masing-masing unil kepubusan tersebut menjadi paket-paket
keputusan dasar, berupa kegiatan dan peloyvanan tertentu atay alternatl
kepiatan untak mencapai fujlian program;

3} Memilih aliernatif terbaik, berdasarkan analisis biaya manfaat atay analisis
lainnya;

4} Menyusun tingkatan kepulusan anpgaran dar bawah ke atas, pada tiap
tahap diakukan pembahasan keputusan berdasarkan prioritas;

5) Membagi alternatif yang erpilih ke dalam tingkatan pelayanan.

Konsep ZBB ini memiliki kendala wakto, karena memerlukan waktu
yang lama untuk menyusun urutan unit dan paket keputusan. Disamping ity
cukup sulit untuk menghitung biaya alternatif pelayanan. ltu sebabnya,
pencrapan ZBB ini umumnya dimodifikast. Peninjauan terhadap beberapa

kegiatan yang biasanya dilakukan tiap tahuon, dilakukan beberapa tahun sekall,
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d} Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget Systent)

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem anggaran yang berkaitan
dengan visi, misi, dan rencana strategis, serta berorientasi kepada output
organisasi. Sistem ini juga berorientasi pada pendayagunaan dana yang ada
untuk mencapai hasil optimal dari kegiatan vang dilaksanakan,

Sistem ini berdasar pads tujuan/rencana tertentr yang pelaksanaannya
perlu didukung dengan anggaran biaya yang cukup dan dapat berjalan efekal
dan efisien. Hal tersebut merupakan salahsam bentuk pelaksanaan prinsip
akuntabilias, karena memberikan owrput vang jelas atas suatu proses kegisman
birokrast.

Karena anggaran herbasis kinerja berkaitan demgan visi, misi, dan
rencana strategi, untuk itu meka misi dan rencana strategis perlu dirinei
sehingga menghasitkan program, sub program vang relevan dengan fujuan
jungka paniang. Pengangparan berbasts kinega bertujuan untuk meningkatkan
transparansi  dan  akuntabilitas pelavanan publik serta  ofektifitas  dan
pelaksanakan kebijakan den progrem.

Sistem penganggaran berbasis  kinerja  sejalan dengan  beberapa
penyempumaan di bidang manajemen keuangan nepara, seperti penerapan
angparan terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang berusaha
unfuk menghubungkan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, Hal yang
mendasar delam  penyempurnazn  mangjemen  keuangan negara  adalah
kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagl kementerian/lembaga

dalam mengelola program dan kegiatan yang ada.

Menurut Justine T, Sirait (2006:8), syarat-syaral vang perlu diperhatikan
dalam menyusun anggaran, yakni
1) Realistis; tidak terlalu optimis dan fidak terlalu pesimis.
2y Luwes; ridak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuatkan dengan
keadasn yvang mungkin berubah,
3} Kontinu, membutubkan perhatian yang terus menerus, dan tidak merupakan

usaba insidentil.
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Mengacu pada wuraian Schiavo-Campo dan Tomunasi (1999:110-114},
gistern penyusunan anggaran dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu top-down
approdch dan botlom-up approach.
1Y Tep-down approach {pendekatan dari atas ke bawah}

Penyusunan anggaran dengan cara ini dilakukan apabila peran pemerintah

terlalu dominan dan kuat, Penyusunannya dengan cara:

a. Pemerintah (kabinel) menlapkan plalon anggaran, perencanaan anggavan
dilakukan oleh Menter; Kevangan dan Ketua Dappenas;

b. Pemerintah membagi-bagiken plalon anggaran tersebul  kepada
kementerian/lembaga;

¢. Kementerignflembaga membagikan plafon  anggaran  kepada  unit
bawahnya, vaitu Dirckiorat Jenderal atau unit setingkat, untuk kemudian
diteruskan ke direktorat-direktorat, kantor atau unit terbawah dalam gacis
struktural, :

2) Bottom-up approack (pendekatan dari bawsh ke atas)

Penyusunan angegarsn dengan sistem ini disebut penyusunan berdasarkan

keinginan unit torbawah, sisten: ini dapat berhasil bila keadaan ckonomi dan

politik stabil. Penyusunannya dengan cara:

a. Kantor atau unit terbawah yang melaksanakan pemerinfahan dan
menyangkut kegiatan keuangan mengajukan usulan anggaran pendapaton
dan belan)a negara ke unit struktural di pusat, yaitu tingkat direktoras;

b. Direktorat-direkiorat menyampaikan usulan anggaran ke unit strukiuraloys
yang lebih tinggi, yaitu dirckiorat jenderal atao unit yang selingkat dalam
departemen;

c. Direktorat jenderal stau unit sefingkatnya menyampaikan kepada
menteri/kepala lembaga vang bersangkutan antuk disusun menjadi rencana
aﬁggaran kementerian/lembaga;

d. Menterifkepala  lembaga  menyampaikan  rancangan  anggaran
kementerian/lembaga masing-masing kepada Departemen Keuvangan untuk

disusun menjadi rancangan anggaran secara nasional (RAPBN),
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2.2,2. Pelaksanaan Anggaran
Pada hakikainya, anggaran mervpakan bagian yang penting untuk
perencanaan efekiif jangka pendek dan kontrol dalam organisasi. Pelaksansan
anggaran meliputl waktu satu tahun den menyatakan pemasukan dan pengeluarsu
selama sato tehun. Mardiasme (2002:72) menystoksn babwa dalam tahop
pelaksanaan anggaran, hal terpenting vang harus diperhatikan olely seorang
manajer kevangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan
sistem pengendalian manajemen.
Menurot Welsch, Hilion, dan Gordon [1REE), persiapan pelaksanaan
anggaran mempunyai tujuan antara fain” :
Untuk menyesuaikan perencanzan steatejik;
b. Untuk membantu mengkoordinasi kegiatan dari beberapa bagian organisasi;
¢. Untuk meniberikan tanggung jawab kepada para manajer (pimpinan), guna
mengotorizasi jumlah yang dapat mereka gunakan dan untuk memberitabiukan
hasil yang diharapkan;
d. Umuk mencapat kerjasama yang merupakan dasar untuk mengevaluast Kisoria

aktual dari para manajer (pimpinan).

Pelaksanaan anggaran belaga dilekukan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip yang telsh diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 20602 tentang Pedoman Pelaksanasan APBN, yaitu
a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang

disyaratkan.
b. Efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan
setiap Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen,

¢. Mengutzakan penggunasan produksi dalam negeri dan potenst nasional,

Sebuah sistem  pelaksanasan anggaran menurut  Schiavo-Campo  dan
Tommasi {1999:143-144), harus memenuhl tiga sasaran utama darl sisten

manajemnen pembilayaan publik, yaitu : (1) pengawasan jumlah biaya; (2} strategi

9 Welsch, Glenn A., Hilton, Renald W., dan Gordon, Paul N. (1988). Budgeting: Planning and Proft Conlrol.
New Jersey: Prestice-Hall, Inc.

Universitas Indonesia

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana Ul, 2009



30

pengalokasian  sumber daya; das (3} efisiensi pelaksangan  operasional
Prosedurnya harus benar-benar scimbang untuk menghindari atau menyelesatkan

konfiik aniarg spsamn-sasaran mi.

2.2.3. AKkuntansi dan Pelaporan

Pelaksanaan anggaran tidak bisa dilepaskan dari proses pelaporan dan
evaluasi aias aktifitas vang fclah dilaksanakan. Ilal fersebut menjadi sangat
penting karena dapat menjadi salsh satu ukuran keberhasilan anggaran kinerja
adalah kemampuannya untuk divkur dan dievaluasi guna mendapalkan umpan
balik,

Akuntansi merupakan aklifitas jasa vetuk menyediakan informasi vang
diperlukan dalam pengambilas keputusan, Menuruwt Madiasmo {2002), pada
dasarnya akuntanst terbagi atas dua bagian, yaitu akuntaos! keuangan dan
akuntansi zﬁa&ajemea Akuntansi keuangan didefinisikan sebugal suatu prinsip,
metode, dan teknik pencatatan dan peogorganisasian data kevuangan atas kegiatan
untuk menghasitkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan ckonomi vang rasional,

Pengembangan akuntanst sekior publik dilakekan untuk memperbaiki
prakiik yang sast inf dilakukan, hal ind terkalt dengen upays vang dilakukan dalam
" meningkatkan kualitas laporan keuvangan sektor publik yang mampu untuk
menyajikan informasi keuangan secara relevan dan dapat diandalkan.

Laporan keusngan merupakan hasit akhir dari. suaty proses akuntansi,
yailu meliputi aktifitas pengumpulan dan pengolzhan data keuangan untuk
disajikan dalare bentuk laporan kewangan atau tkhilsar-ikhtisar lainnya yang dapat
digunakan untuk membantu para pemazkainya dalam mengambil keputusan,
Penyvusunan lsporan keuanpan agar dapat dipertanggungjawabkan dan diterima
secara urnuin, didasari oleh prinsip-prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-
metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang tercakup dalaw mang lingkup
akuntansi. Atwan-aturan dalam penyusunan suatu laporan kesangan disebut
sebagal siklus skuntansi. Menuru! Indra Bastian (2006:213), siklns akuntansi
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merupakan suatu proses penvediaan laporan keuangan organisasi unluk suatu

periode tertentu'®.

Laporan kenangan sektor publik merupakan representasi terstroktur dari
posisi keuangan akibat transaksi vang dilskukan. Secara uvmum, pelaporan
keuangan sektor publik bertuyivan wntuk menyediakan informast wntuk
pengambilan keputusan daa mendemonstrasikan akuntabilitas ekuilas atas sumber
dayva yang dipercayakan, dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan peaggunaan
suimber daya finansial;

b Menyediakan informasi mengenai bapaimana entitas mendanai akiifitasnva
dan memenull persayaratan kasnya;

c. Moenyediakan informasi yang berguna dalam menpevaluasi Kemampuan
entitas  unkuk  mopdanal  aktifitasnya dan memenshi kewajiban  serta
komitmennyz; _

d, Menvediakan informasi tentang kondisi kewangan suatu entitas dan perubahan
di Jalamaya; dan

5. Menyediakan informasi menyelurwh yang berguna dalam mengevaluasi

kinerja entitas atas hal biava jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Menurot Mardiasmo dalam Indra Bastian {2006), tunan dan fungsi
pelaporan kewangan pemerintah adalab torpenuhinys beberaps  kacakteristik
sehagat berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolann {(compliarice and stewardshipy; Laporan keuangan
pemerintah dimaksodkan untuk dapat memberikan jaminan kepada pemakai
informast dan ctoritas lainnya hehwa pemerintah telah melakukan pengelolaan
sumber daya sesuai dengsn ketentuan hukum dan peraturan lain yang
ditetapkan.

2. Akuniabilitas dan pelaporan retrospektil {acconmtabiiity wxl retrospective
reporting); Lapoza;:’; kenangan pemerintah hendakaya dapat digunakan sebagai
bentuk ;}eﬁanggungjéwaban kepada publik. Dengan laporan keuangan tersebut

DPR/DPRD dan masyarakat dapat memonitor dan mengevalussi kinerja

% Bastan, Indra {2008). Akunfons Sekior Publik: Sualv Penganfer, Jakaty, Efangga.
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pemerintab, memberi dasar untuk mengamati perkembangannya dari waktu ke
waktu atag pencapalan target, dan membandingkannya dengan kinerja
pemerintah lain.

3. Laporan kevangan pemerintah hendsknya dapat memberikan informesi
kevangan yang akan digunakan unhik perencansan dan penganggaran, serla
untuk mengetahul pengaruh investasi dan alokast surber dana terhedap
pencapaian tujsan operasional.

4, Lagporan keuangan pemerintah hendaknya dapat digunkan untuk memprediksi
alivan kas, saldo anggaran (surplus/defisit), dan kebutuhan sumber pendanaan
pemerintah dan unit kerja pemeriaiai,

5. Laporan keuangan permerintah hendaknya dapat memberikan informast yang
dapat dipunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik

dan sosial,

Untuk menghésiikan laporan kevangan sektor publik yang relevan dan
dapat diandalkan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sekior
publik yaits
1} Obyektifitas;

Masaiah obyekiifitas disebabkan olsh adanya benturan kepentingan antara
manajemen dan Siakeholder. Manajemen memiliki dorongan untuk memilih
dan menerapkan feknik akuntansi yang bisa menginformasikan laporan
keuangan secara lebih baik sebagai uvkuran kinerja organisasi. Untuk iy,
teknik akuntansi yang digunskap mapajemen harus memiliki  derajut
chyektifitas yang dapat diterima semua pthak vang meniadi stokeholder,
2} Konsistensi;

Konsistensi mengacu pada penggunsan metode atau teknik akuntansi yang
sama unfuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa
periode wakiu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan
dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapen
metode akuntansi merupakan hal yang sangat peating, karena organisasi
memiliki orientssi jangka panjang, sedamgkan lsporan kevangan hanva

melaporkan kinega selama satu periode.
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3} Daya banding;
Daya banding di sini berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk
membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja organisasi lain yang
sejenis. Kendala daya banding terkait dengan obyektifitas dan konsistensi,
karena semakin obyektif suatn l[aporan keuangan maka akan semakin tinggi
daya bandingnya, selain itu semakin banyaknya alternatif penggunaan metode
akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding.

4) Tepat waktu;
Penyajian laporan keuangan tepat waktu ditujukan agar dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk
menghindari tertundanva pengambilan keputusan terscbut. Namun semakin
banyak kebutuhan akan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang
dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut.

5) Ekonomis dalam penyajian laporan;
Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula haya yang
dibutuhkan, Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti
bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan
untuk menghasilkan laporan tersebut.

6) Materialitas,
Suatu informasi yang dapat mempengaruvhi keputusan maka informast tersebul
dianggap material. Penentuan materialitas ini bersifat pertimbangan yang
subyektif, namun tidak dapat dilakukan berdasarkan selera pribadi.
Pertimbangan yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan pada teknik

tertentu.

Diperlukan adanya sebuah standar akuntansi guna menjamin konsistensi
dalam pelaporan keuangan. Karena jika tidak ada standar akuntansi yang
memadai, maka akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas
dan obyektifitas informasi yang disajikan. Menurut Madiasmo (2002), dalam
penetapan suatu standar akuntansi diperlukan pertimbangan-pertimbangan sebagai

berikut :
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a} Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam
Iaporan posisi keuangan, kinerja, dan aktifitas sebuah organisasi bagi seluruh
pengguna informasi.

b} Slandar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang
memunglinkan peagujian secara hati-hati dan Independen saat menggonakan
keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta sant
membukiikan kewajarannya.

¢} Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perhu disajikan
berkaian denpan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam
perpajakan, regulasi, perencansan serta regulasi ckonomi dan peningkaton
efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnys.

d} Standar menghasilkan prinsip dan fcon yang penting bagl scluralt pihak yang

berkepentingan dalam disipiin Hlmu akontansi.

23, KONSEP STRATEGI MANAJEMEN

Stratogi merupskan alat untuk mencapal tyjuan. Menurut Haberberg dan
Rieple (2008), siratepi didefinisikan sebagai sebuah cara bagi sebuah organisusi
dengan sumber daya yang dimiliki untuk berkembang dan mencapai fujuan
ekonomi dan tujuan organisasi lainnys,

Strategy organisasi menjadi acean utama dslam  mencapal  fujuan
organisasi. Strategi vang baik adalab bersifat jangka panjang, terukur dan realistis,
memperhatikan keseimbangan eksternal dan internal, Fokior cksternal dan faktor
internal merupakan elemen terpenting di mana strategi seharusnya disesuaikan
dengan tingkat kemampuan dan kapasitas internal, sehingga tidak terjadi
kesalzhan ataupun salsh pengertian dalam penentuan fujvan.

Menurut Mintzberg {1998), stratepi adalah pola atau rencana vang
terintegrasi dari tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan, dan vrutan pelaksanaan
kegiatan., Perumusan slrategi yang baik dapat membantu menyusun dan
mengalokasikan sumber daya organisasi secara unik dan tahan lama berdasarkan
keungpulan-keunggulan dan  kelemahan-kelemahan, antisipast  perubahan

lingkungan, dan gerakan-gerakan lainnya.
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Konsep mengenal strategi terus berkembang. Dalam buku vang dinlis
oleh Freddy Rangkuti (1998}, dikemukakan berbagal konsep mengenai strategi
dari para ahli, antara lain :

Chandler {1962):

Strategi mevupekan alat untuk mencapai lujuan perusahaan datam
kaitannya dengan tujnan jangka pawjong, program tindak fanfui,
serta prioritas alokasi sumber daya.

Steiner dan Miner (1977), Mintzberg (1979}, Argyris {1985) :

Strategi merupakan respon-secara Yerus menerus maupun adapiif-
terhadap peluang don ancaman  eksternal sertg  kekuaton dan
kelemahan iviernal yang dapat mempengaruhi organisasi.

febih lanjut Freddy Rangkuti {1998} mengemukakan babwa pada
prinsipays strategi dapat dikelompolkdan berdasarkan tiga tpe strategi, vaitu @ (1)
strategi manajemen; (2) strategi imvestagi; dan (3) strategi bisnis. Stratepi
Mangjemen meliputi strategi yang dapar dilakukan oleh manajemen dengan
orientasi pengembangan strategl secars makro, misalnya strategi pengembangan |
produk, strategl penerapan harga, strategi mengenai kevangan, dan sehagainya''.

Pengambilan suatu keputusan stratejik  tidaklah zemudah  membuat
keputugan biasa. Berbagai dimensi dan informast perlu dipertimbangkan, tidak
terkecuali apakah keputusan iu dibuat oish pemerinish, swasta, atau organisasi
nonprofit, Analisis mengenai  fokior-faktor stratsiik sangat bergena  dalam
merumuskan  berbagal alternatif yeng akan memudahkan para pengambil
keputusan dalam memilih altermatif terbaik.

Sebagaimana dikutip dari buka yang ditulis cleh Jemsly Hotabarat dan
Martani Huseini (2006), berbagal definist mengenai managjemen stratejik yang
dikemukakan oleh beberapa ahli, aptara lain
& Suaty proses manajemen, hubungan antara perusahaan dan linglkungan, terdirt

dari perencanaan strateiik, perencanaan kapabilitas dan manajemen perubahan
(HL.1 Ansoff).
» Buatu cara yang menuntun perusahaan pads sasaran utama pengembangan

nilai korporast, kapabilitas manajerial, {anggung Jawab organisasi, dan sistem

& Rangkuti, Freddy {1998). Analisic SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia

Universitas iIndonesia

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana Ul, 2009



administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan stratejik dan
operasional pada selurul tingkatan hirseki, dan melewaii selurub lint bisnis
dan fungsi otoritas perusahaan (Armnolde C. Hax dan Nicholas 8. Majluk).

s  Seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan
implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapsi tujuan (John A
Pearce 1 dan Richard B.R)"™.

Secara umum terlihat bahwa manajeren stratejik mempunyai dimensi
sebagal berikut : membutvhkan kepuiusan menajemnen puncak, melibatkan
sgjumlals sumber daya orgmusasi, berdaku jangka panjang, orenlasi masa
mendatang, muli  fungsional, dan perbatian kepada lingkungan cksternal
organisasi.

Sedangkan menurut Husein Umar (2001), manajemen stratejik menpakan
suatu seni dan ilmu vntuk pembuatan (formulating), pencrapan (implementing),
dan evaluasi {ewaluafing) berbagal kepuinsan strategis antarfangst yang
memungkinkan sebuah organisasi mencapai Wjuan i masa datang”. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa manajemen strateiic adalah  pengeiclaan
organisast yang menyangkut desain, formasi, dan transformasi serta implementast
dari strategi yang berlaku untuk Akururz wakiu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disiinpuikan bahwa
manajemen strategis mengandung dus hal penting, yaifu ¢
1) Manajemen stratejik ferdiri dari - ‘

a. Pembuatan strategis, meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka
paniang, pengidentifkasian peluang, dan ancaman dari luar serta kekuatan
dan kelemaban organisasi, pengembangan alternatif strategi dan penentuan
strategi yang sesuai untuk disdopsi.

b. Penerapan strategis, meliputi penenfuan gasaran-sasaran  operasional
tahunan, kebijakan organisasi, memotivasi karyawan dan mengalokasikan
sumber-sumber  daya agar straetgl  yang  telah  ditetapkan  dapal

diimplementasikan.

% Hulabaral, J dan Hoseinl, M. (2008}, Mangjemen Skmiegit Konlemporsr, Jekarta: Elex Meda
Kompulindo.
2 Umar, Huseln (2001}, Strefegic Manegement in Aclion, Jakarts; Gramedia
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¢. Ewvaluasi / kontrol strategi, mencakup usahiz-usaha untuk memoiori seluruh

hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk di dalamnya

mengukur kinerja individu dan organisasi langkah-langkah perbaikan jika
diperlukan.,

2} Manajemen stratejik berfokus kepada penggabungan aspek-aspek pernasaran,

viset dan pengembangan keuangan dan operasional produksinya  dalam

organisasi
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BAB3
METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan vang dirumuskan dalam  pokok
permasalshan, diperlukan metode penelitian guna mengumpulkan sejumlsh data
vang digunakan. Agar permosalahan dapat terjawab dengan baik dan tepat, maka
data~data yang dikumpulkan haruslah lengkap. Metode penelitian yang digunakan

dalam penulizsan ini terdirt dari sistematika sebagai berikut ;

3.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Dralam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif
analitis dengan pendekatan kualitatif. Alasan penulis dalam memilih metode
pendekatan kualitatif adalah sifat penelitian kualititatif yang sksploratif dan
menggunakan ide pemiliban informan yang dianggap dapat memberikan jawaban
terbaik atag pertanyaan penelitian melalui wawancara yang mendalam, dianggap
akan mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh,

John W, Creswell (2003), mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai
berikut

“Pendekatan  kualitatif merupakan proses penyelidikan  uniuk
memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarran pada
penciptaan gambar holistik yang dibentuk kara-kata, melaporkan
pandangan informan dan disusun dalam sebuah latar ilmiah”.

Penelitian kualitatif sangat bergantung dengan hasil pengamatan peneliti
yang tidak terbatas pada urusan data dokumen dan objek penelitian saja. Dalam
pendekatan kualitatif, teori tidak menjadi pembimbing sentral bagi peneliti dalam
merancang penelitian dan menafsirkan data pepelitian, Tzori di dalam penelitan
ini digunakan untuk membantu memperjelas karakteristik data.

Sumber pokok jawaban permasalahan penelitian justru ada pada data-data
yang dikumpulkan peneliti di lapangan. Data yang didapat, dikumpulkan dari
deskripsi kejadian faktual yang berlaku dan menjadi permasalaban penelitian,
uraian detil yang menjelaskan sesuatu seperfi yeng sedang tedadi serta memberi
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gambaran jelas tentang proses pengelolaan anpgaran pada Kentor Wilaysh

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten,

32, SUMBER DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Sumber data yang menjadi sasavan penulis dalam penelitiun ini, adalah
melalui informan. Proses pemilihan informan itu sendiri didasari kaidah penelitian
kualitif, vaie mereka vang menjadi prakiisi pada kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serfa meounit penulis dapat memberikan
informasl yang bermaniaat bagi penelifian int.

Sesuai langkah-langksh yang dirumuskan oleh Creswell (2003), bahwa
pengumpuian data melibatkan ¢
a, Menetapkan batas-hatas penelitian
b, Mengumpulkan informasi melalul pengamatan, wawancara, dokumen, dan

bahan-bahan visual

¢. Menetapkan aturan untok mencatat Informasi

IData yang didapat dalarn penelitian ini, dikumpulkan dari dara primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam
(im-depth inlerview). Wawancara yang difakukan bersifat terbuka, berkaitan
dengan pengetshuan, pengalaman, serta pandangen para informan di bidang
tUgASHIYE MAasHg-MAasing.

Irawan (2006} menyebutkan bahwa instrumen terpenting dalam penelitian
kualitatif adalah penelii itu sendiri. Penehiti scbagsi instrumen ini disebut
participant-ohserver” . Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan

alat bants beropa alat perekam {fape recorder}, dun pedoman wawancara.

3,3, PROSES PENGUMPULAN DATA

Dalam tendapatkan informasi sebanyask-banyaknys untuk menjawab
pettanyaan penelitian, pemilis menggunakan pendekatan kualifatif, analisis data
sckunder dan wawancara mendalam dengan para informan. Karens sumber data

¥ frpven, Prosalya (2006). Pencklian Kualitalif dan Kugafitalif Unluk fmu-fimu Sosial, Jekarla: Universitas
indonusta,
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dan jumlah data akan sangat banyak, penulis merasa perlu untuk membual sistem

pencatatan yang rapi dan sistematik.

Wawancara mendalam yang dilakukan adaleli  bertuyjuse  ontok
mendapatkan  informasi  sebebas-bebasnya  dari informan. Namun  usluk
wawancara tersebut, penulis telah mempersiapkan svatu pedoman wawancara,
Pedoman  wawancara  yang dibuat, disusun berdasarkan parameter yang
dibutubkan dan scsual dengan maksed dan (ujuan penelitian. Pertanyaan-
pertanyasn dalam pedoman wawancara tersebut, diberikan kepada s¢jumlah
informan yang dianggap kompeten dan representalif berdasarkan tojuan
penclitfan,

Irforman vang dimaksud adalah para pejabat struktural dan staf pelaksang
di sub bapian keuangan dan perlengkapan, subbagian penyusunan program pada
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asssi Manosia Banten, serts
informan lain darl pars sstuan kerja unit pelaksana teknis vang tugas pokok don
fungsinya terkait dengan pengelolaan anggaran, dengan rincian scbagai berikut
»  Pejabat struktural df Bagian Penyusupnan Program dan Laporan pa;ia Kantor

Wilavah Departernen Hukum dan HAM Banten, | {satu} orang;

»  Pejabat struktural di Sub Bagian Keuvangan dan Perlengkapan pada Kantor
Wilayah Departernen Hukum dan HAM Barten, 1 (satu) orang;

« Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Kantor
Wilavah Departemen Hukum dan HAM Banten, 2 (dua} orang;

»  Pejabat dan pegawai pada satuan kerja unit pelaksana teknis (lembaga
pemasyarakatan, rumah tabanan negara, rumah penyimpanan benda sitaan
negara, balal pemasyarakatan, dan kantor imigrasi di lingkungan Kantor
Wilayah Departernen Hukum dan HAM Banten) yang menangant kegiatan

keuangan dan perencanaan anggaran, 4 (empat) orang.

Pedoman wawancara berisi perfanyaan-pertanyaan seputar tugas pokok
dan fungsi para informan terkait dengan perencanasn anggaran, pelaksanaan
anggaran, atay pelaporan pads Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
Banten maupun pada para unit satuan kera di lingkungan Kanwil Banten,

Pertanyasn wrsebut dapat dikembangkan pada saal wawancara sesual dengan
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konteks penelitian. Iiengan demikian sangat dimungkinkan bagi peneliti ontuk

menggall pertanyaan iechih mendslam kepada informan walaupun pertanyaan

tersebut tidak termasuk dalam pedoman wawancara, sampai kepada jawaban
dimanga peneliti merasa cukup untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.

Melalsi wawaneara mendalam  tersebat, penulis  bermaksud  uniuk
raengelahui lebih jauh mengenai :

+ kegiatan penyusunan repcana Kerjs dan anggeran pada lingkat wilayah dan
satuan kerja.

» pelaksanaan Kegistan darl mesing-masing divisi atau pengelola program
keglatan pada Kantor Wilayah Departemen Hukom dan Hak Asasi Manusia
Banten

« proses pengajuan pembayaran atas program-program Kegiatan pada bendshara
pengeluaran

» kegiatan pelaporan realisasi anggaran pada tingkat wilayah dan satuan kerja.

Untwk data sekunder diperoleh dari berbagai studi kepustakaan atas
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurmal, dan dokumen sumber
referensi lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
pengawasan angparan. Stwdi kepustaksan terscbut dilakekan peneliti ustuk
mempelajarf dan menclaah betbagat literatur, untuk menghimpun sebanyak
mungkin pengetahuan sesoal dengan permasalahan penelitian schingga dapat
mendukung analisis peneliti. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kerangka
teort dalam menpentukan arah penelitian, serta konsep dan bahan teoritis lain

sesuai dengan konteks penalitian.

3.4. PROSES ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan fema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleang, 2007:280)"°. Sedangkan menurut
Amirin {2000), analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis,
analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, dan kemparasi. Data

i NMolsong, Lexy J. {2007} Mafodelogi Penstiien Kualfalii, Bandung: Resdakarya.
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kualitatif merupakan sumber darl deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh,
serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam  lingkup
setempat'®.

Prinsip pokok penulis dalam teknik analisa kualitatif adalah denpan
mengolah dan menganalisa data-data vang terkumpul meriadi data vang
sistematik, teratur, terstruktur dan mempunvai makna. Seperti dijelaskan oleh
Prasetya Irawan {2006) mengenai langkah-langkah delarm proses analisis data
untuk penelitian data kualitatif’’, dalam mielakukan penilitian ini penulis akan
melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagal berikot

Gambar 3.1,
Proses Analieis Data

Pengumpiian : Transkrip Pembuatan Kalegorisasi
DalaMentah [~™ Dala ® Koding = Dats

:

Henvimgslan ; ! v Penyimptian
Sementars > Triangdasi > At

Sumber : Prasatye Fawan doiam Panelso Ruptiali den Keandifalif Untuk Hmu-Hian Sosist {3605

1} Pengompulan Data Montah
Pada tahap ini, penulis mengumpolkan data mentah mwelalui wawancara,
pengamatan, dan kajian pustaka. Dalam proses wawancara, penulis akan
menggali inforntasi berdasarkan kejadian faktual yang terjadi berkaitan
dengan perencanaan anggaran, peleksanaan anggaran, pelaporan, tingkat
keberhasilan/pencapaian, serta berbagat hambaian yang dihadapi dalam dap-
tiap proses pengeloiaan anggaran tersebut.

# Amids, Talang M. {2000}, Menyusun Rencans Pepeliian. Jalards: Rajs Grafindo Persada,
¥ rawan, Praselys [2008). Penaifisy Kualalif dan Ruentitatif Unluk fimu-fimu Sosfsl. Jakate: Universitas
indonesia
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2} Transkrip Data
Pada tahap ini, penulis akan merubah catatan yang didapat dalam bentuk
rekaman suara melalul fape recorder, ke dalam bentuk tertulis kata demi kata

persis seperti adanya (verbatim).

3} Pembuatan Koding
Penuiis akan membaca ulang seluruh data vang sudah ditranskip dengan teliti.
Padz bagian tertentu dari transkrip tersebut, akan dicatat hal-hal penting yang

mungkin el dan diberikan kode sebagai kata kunei.

4} Kateporisasi Liata
Kategorisast berarti penyusunan kategori. Kategori tidak Iain adalah salah sate
tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun ates dasar pikiran, intuisi,
pendapat, atu kriteria tertentn. Selanjutnya Lincion dan Guba menguraikan
kalegorisast adalah (1) mengelompokkan karfu-kartu vang telah dibuat
kedalam bagian-bagian isi vang secara jelas berkaitan, (2) merumuskan aturan
yang menguraikan kawasan katepori den yang akhirnva dapat digunakan
untuk menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan jugs sebagai dusar
untuk pemeriksasn keabsahan data, dan (3) menjaga agar setiap kategori yang
telah disusun satu dengan yang lain megikuti pringip taat asas Setelab itu
penulis akan melakukan pengelompokan data. Data vang berhubungan akan
disatukan, dan data yang tidak berhubupgan tidak dimasukkan agar

memudahican dalam mengolahnya,

5) Permyvimpulan Semeniara
Pada tahap ini, pesulis akan membuast kesimpulan yang sifathya bary

sementara.

6) Trianguiasi
Dalam tahapan ini, peoulis akan melakukan proses check and recheck sntara
satu sumber data dengan sumber data lainnya guna mendapatkan validitas data
untuk mempertahankan keakuratan data.  Triangulasi  adelah  teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan seswaty yang lain di luar
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data itu untuk kepentingan pengecckan data atau sebagai pombanding terhadap
data itu (Moleong, 20604:178).

Triangulasi menurut Patton (dalam Moleong, 2004:178~179) dibagt

menjadi 4 (empat), yaitu :

2) Triangulasi Sumber,
Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayasn suatu informasi
vang diperolch melalyl waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif, Data yang diperoieh berupa wawancara yang dilakukan lebih
dari satu kali dalam periode waktn tertentu.

b Triangelasi Metode;
Menggunakan dua strategi; (1) pengecekan terhaday derajat kepercayaan
penemuan hasil penelition dengan beberapa tekntk pengumpulan data, (2}
pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode
yang sama.

¢} Triangulasi Penelifi;
Memanfaatkan peneliti  atan  pengamat lainnya untuk  keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pengambilan data dilakukan
olet beberapa orang.

d) Triangulasi Teorj;
Melskukan penelitian teniang topilk yang sama dan datanya dianalisa
dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulas
model sumber. Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian ini

menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentast.

Penyimpulan Akhir
Pada skhirnya, penulis akan menarik kesimpulan akhir atas penilitian yang
dilakukan,
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3.5. OPERASIONALISASI KONSEP

Konsep yang skan dioperasionalisasikan dalamn penclitian im adalah
konsep perencanaan dan pengendalian wmanajemen dalam kegiatan pengelolaan
anggaran, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan pada Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia Banten. Dalam penelitian
i yang diteliti adalah proses penyusunan anggaran pada kantor wilayah dan unit
pelaksana  teknis, faktor-fakior vang menjadi kendela dalam  penyusunan
anggaran, mekanisme dan kegiatan pelaksansan anggaran, faktor-faktor kendala
pelaksanaan anggaran, kegiatan pelaporan angparan, faktor-faktor kendala
pelaporan anggaran,

Dari faktor-faktor fersebut, penulis ingin mengetahui apakah implementasi
dari kebijakan yang berkenaay dengan kegiaten pengelolaan anggaran yang ielah
ditenitukan telah dijalankan dengan baik. Jika kebijakan vang ditentukan telah
diialanken dengan baik Khususnya oleh pelaksana Rebilekan maka kegiatan
pengelolaan angparan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
BManusia Banten dapat berjalan sesuai denpan sasaran dan tujoan yang ingin

dicapai.
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BAB 4
GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi
serla rencana strategis dann Kantor Wilayah Departemen Hukwn dan Hak Asasi

Manusia Banten,

4.1, PROFIL KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
BANTEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asast Manusia Republik
Indonesia Nomor : M-01.PR.G7.10 Tabun 2003 tentang Urganisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Muanusia Banten adalah
instansi vertikal dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indoneste yang mempunyai tugas untuk mglaksanakan tugas pokok dan fungsi
Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah

Propinsi Banfen,

4.2, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten
berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
vang mempunyai tugas dan tanggung jawah kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi
antara lain :
Penglkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasag;
b, Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
¢. Pencpakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi
hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi
manusia;

¢. Pelayanan hukum,

46
Universitas ingdonesia

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana Ul, 2009



47

f. Pengembangan budaya hukuy dan pemberian informasi hukum, penyuluban
hukum, dan diseminasi bak asasi manusia;

g. Pelaksanaan kebijoken dan pembinsan teknis di bidang administrasi di
lingkungan kantor wilayah.

Dalam melaksanakan sebagian tugas-tugay fersebut di atas, Kantor
Wilayah Depantemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Basten dibaniv oleh unit-
umit pelaksana teknis vang berjumiah 15 (lima belas) satuan kerfa, vaitu
1) Lembaga Pemasyarakatan Klas | Pria Tangerang,

2} Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Pemuda Tangerang;
3} Lembagas Pemasyarakatan Klas TIA Wanita Tangerang;

4y lLembaga Pemasyarakatan Klas [[A Serang;

5) Lembaga Pemasyarakatan Klas [IA Anak Pria Tangerang;
6} Lembaga Pemasyarakatan Kias IIB Anak Wanita Tangerang;
7} Rumah Tahanan Negara Kias I Tangerang;

8) Rumah Tahanan Megara Klas 11B Serang;

9y Rumah Tahanas Negara Klas 1B Pandeglang;

19) Rumah Tahanan Negars Klag HHB Rangkasbitung;

11y Rusnah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Serang;

12} Balat Pemasyarakatan Serang;

13} Kantor Imigrasi Serang;

}4) Kantor Imigrasi Tangeeang;

15} Kantor kmigrasi Cilegon.

Kepala Kantor Wilayah, dalam melaksanskan tugasnya, dibantu oleh para
kepala divisi, para kepala bagian / kepala bidang, para kepala subbagian /7 kepala
subbidang, serta para kepala unit pelaksana teknis. Kepala Kantor Wilayah wajib
menerapkan pringip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kantor wilayah, antar
Instansi vertikal departemen serta unsur pemerintah dacrah,

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Hngkungan kantor wilayah

bertanggung  jawab dalam memimpin den mengkoordinasikan bawahansnys
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masing-nasing, memberikan bimbingan dan petunjuk serta wajib mengawasi

bawzhannya masing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan

bila tegadi penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu, setiap pimpinan satuan organisasi walib mengikuti dan

mematuhi petunjuk-petuniuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya,

4.3. SUSUNAN ORGANISAS!
Pada setiap propinsi, dibentuk 1 (satu} Kantor Wilayah Depurtemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sampai saat ini, jumiah kantor wilayah &

selurub Indonesia ada 33 (tiga pulub tiga). Masing-masing kantor wilayah terdini

dari 4 {empat) divisi, yaity ¢

a. Divisi Administrasi;

b. Divisi Pemasyarakatan;

¢. Divisi Keimigragian,

d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Gambar 4.1,
Struktur Organisast Kantor Wilayah

KANTORVELAYAH
(k13151
ROMINISTIAS
DRis1 Bras! s
PEMASYARAKATAN KEIMIGRASIAN PELAVANAN HUKERM & HAR

Sumber : Lamgirar Paratiran Manled Hokum dan HAM R Homar MO0LPROPAT Tahun 2005 tentang
Cryanisasi dan Tala kerja Kantor Wilayah Deparlemen Hukum dan HAMRI
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4.3.1. Divisi Adminisfrasi

Divisi Administeasi mempunyal tugas membanty Kepala Kantor Wilayah
dalam melaksanakan pembinzan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah
berdasarkan peraturan perumdsep-undangan yang berizke dan sesual dengan
kelsijakan vang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, dengan menyelenggarakan
fungsi
a} Koordinasi penvusunan pelaksanaan kebijakan feknis, rencana dan propram

serta faporan,

b) Peiaksanaan wrusan kevangan dan perlengkapan;
¢} Pengelolaan vrusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata nsaba dae rumah

tangga di lingkungan kantor wilaysh.

Divisi Administrasi terdiri dari Bagian Penyusunan Program dan Laporan,
dan Bagian Umum.
a. Bagian Penyusunan Program dan Laporan
Bagien Penyusunan Program dan Laporan mempunyal tugas melaksanakan
kegiatan di bidang penyusunan rencana dan program, pengolehan dats dan
penyajian informasi, hubungan masyarakat dan protokoler, serta gvaivasi dan
laporan di Enghungan kantor wilayah, dengas menyelengparakan fungsi ;
1} penyusunan rencana dan program di lngkungan kantor wilayah,
23 pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
4y evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan kantor
wilayah;

4} pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Bagian Penyusanan Program dan Laporan terdiri dari

a} Subbagian Penyusunan Program;
Mempuiyal tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan roncana
dan program, pengumpulan dan peogolahan data,

b) Subbagian Hubungan Masvarakat dan Laporan;
Mempunyal togas melakukan pemberisn informasi dan komunikasi kepada

masyarakat dan protokeler, serta penyiapan bahan evaluast dan laporan,
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pamantavan perkembangan program kegiatan-kegiatan di lingkungan kantor
wilayah,

b, Bagian Umun:
Bagian Umum mempunyai togas melakeanakan kegiatan di bidang wrusan
kepegawaian, fata usaba dan rumah langga, keuangan dan perfengkapan di
fingkungan kanior wilayah berdasarkan peraluran perundang-undangan yang
berlaky, dengan menyelenggarakan fungsi
1} pengelolaan vrusan kepepawaiang
2) pengelolaan wrosan tata usaha dan rumah tangga;

31 pelsksanaan urusae keuangan dan perlengkapan.

Bagian Umum terdirt dari :

a} Subbagian Kepegawaian dan Tate Usaha;
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah
fangga.

b} Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
Mempunyal tugas melakukan uwrusen keuangen dan perlengkapan di
Hingkungan kantor wilayah,

Sambar 4.2,
Strukfur Organisasi Divisi Adminisirasi

PRt
AOMMSTRAS!
i
i 1
BAGIAN FENYUSUNAN
PROGRAMOAN LAPDRAN BAGIAN UMUM
SUB RAGIAN SUS HAGIAN
PENYUSUNAN PROSRAM HEPEGAWAIAN & TATA LSAHA
SUB BAGIAN SUB BAGIAR
HUMAS DAN LAPORAN KEUANGEN & PERLENGRAPAN

Sumber : Lanpirgn Peraluwren Menlerd Hukum dan HAM RI Nomar M-01.PR.O7 10 Tehun 2005 fentang
Organisast dan Tata keda Kantor Wilsysh Departensn Hukum dan HAM R
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4.3.2, Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan menipunyai tugas membanty Kepals Kantor
Wilavah dalam melaksanazkan schagian fugas Kantor wilayah di bidang
pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Permnasyarakatan, dengan menyelenggarakan fungsi :
a) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan;
b} Peagkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan;

¢} Penpawasan dan pengendalian pelaksanaan feknis di bidang pemasyarakatan.

Divist Pemasyarakatan terdiri dari Bidang Keamanan dan Pembinaan, dan
Bidang Registrasi, Perawatan dan Bipa Khusus Narkotika,
4. Bidang Keamanan dan Pembinaan
Bidang Keamanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pembingan, pengevahiasian, pemaniauan di bidang keamanan dan ketertiban
sertp pembinaan scsual dengan perahuran perundang-umdangan yang berlaku,
dengan menyelengparaban funpgsi :
11 pembinaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban,
2} pengevaluasian di bidang keamanan dan ketertiban;
3) pemantauan di bidang keamanan dan keteriiban,
4) pembinaan dan pelaksanaan di bidang bimbingan kemasyarakatan, Jatihan
kerja dan produksi;
3) pengevalvasian di bidang bimbingan kemasyarakatan, jatihan kerjs dan
oroduksi;
6) pemantauan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan
produks],

Bidang Keamanan dan Pembinaan terdir} dari :

2) Subbidang Keamanan dan Ketertiban;
Mempunyai tugas imelakukan penyiapan bshan penyusunan peiaksanaan
kebijakan, pengevaluasian dan pemantauvan di bidang pengawasan dan

penpendalian, dan pembinaan teknis keamanan dan ketertiban,
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b} Subbidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi;
Mempunyal tupas melakukan penyigpan bahan penyusunan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevaluasian dan pemantauan di
bidang binbingan kemasyarakstan, latihan kerja daat produksi, pendidikan
tahanan serta warga binaan pemasyarakatan, pelatihan keterampilan keria,
praduksi dan pendayagunaan tenaga kerja bagi tahanan dan warga binaan

pemasyarakalan serta pengembangan kemitraaan dan pemasaran,

b. Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khuses Narkotika

Bidang Regisirasi, Perawalsn, dan Bina Khuses Narkotika mempunyal tugas

melaksanakan kegiatan pembinaan, pesgevaluasian dan pemantauan di bidang

registrasi, statistik, perawatan, dan pembinaan Khusus narkotika warga binaan

pemasyarakaten sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlakn,

dengan menyelenggarakan fungsi

1} pembinaan di bidang registrasi, statistik, perawatan, dan pembinaan khusus
narkotika;

2) pengevaluasizn di bidang registrasi, statistik, perawatan, dan pembinaan
khusus narkotika;

3} pemantsuan di bidang registrasi, statistik, perawatan, dan pembinaan

khosus narkotika,

Bidang Registrasi, Perawatan, dan Bina Khusug Narkotika terdiri déri -

a) Subbidang Registrasi dan Statistik;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, pengevaluasian dan pemantavan di bidang registrasi
dan statjstiic tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pengelolaan benda
sitaan negara dan barang rampasan negara,

b} Subbidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika.
Mempunyai tuges melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevaluasian dan pemantauan di
bidang pelayanan, penyuluhan, pendidikan tahanan dan warga binaan

pemasyarakatan serta pembinaan khusus narkotika.
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Gambar 4.3.
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Struktur Organigasi Divisi Pemasyarakatan

[Bas
PENABYARRMATAR

i

i

BIOAND KEAMANAN
DAH PEMBINAAN

[

SUB BIOANG KEAMANAN
DAN KETERTIBAN

BUG BIDANG BIMIEIAS,
LATA & PRODUKS

i

BIDANG REGISTRAR,
PERRWATAN § BINSUSTIK

!

BB BDANG REGISTRASE
[:AN STATIBTERA

SUB BIDANG PERAWATAN &
BINA KHUSUS NARKOTIKA -

Sumber : Lampiran Paraturan Mender Muliam Jan HAM RE Nomor: BM-05,PRGT.40 Tahun 2005 fentang
Orgonisasi dan Tats keds Kenlor Wilsyah Departernen Hukam dan HAMRI

4.3.3. Divisi Keimigrasian

Divisi Kebmigrasian mempunyal tugas membantu Kepala Kanior

Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas kanfor wilayah di  bidang

keimigrasian berdasackan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Imigrasi, dengan menyelenggarakan funpst:

a} Perencanaan, pelekeansan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional

di bidang keimiprasian;

by Pengaturan, bimbingan dag pengamanan teknis pelaksanaas tugas di bidang

lalu lintas keimigrasian, 1zin tinggal dan status keimigrasian;

¢} Pengaturan, bimbingan ¢an pengamanan teknis peiaksanaan tugas di bidang

penindakan kaimigrasian dan rumah detensi imigrasi;

d} Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang

sistem informasi keimigrasian,

¢} Pengaturan, bimbingan dan pengamanan tekois pelaksanaan tugas di bidang

intelijen keimigrasian dan temipat pemertksaan imigrasi,

Divisi Keimigrasian terdiri deri Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan

Status Keimigrasian, dan Bidang Inteliien, Penindakasn den Sistemn Informasi

Keimigrasian.
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a. Bidang Lalu Lintas, Jzio Tinggal dan Status Keimigrasian
Bidang Lalu Lintas, izin Tingga! dan Status Keimigrasian mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan i bidang lalu lintas dan fasilitas keimigrasian, izin
tinggal oreng asing dan status kewargsnegarsan sesual dongan peraturan
perundang-undangan vang berfakxu, dengan menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis
pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas kelmigrasian;
2) pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengatwran dan pengamanan teknis
pelaksanaan tugas di bidang izin tinggal orang esing dan  slatus

kewarganegaraan;

Bidang L.alu Lintas, Tzin Tisggal dan Status Keimigrasian terdin dari

a) Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian,
Mempunya:  tugas  melakukan  penyiapan  bahan - pemantauan,
pengevaluasian, pelavanan, dan pengawasan teknis pelaksansan tuges
keimtgrasian di bidanyg 1atu lintas keimigrasian.

b) Subbidang Izin Tinggal dan Statws Keimigrasian;
Mempunyai  tugas melakukan  penyiapan  bahan  pemantauan,
pengevaloasian, pelavanan, dao pengamanan ieknis pelaksanaan tugas
keitvigrasian di bidang izin tinggal crang asing dan status kewarganegaraan,

ls. Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informast Keimigrasian

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Tnformasi Keimigrasian mempunyal

tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelfien dan Tempat Pemeriksaan

Imigrasi, penindakan keimigrasian serfa sistem informasi kelmigrasian sesuai

dengan  peraturan  perupdang-undangan  yang  berleku,  dengan

menyelenggarakan fungsi:

1) pelsksanaan kebijakan, bimbingan, penpaturan dan pengamanan ieknis
pelaksanaan tugas di bideng intelijen dan fempat pemeriksaan Imigrasi,
penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;

2} pelaksanaan kebijskan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan feknis
pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.

. Universitas Indonesia

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana Ul, 2009



Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informast Keimigrasian terdiei davi

a} Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian,

b}

detensi imigrasi.

Subbidang Sistem Informasi Keimigrasian,

Gamber 4.4,

pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi kebmigrasian.

Struktur Orggnisasi Divisi Keimigrasian

A
RERBERASIAN

|

BIDANGLALLH ITAS, 12
TINGGAL & STATUSKIM

SUR BIDARE LALL LINTAS
KEMIGRARIGN

SUD BIDANG 2 TiGaAL
& STATUR RERZGRABIAN

i

SHOANG INTELJEN,
PEMIEAKAN & SISFGRaM

SUB BIDANG INTELLEN &
PENINDARAN RERMGRAZIAR

U BIDANG BISTEM
HFOFMAST KEIMIGRASIAN

55

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantavan, pengevaluasian
dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelilen

dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindaken keimigrasian dan rumah

Mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan pemaniauan, penpumpulan

data, pelayanan informasi, pengevalvasian, dan pengamanan  fekois

Sumbser : Lampitan Perakiran Mented Hukan don HAM BT Nomor 3401.PROTIG Tabur 2605 tendang

Organisasi dan Tala kerja Kardor Wilayah Departersen Hukur dan HAM R

4.3.4. Divisi Pelayanon Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fugos

merabantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas kantor

wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kopala Padan terkait. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pelayvanan Hukum dan Hak Asasi Magusia

menyelenggarakan fangsi :
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Pembinaan dan bunbingan teknis di bidang hukum;

Pengkoordinasien pelavanan teknis di bidang hulam;

Pelayanan administrasi hukum umuom dan jasa hukum lainnys;

Pelayanan penerimaan permohonan pendafiaran di bidang hek kekavaao
intelektusl;

Pelaksanaan ltigasi den sosizlisas? di bidang hak kekayaan intelekaly
Pelakeanaan pemenvhan, pemajuan, perhindungan, dan penghormatan hak
asasi manusia;

Pengembangan budaya hukum, pemberian informast hukum, penyuluhan
hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;

Pengkaordinasian program iegislasi dagrah;

Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukom,

Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum;

Divisi Pelayanan Hokum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari Bidang

Pelayanan Hokum, Bidang Hukum, dan Bidang HAM.

a.

Bidang Petayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyal tugas melaksanakan kegiatan di bidang

petayanan penerimasn permobonan pendafiaran, litigasi dan sosialisasi hak

kekayaan intelcktoal, penyulohen hulum, konsultasi dan bantuan hukem serta

pelayanan administeasi hukum umum dan jasa hukum lainnys, dengan

menyelenggaakan fungsi

1} pelaksanaan pelayanan penerimaan permochonan pendafasan hak kekayaan
intelekioal,

2} pelaksanaan pelayanas sdministrasi hukum umum dan jasa bukum lainnya;

3y pelaksansan ponyoluhan hukum, konsaltasi hukum dan bantuan hukum ;

43} pelaksansan litigasi dan sosialisast hak kekayaan intelektval,

Bidang Pelayanan Hukum terdin dard :
a) Subbidang Pelayunan Hukam Umum;
Mempunyal  tugas melakukan pelayanan penerimaan  permohonan

pendaftaran hak kekayaan intelekival, permchonan pendaftaran fidusia,
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penyiapan usulan pengangkatan, penindakan, dan pemberhentian penyidik
pegawai negeri sipil (PPNS), pengawasan notaris yang ada di wilayahnya,
urusan Kewarganegaraan, pemanisuan pelaksanaan tugas Balai Harta
Peninggalan (BHP), pemardssan pelanggaran hukom di bidang hak
kekayaan intefekinal dan pengambilan berkas sidik jari.
b) Subbidang Penyuluhan das Banivan Hukum;

Mempunysi tugas ineiakukan pembinaan, pembimbingan, dan koordinasi
serta kerjssama di bidang penyuluhan bukum, evaluasi dan pemantauan,

pemberian bantuay hukum dan konsuitasi bukum.

. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai lugss melaksanakan kegiatan di bidang penyiafﬁan
bahan perencanaan hukum, pengembangan hukum, dan pembinaan jaringan
dokumentasi dan infurmasi hukum seria pengkoordinasian program legislasi
daerah sesuai denpan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
menyelengzarakan fungsi

1} penylapan bahan perencanaan hukam dan pengembangan huku;

2} pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informast hukum;

3) pengkoordinasian program legislasi deerah.

Bidang Hukum ferdiri dari

aj Subbidang Pengembangan Hukumy
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusupan rencana dan
program penelitian dan pengkajian hukum, analisa seria evaluasi peraturan
perundang-undangan dasrah, peagkoordinasian program legislasi daerah,
serta peta permasalahan bukom di dacrab.

b} Subbidang Jaringan Dokumentasi das Informasi Hukom;
Mempunyal {ugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama,
koordinas:, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan
pemerintah propinsi selaku pusat jaringan di docrab, lembaga resmi serta

masyarakal, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan
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serta pengelolaan perpustakaan hukum sesual dengan peraturan perundang-

undangan yang barlaku,

¢. Bidang Hak Asesi Manusia
Bidang Hak Asasi Manusia mempunyal tugas melaksanakan kegiatan di bidang
" penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana

dan progranm, pengkoordinasian dengan instansi terkall, pemantauan dan

evaluasi pelsksanaan HAM sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaky, dengan menyelengparakan fungsi:

13 pelaksanaan penylapan penyusunan rencana dan program di bidang
pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi marnusia;

2} pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan, pemaiuan, perlindungan dan
penghormatan hak asasi manusia;

3) penyolenggaraan diseminasi hak asasi manusia;

4} pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Maousiz;

5y pelaksanaan evaluasi dan permantavan,

Bidang Hak Asasi Manusia terdisi dast :

a) Subbidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia;
Mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan
kebitakan teknis, pomantausn dan evaluasi di bidang pemenuhan, pemajuan,
perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan perataran
perundang-undangan yang berlaku.

by Subbidang Diseminasi Hak Asasi Manusia;
Mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan
kebijekan teknis, penyusunan rencanz dan program di bidang pemenuhan,
pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi mianusia serta
pengkoordinasian kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan

instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Struktur Qrganisasi Divisi Pelayanan Hukum & HAY

Gambar 4.5,

39

BARSLPELATANAN
HURLUM DAN HARM
SIDANG SOARG BIDANG
FEUAYANAN HUKL# L HAK
.
$UB BIDAHG PELAYANAH SUS BIDANG LB BIDANG PERLINDUNGAR
HUKEBA UM PENGEMBANGAR HUKUS 34N PEMEMUIHAK MAK
3L BIDANG S BRANG JARINGAN 5B BERANG
PENYULLIHAN & BANKUR DIOWIRIENTASE & INFOKI BISEMINAS HAR

Sumber : Lamphan Peraturan Mented Hukum dan HAM Ri Momor: MGLPR.A7 10 Tahun 2506 ienteng

Organisasi dan Tata keds Kantor Wilaysh Dapariemen Bukern dap HAMRI

4.4, RENCANA STRATEGIS
Visi dan Misi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Banmten 2004-2009 adalah sehagai berikut

Visi:

*Terwifudnya pelayanan prima &i bidang hukum dam hak asasi manusia pada

tahun 20107,

Misi =

a. Peningkatan tertib admigistrasi di Hogkungan Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asas] Manusiz Banten;

h. Peningkatan kompetensi aparatur hukum dan hak asast manusia di lingiungan
Kantor Wilaysh Departemen Hokum dan Hak Asasi Manusia Banten;

¢. Peningkatan pelayanan di bidang administrasi jasa hukum, keimigrasian dan

pemasyarakaian di Wilayah Banten;

d. Peninpkatan penyuluhan hokum dan sosialisasi produk hukum, bantuan

hukum dan pengembangan hukum di Wilayah Banten,
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¢. Peningkatan periindungan, pomajuan dan pemenvhan hak asasi manusia i
Wilayah Banten.

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2009
Nomor: 0038.0/013-01.2/X/2009 tanggal 31 Desember 2008, Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan dalam beberapa program, vailu :

By Program Penerapan Xepemerintahan Yang Baik;

2y Progran: Pembentukan Hokum;

3y Program Peninpkatan Kesadaran Hokum dan HAM;

4} Program Peningkatan Pelayanan dun Bantwan Hukue

5} Program Peningkatan RKingria Lombaga Peradilan dan Lembaga Ponegak
Hukum Lainova,

6) Program Pencgakan Hukum dan HAM;

7} Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum.

Dokumen Dafiar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Meanusia Banten melipnti pembisyaan
kegiatan-kegiatan Jdari serua unit satuas kerja vang berada di lingkongan Kantor

Wilayah Departernen Hukurn dan Hak Asasi Manusia Banten.

4.5. KONDISI PEGAWAL

Unfuk mendukusg tercapainya visi, mist, scria tugas pokok dan fungsinya,
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiz Banten seperti
halnya dengan organisasi-organisasi lainnya, akan sangat bergantung kepada
dukungan sumber dava manusianya. Berdasarkan data pegawal pada Sub Bagian
Kepegawaian dant Tata Usaba sampai dengan Bulan Nopember 2009, jumiah
pegawal yang ada pada Kantor Wilayah Departemer Hukum dan Hak Asasi
Manusia Banten adalah 88 (delapan pulub delapan} orang.

Keadaan pegawal Kantor Wilayah Departemen Huokum dan Hak Asas
Manusia Banten berdasarkan pengelompokkan pangkat / golongan adalah sebagal
berikut !
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Tabal 4.1

Keadaan Pegawal Kanwil Banten
Berdasarkan (olongan dan Jenis Kelamin

Golongan Jenis Kelamin Jumlah
L P
Y g 3 12
iil 3 18 47
I 17 12 22
| o . £
Jumiah Totat 88

Sumber : Dot Fegawsi Kanior Wilayah Deparfemen Hulaim dan HAM Banden, Nopember 2008

Gambar 4.2,
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat { Golongan

e
; B W

il
53%

Sumbser : Dafa Pegueai Kantor Wilayah Banlen {diotzh kembal)
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Sedangkan keadaan data pegawai yang dikelompokkan berdasarkan jenis
pendidikan dari SUTA hingga $2, rinciannya adalab sebagai benkut:

Tabal 4.2,

Keadaan Pegawai Kanwil Banten
Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan Jenis Katamin Jumiah
L P

$3 - - .
82 10 2 12
3 28 18 43
Gl 1 1 2
SLTA 18 13 H
Jumlah Tolal a8

Sumber : Data Pogowai Kantor Witayeh Depavtemen Hulaum dan HAM Banlon, Nopember 2009

Gambar 4.7,
Keattasn Pagawai Berdasarkan Tingkat Penstidikan

Sumber  Dala Pegawsi Kantor Wilayah Banfen {dialab kenibal)
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BABS
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab inr akan membahas mengenal analisis kegiatan pengelolaan
anggaran pads Kantor Wilgyah Departermen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Banten ditinjan davi aspek perencanaan dan aspek pengendalisn manajemen, seris

strategi untuk pengelolaan anggaran tersebut.

51. PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM BANTEN

Tugas mengenai pengelolaan anggaran pada kantor wilayah, tefabh diatur
dalam Peraturan Menter: Hukom dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M-01.PR.0O7.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada
kantor wilayah, fugas pelaksapnaan anggaran dilzksanakan oleh Subbagian
Keuangan dao Perlengkapan, sedangkan untuk penyusunan dan  pelaporan
anggaran <ilaksanakan bersama oleh Sub Bagian Penyusunan Program dan

Subbagian Keuvangan dan Perlengkapan.

5.1.1. Penyusunan Angparan

Dalam penyusunan anggaran, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Banten selain menyusun anggaran untuk kantor wilayah, jugs
bertugas untuk melakukan koordinasi administrasi dan menghimpun usolan anggaran
dari seluruh satuan kerja seperti lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara,
rumah penyimpanan bends sitaan negara, balal pemasyarakatan, dan kantor
imigrasi di Hogkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Banten. Penyusupan anggaran pada kantor wilayah seharusnya
melibatkan :
a. Kepala Kantor WHayah, selaku pengawas,
b. Kepala Divisi Administrasi, selaku koordinator.
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¢. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Kepala Bagian Umum,
Kepala Sub Baglan Penyusuntan Program, Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapas, selakyu para penelanh.

d. Staflterkait, sebagai pelaksana

Penyusunan anggaran yang berjaian seat int bersifat botform-up, Para unit
pelaksana teknis menyampaikan usulannya ke Kantor wilayah, yang sclanjutnya
oleh kantor wilayah dihimpun dan diteliti ustok kemudian disampaikan ke Biro

Perencanaan Departemen Hokoem dan Hak Asasi Manusia RI selaku unit eselon L

Inforsman duri kantor wilayah menyatakan ;

“Pada awal tahun anggaran berjalfan, kantor wilavah melakukon
pernintaan data wmelipulf progrom kerja, remcana kegigian, usulan
belanja dan dala pendukung laimnya kepada sehuruh satuan kerjo di
bavwahnya, Data yang terkumpid kemudian dikimpun don diteraskan
ke eselon 1, dalam hal ini Birg Perencanaan Depariemen Hukum don
HAM™.

Data-data usulan anggaran dari seluruh satuan kerja oleh kantor wikayah
dibimpun di Sub Bagian Penyusunan Program. Data usufan dari masing-masing
satuan kerja tersebut kemudian digabungkan ke dalam bentsk kertas kerja rincian
kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL). Kemudian disampaikan
oleh kantor wilayah ke Biro Perencansan Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia R

Pada tingkat satuan Kerja, separti yang disampaikan oleh informan dari
Lembaga Pemasyarakatan Serang, usulan anggaran disusun borsamawsama oleh :
13 Kepala Kantor (Kalapas);

2} Kasubag TU;
3) Kaur Kepegawaian dan Keuangan;
4} Bendaharawan,

Informan dari Rupbasan Serang menyaiakan :

"D dalam penyusunan enggaron, 4 Rupbasan biasanya Lita rapat.
Kuase Pengguna Anggovan, Penondatengan SPM, bendohara,
iemasuk staf pergelola keuangan. Rapat intern tersebut membuahas
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apg saja yong merjodi kebutuhan di tahun anggoran mendatang,
dengan mengacu pada kegicton dan anggaran yang ada pada DIPA
tahun berjalan”™,

Usulan rincian kegiatan dan anggaran yang disusun, mengacu pada Daftar
Izian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran sebelumnya atan DIPA tahun
berjalan. Secara rincd, informan dari Kantor wilayah menyebutkan bahwa bahan-
bahan atay dokumen sumber penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:
i} DIPA tahun sebelumnya
2} DIPA tahun berjalan
3} SPM dan SP2D gaji bulan April tahun berjalan
4) Rekeping tertinggl dari langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air) tahun

berjalan -

5} Usulan anggaran dari masing-masing divisi/bidang, termasuk Zerm of

reference (TOR) dan rincian anggaran biaya (RAB)

Selain dokumen sumbér di atas, ada beberapa dokumen lain yang juga hisa
meniadi dasar penyusunan anggaran, vaity
1} Daftar Urutan Kepangkatan (OUK) / Bezeiting pegawai
2} Fotokopi STNK kendaraan dinas
3) Data aset atau inventaris kantor berupa Laporan barang milik negars atau
laporan tabunan inventaris
4} Kerias kerja RKA-KL, termasuk arsip data kKomputernya

Dari dokumen sumber tersebut di atas, unfuk mengukur kebutuhan unit
peisksana teknis mengacu pada data TOR dan RAB. Acuan tersehut digunakan
untuk mengestimast biayas keplatan dan pengadaan yang diusulkan untuk whun
anggaran vang skan datang. Kemudian, dokumen LBMN, LTI, dan folokopi
STNK, digunakan sebapal scuan perawatan asef. Sedangkan fotokopi rekening
pembayaran daya dan Jasa (biasariya tagihan yang tertinggi dalam tahun berjalan),
digunmkan untok acuan penunjang operasional kantor.

Dokumen DIPA tshun sebelumnya dan DIPA tahun berjalan digunakan

sehagal acuan mengenai Kegintan atau kebutuhan yang akan diusuikan pada tahun
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anggaran yang akan datang. Sepesti vang dikemukakan oleh informan dart Kantor
Imigrasi Serang :

DiP4 tahun sebelumrya kit jodikan acuan. Kita evaluasi dori
tahun sebelumnya.. yang dibutubkan kurang lebibnyo kiter sesuoifon
tengan kebutihen.”

Informan dari Lembaga Pemasyarakatan Serang menyebutkan -

“Angparan tanun sebelummya dijadikan acuan wituk ke depan, wnrek
melengkapi.  Sexiranya  ada  kebutuhon yang  kwrang  milai
angparapnya, afau kegiotan vang di tabwn i tidoke oda, wilk
dinsidkan di tahun depan”

Dalam penyusunan anggaran belania, penulis mengamati baliwa ada tiga
jenis belanjs yang dibutuhkan. Jenis belanja tersebut adaloh belania pegawai,
belanja barang, serta belania modal.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa koordinasi para pihak vang
teritbat dalam penyosunan anggaran sudah cukup baik. Termasuk kompetensi
pihak~-pihak vang terlibat dalam penyusunan anggarar terscbut, dirasa oleh para
informan juga sudab cukup baik, ‘

Untuk pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab pimpinan dalam
penyusunan anggaran, para informan menyatakan bahwa para pimpinan di unit
masing-masing cukup berperan dan ikut terlibat. Beberapa informan jugs
menyebutkan bahwa para pimpinan rut mengoreksi konsep usulan yang akan
diajukan, dan melakukan perubahag atas ueaian kegiatan vang diusulkan,

Berdassrkan pengamatan penulis, polaksanaan pemvusunan anggaran di
Indonesia menganut sistem penyusunan anggaran campuran, «f mana pemoriatah
dalam hal ini Departemen Keuangan menetapkan pagu giobal kepada kementeriun
atau lembaga (fop-down approach). Kementerian atay lembaga kemudian
meminta data usulan anggaran kepada satwan kerja tingkat wilayal, termasuk
satusn kerja di bawahnya untuk disampaikan kepada kementerian atau lembaga
tersebut (bottorz-up approach).

Namun, kendala utama yang dihadapi kantor wilayah dalam penyusunan
anggaran adalab masih  adanya unit pelaksana  toknis  yang  terlambat

menyampaikan konsep usulan atap bahkan tidak menyampaikan sama sekali,
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informan dari kantor wilayah menyebutkan :

“Musih ada sather yang didak memenwhi  permintonn usulan
anggaran sampal batas wakiv yeng telah disentukan. ™

Labit langut, informan dari kantor wilayah menjelaskan bahwa bila terjadi
kondist seperti By, guna memenuhi larget penyampaian usplan kepada Biro
Perencanaan Departenten Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri, kantor wilaysh
akan membuatkan wsulan anggaran dart satuan kerja tersebut dengan mengacu
pada anggaran tahun berjalan dengan perkiraan penambahan nilai anggaran,
Namun hal ind, tetap sala beresiko adanya ketidaksesuaian kebutuhar sebenarnya
atau yang menjadi prioritas dagd satuan kerja bersangkutan.

Secara umum, baik kantor wilayah macpun para unit pelaksana isknis
mengeluhkan masih adanys ketidakscsualan kegiafan vang diusulkan dengan
kegialan vang muncul dalam DIPA, Mengenal kelidaksesualan nominal anggaran
yang diterima dalam DIPA, para unit satuan kerja dan kantor wilayah masih dapat
memaklomi. Seperti vang disampaikan salghsan informan, “namanye ustdon,
behun tenty nilainya disetuind semnd”,

Selsin #u, kendsla waktu vang mendesak mengepal permintaan datz
tertents terkail penvusonan anpparen oleh biro perencanaan kepada kantor
wilayah dirasa penuolis mengakibatkan penyampaian data tidak optimal, karena
terburu~bury, masih ada beberapa satuan kerja yang belum menyampaikannya ke
kantor wilayah sesual waktu yang diminta oleh pihak biro perencanaan. Saat
dikonfirmasikan kepada biro perencanaan, staf yang ménangani menjelaskan
bahwa -mereka juga ferbura-buru karena adanya perubahan peraturan, kebijakan,
aplikasi, dan scbagainya dari pihak Direktorat Jenderal Anggaran Departemen
Keuvangan,

Ketidaklengkapan data dukung uniuk usulan anggaran tersebut turut Jugs
memberi andil terhadap muncolnya anggaran yang dibintang / diblokir oleh pibak
Direktorat  fenderal Anggaran Departemen Kewangan, Saat dikonformasi,
pemblokiran boberapa anggaran terssbut dischbabkan tidak diseriainya data
dukung seperti TOR dan RAB.

Kendala bary vang dihadapi oleh para unit pelaksana teknis di bawah
kamtor wilayah adalah proses pencloahan konsep DIPA tehun anggaran 2010
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dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten,
Pada tahun-tahun sebelumnya, pihak kantor wilayah yang melakukan penefaahan
konsep DIPA berdasarkan surat rincian alokasi anggaran (SRAA) vang diterima,
Narmun mulal tahun anggaran 2010, dengan %wzzsep satu DIPA untuk satu satoan
kerja, maka proses pengajuan konsep DIPA dan penclashannya merupakan
kewenangan dan kewajiban masing-masing satuan kerja.

Minimaya pengelahuan dan kesiapan dari para unit petaksana teknis atas
perubahan aplikasi; serte terbatasnya renang waktu seiak diterimanya SRAA
dengan penelaahan yvang benya satu hari, berdampak terhadap lerlambatnys

proses peneiaahan DIPA ftu sendiri.

5.1.2. Pelaksanaan Anggaran

Seteish dokumen dafiar isian pelaksanaan angparan (DIPA) disahkan
pihak Departemen Kevangan dalam hal ini oleh Kantor Wilayah Dircktorst
. Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Kantor Wilaysh Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Banten mulai merencanakan pelaksanaan kegiatan.
Namun dalam prekickaya, ferkadang asulan angparan yang diajukan tidak sesual
dengan yang erters dalam DIPAL

Dalam DIPA terkedang anggaran vang ada nilabiya jauh lebth kecil dari
yang diusutkan, ada kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan, bahkan ada
beberapa mata angparan kegiatan vang sifiinya bakua / tetap tidak muncul, Hal ini
dirasakan oleh salahsaty unit pelaksana teknis di Kota Tangerang terkait tidak
tersedianya anggaran untuk pemeliharaan kendaraan, insentif jaga malam, dan
sglerusnya.

Beberapa satuan kerja tetap melaksanakan kegiatan yang ada dalam DIPA,
namun tidak sedikit yang mengajukan revist alas uraian Kepiaten yang tidak
sesual tersebut, Besual dengan apa vang disebutkan oiéh pars informan dari
beberapa unit pefaksana tekais :

“Jika terjadi ketiduksesuaian atas kegiatan yang sifatnya rendesak,
kari ajukan revisi kepada pihak Kanwil DJPB melalui kanior
wilgyah kami”
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Pengajuan revisi yang disampaikan oleh satuan kerja, aken diproses oleh
Kantor Wilayah Departemen Huokum dan Hak Asasi Manusia Banten. Oleh pihak
kentor wilayah, pengajuan revisi tersebut kemudian diajukan dan dikonsultasikan
kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharagn Propinsi Banten, atau
Biro Kevangan Departemnen Hukum dar Hak Asasi Manusia, maupun sampai
tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
WMengenal proses pelakisansan angparan pada Kantor wilayab, beberaps
pihak intern yang terkait menurut informan dari kantor wilayah adalah sebapai
barikut
1) Kunsa Pengguna Anggaran, selaku penanggungiawab penggimaan anggaran;
23 Pejabat Penguji SPP dan Penandarangan SPM, yang bertugas menguji setiap
pengajuan permintaan pembayaran sehingga layak votuk diketuarkan 8PM;

3} Bendahara Pengeluaran, yang berfugas mengelola penggunsan anggaran dan
melakukan pertanggongiawaban adminisieasi pengelusran angeann;

4) Pemegeng Uang Muka, merupskan pembantu Bendahama }’ezzgﬁiaarar{ dalam
hal pengelolaan anggaran unfuk masing-masing program.

5} Bendahara Penerima, vang bertindak sebagai pengelola penerimaan negara
untuk dibukukan dan disctorkan kepada Kas Negara.

Sedangkan pihak clkstern yang terkait déngan proses pelaksanaan anggaran
adaleh KFPN (kantor pelavanan perbendaharsan negara). KPPN merupakan
Ruasa Bendahara Umnin Negara, vang depal menerima atau menclak sctiap
permintaan pencairan dana.

Secara gatis besar 2da dua mekanisme pencairan dana, yaitu sistem uang
muks dan sistem langsung, Sistem vang muka terdiri dari dua jenis SPM (surat
perinfah membayar), yaitn SPM Uang Persedizan (UP) / Tambahan Uszng
Persediaan (TUP), dan SPM Penggensan Uang Persediaan (GU). Sedangkan
sistern fangsung menggunakan SPM Langsung {LS).
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Tnforman dari kentor wilayah menjelaskan mekagisme pencairan dana

DIPA sebagai berikut:
a} Pencairan Sistem Uang Muka {1IM)

b)

Pelaksana kegiatan mengajukan rencana kegiatan ke pemegang uvang
muka atau bendahara pengeluaran. Melehui persetujuan Kuasa Pengguna
Angparan, pengaiuan wang muka tersebut dapat dicairkan oleh bendshara
pengeluaran,

Dalam kurun waktu kurang dari sebolan, pelaksana kegiatan harus
menyanpaikan perlanggungiawaban kegiatan ke pemegang uang muka atsu
bendahara pengeluaras. Bendahara pengeluaran kemudian  miengaiukan
pertanggungjawaban tersebut kepada KPPN. Kompopen-komponen dalam
pencairan sistern vang muka adalah

« -Nota dinas

e Kwitansi perfanggongiawaban, yang nilainya di bawah 3 juia rupiah
"« Surat permintaan pembayaran (SPP)

« 3Surat perintah membayar (88M)

s Surat pernyataan fangpung iawab belania (SPTB)

»  Surat setoran pajak (S8FP)

Pencairan Sistem Langsong (LS)

Pelaksana kegiatan  atan  pihak  ketiga menpajukan  pesmintaan
pembayaran ke pemegang uang muka atau bendahara pengeluaran. Dengan
persetujuan Kuasa Pengeuna Anggaran, permintsan pembayaran diajukan
KPPN.

Satelah SP2I kelvar dart KPPN, perabayaran dapst lungsung diterima
pihak ketiga tanpa melalul bendahara (ditransfer langsung oleh KPPN ke
rekening pihak keﬁga}. Komponen-komponen dalam  pencairan  sistem
langsung adalah

# Ringkasan kontrak
»  Kwitansi pembayaran
s Kontrak kerja (SPK)

» Berita acara serah terima barang
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+  Fakiur pajak

» Surat permintaon pembayaran (SPP)
s Surat perintah membayar {$PM)

» Sural setoran patak (5815

Sebelum  haban-baban  fersebut diajukan kepada KPA, bendshars
pengeluaran akan inemerikss kescsuaian kode mata angparan kegiatan yang
digunakan termasok memeriksa nilai pagu angparan, realisas: sampai saat ini, dan
sisa pagu yang masth ada. Informan dari kanfor wilayvah menjelaskan proses
pencairan dana sebagal berikul:

» Pemegang vang muka membuat SPP, lalu diperiksa oleh bendahara
pengeluaran;

¢ Jika SFP disetojul, maka akan dibuatkan SPM;

» Pejabat Penguji 8PP dan Penandatangan SPM akan mengoreksi SPM yang
diaiukan oleh bendahara pengeluaran;

»  SPM yang sudah ditandatangani, diserabkan kepada KPPN untuk diperiksa,

»  KPPN akan memeriksa SPM dan kelengkapan berkas yang diajukan, KPPN
vang akan memutuskan SPM tersebut disetujei atau tidak untuk diterbitican
SP2D, guna pencairan ke bank,

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut masih menemni beberapa kendala.
Informan dari kantor wilayah juga menyebwtkan bahwa ;

Vsalabisatn perinaselahan yang dibadapt tentang percairan dana,
terkait dengom kovitansi pertonggungiowaban®.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003, pertanggungiawaban dengan lowitansi maksimum sampai dengan 5 juta
rupial.  Hal tersebut  berientangan dengan Peraturan Dirskdur  Jenderal
Perbendaharann  Nomor Per66/PB/2005  tentang  mekanisme pelaksanaan
pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belania negara, di mana XPPN
mempedomant bahwe pertanggungiawaban dengan kwitansi adalah sampal
dengan 10 (sepuluh) juta mpia?z_, Lebih lanjut informan dari kantor wilayah

menyatekam
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“hendaknye  peraturan  jersebut dapat disesuaikan  agar  bisa
dipedomani”.

Aspek pengendalian menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan
dalam pelaksansan anggaran. Salahsatu kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan
anggaran bisa melalui pengawasan. Kegiatan pengawasan fru sendivi medibatkan
bendahara, kepala sub bagian keuangan / kepala urusan keuangan (pada UPT),
kepala bagian umum / kasubag TU {pada UPT}, kepala divisi adminisirasi, sampai
kepada kepala kantor selaku kuasa pengguna anggaran.

Fakia di lapangan didapat bahwa ada kegiatan penpendalian dalam
pelaksanaan anggaran vang lidak berjalan semestinya. Berdasarkan keterangan
informan dari salah satu unit pemasyarakatan, discbutkan bahwa:

“ini vang kami hadapi saof ini. Peran dari Keur Kepegowaian dan
Kenangon tidak berjaian, karena Hdek diberi kewenangan. fHama
diberi kesemipatan uniuk mengusuitan anggaran sgja”,

Informan tersebut menuturkan bahwa unfuk pelaksanaan anggaran dia
samasekali tidak fahu menzhuy dan tidak terlibat, karepa yang bekerja hanya
bendahara dan dilaporkan langsung ke pimpinan. Sumber lain mengemukakan
bahwa beberapa satuan keriz unil pomasyarakatan masth menganut psham

pelaksanaan anggaran yang tidak frensparan sepesit inn

$.1.3. Pelaporan Auggaran
Setiap satusn kerja, termasuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusiz Banten, mempunyai kewajiban untvk menyajikan laporan
keuangan melani aplikasi sistem akontanst kevangan (SAK) yvang meliputi
a) Neraca
t) Laporan realigasi anggaran belanja
¢} Laporan realisasi pengembalian belanja
dy Laporan realisast pendapatan
&) Laporan realisasi pengembalian pendapatan,

Laporan kewangan terscbut sctiap bulannya disusun dan  wajib

dirckonsiliasikan  dengan Seksi Verifikasi  Akuntanst KPPN  setempat.
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Rekonsiliasi in bertujuan untuk mencocokkan dats belanja dan penerintaan yang
tercatat di KPPN dengan data belanja dan penerimaan yang dicatat oleh satuan
keria,

Jika hasil rekonsiliasi data antara satvan kerja dan KPPN dinyatakan sama
/ sesuai, maka akan diterbitkan berita acar rekonsiliasi. Berita acara inilah yang
kemndian beserta arsip data komputemya (backup date dan file kirim) diserabkan
olch moaging-masing satsan kerja kepada unit wilayah, Dalam hal ini kantor
wilayah sebagal satoan kerja / unit akuntansi kuasa pengguna anggaran ((JAKPA)
jugs menyampaikan datanya kepada kantor wilayah schagai unit wilayah / unit
akuntansi pembanile pengguna anggaran wilayah (UAPPA- W},

Data Iaporan keuangan dengan aplikasi SAK dari masing-masing satuan
kerio yang dibimpun di Ranter wilaysh, akan divekonsifiasikan fingkat wilayah
setiap triwulannya dengan Bidang Akentansi dan Laporan pada Kantor Wilayah
Direktorat Jonderal Perbendaharaan Propinsi Banten. Bila hasil rekonsiliasi
tingkat wilayah tersebut dinvatakan sama / sesvai, maka akan diterbitkan Berita
Acara Rekongsiliasi. Berita acara rekonsiliasi tingkat wilayah beserta arsip data
komputernya {(backup data dan file kirim}) disampaikan kepada Biro Keuangan
Departetien Hukuwm dan Hak Asasi Manusia selaku poit akuntansi pembantu
pengguna anggaran - eseion 1 (UAPFALEL},

Kesesuaian data merupakan fujuan rekonsiliasi, Laik itu sejak tingkat
UAKPA sampai tingkat UAPA di pusat. Rekonsiliasi dilakukan sebazai
pembanding ketepatan input data sehingga diharapkas data yang dihasitkan dalam
faporan keuangan lebih akurat

Kantor Wilayah Departémen Hokom dan Hak Agasi Manusia Banten pada
tahun 2009 ini mendapatkan predikat terbaik pertama dari Biro Kevangan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penyajian laporan
keuangan dengan sistem aXuntanst kevengan, Namun, it semua tidak lepas dari
kendaia yang dihadapi. Sebagai contoh, masth adanya unit pelaksana teknis vang
belum meayampaikan laporan kevangan hasil rekonsiliasi dengan KPPN secars
tepat waktu. Hal tersebut seperti disampaikan oleh salah seorang informan dard
kantor wilayah bahwa:

"Kadang-kadang ada  satkey  yarg  masih sering  terlambat
wenvempaikan laperan, Untuk ity kamd telopon unink meugirim
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langswung arsip dota kemputernya ke kamvil, berfkut fotokopt berita
acara rekon davi lampiran latnnya”.

5.2. ANALISIS DATA

Berdasarkan langkah-langkah dalam proses analis data untuk penefitian
data kualitatif, penulis telah melakukan (3) wawancara dengan informan; (b) hasil
wawancara vang didapat, kemedian difranskrp ke dalam  bentuk tulisan
(verbatingy; {¢} membuat koding dan mencatat kata-kata kunci yang muncui dari
transkrip data tersebut,

Setelah {ahapan membuat koding dan mendapatkan katz-kata kunci,
penulis  kenmdian  memilih  kata-kata kenci  tersebut  untuk  dilakukan

pengelompokan data, Data vang berhubungan akan disatukan, dan data yang tidak

berhubungan tidak dimasukkan agar memudahkan dalam mengolahoya.

1. | Rapat penyusunan anggaran + Diasanya kami di kanlor mengadakan
rapat intem

« hal-ha! apa safa yang nanti diluangkaa

datam DiPA 1, kita bahas datam rapat

infem iy

saya ngoa leraly tedibat

Kain rapat khusis migh. . jamng

Temgantung pimpinan-pimpinan di 2lasaya

Kalo bisa mah.. da rapat khusus secara

keselirihan urtuk inventarisir kebulihan

- » % 8

2. | Peran dan fanggung jawab pimpinan * pimpinan cukup berperan

dalam pengek!san anggaran * tukup bemperan

pimpinan mengorekst apa sudsh cocok,

apg ada yang kurang

bagus. ..

baranggung jawed

terganiung pimpinannya

kapala juga mengawasi

respon pimpiran terhadap penyajian

taporan haik

« pirnpinan £ sini juga menguasat tenlang
laporan SAKPA & SIMAK-BMN

# Kakitu tergantung pimpinannya...
beliau fkuf mengoreksi

L

F S B 4 »
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Ciasar peayusinan snggama

-
»

dekumen DIPA

kebutuhan yang Kits vsukean $u bonar
benar kila pikirkan

fidak lepas dar bendgharawan
evaluasi dani lahun sebelurminya

« kita sesuaikan dengan kebutuban

dasarnya DIPA... tahun ialu dan yang
sedang berjatan
biasanya kita lihat DIPA tahug beralan

Koordinasi dengan pihak lerkait
fintem & eksfern}

usutkan ke kamwl uniuk rencana
anggaran

koordinasinya vang kurang jslan
hampir semus teribat

berkoordinasi dangan PPL

dilibalkan juga... biasanya ity unluk
usulan anggaran dari masing-masing
divisilbidang

Kendala dalam pényusunan angyaran

« menyusun konsep DIPA, va saya sendin

koordinasinya yang kurang jalan
masih fsrganiung pads orans-orang
terdenty yong bisea menangen
faidor SDM mempenganuld

peru dari pihak kamwil it menitau
penyusunan anggaran di sin i Gdak
lepas dari bendaharawan

masih lergantung pada orang-orang

tertentu yang blasa mensngani pekerjaan
kita kerepotan jugs memenuhi kalae data

dari UPT belum ada

ada salker yang tidak memenuhi
pennintaan usulan anggaran

wakdu minta data. . minfanya har inl
hamis dikirim, alzy paling lambat hesok
4k

Saran untuk penyusunan anggaran

penu ada rapat khusus secara

keseluruhan untuk inventasisic kebutuhan

agar lebih tepat sasaran,

s pembahasan feripbih dehulu di ingkal

« sosialisasi alas apikasi vang selalu bary
kadang kita ifu kurang dopal pengarghan

wilzvah

vang islas dard pusst
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Mo

- ., Rincien isi Kelegori

T eE
ek L

LS

J

Pedu Jingkatkan koordinast antar pihak-
pihak terkad... balk ity kepada satker ke
kita, maupun kita dengsn pusat

pery aila pembensghan slas munculnya
kelidakeasunian mata angleran yang
unmn

Kendala dalam pelgksanaan anggaran

L R DR I

saya kerepotan sendin, tidak ada yang
mermbaniu

sarmpat saal inl, kami tidak dibed
kewsnangan

bendatara idak hanya mengurusi
perrvintaan dan pembayaran ssja

sainua giaksanakan oleh bendshars,
sampai dengan belanja barangoya secara
fisik.

mest heranya ke bendahars agar dapal
fincian detiloya

anggaran yang aga lidak sesuai dengan
keinginan

kegiatan yang dibufiuikan lidak ada, yang
fidak dibutubkan matah ada
Ketidaksesusian akun dan kegiatan,
harus dirgvisi

Kaio bisz sih semua usulsn dapat
direalisasikan Kalo penggolongan akun
fiddak sesuai

Sehanisnya punys fungst masing-masing
pemegang vang muka masih suka salah
usinya el berapa, yang turen berapa
anggarzan kila untuk tahun degan banyak
yanq dibintang, termasek bebarapa satker
Banyak salker yanyg anggarannya jauh
isbih kecil dari yang divsulkan

apa yang kita usuikan, temyata urunnya
berbeda

ada jupa kegiatan yang fidak sesus!
dengan usulan

beberapa mata anggaran kegiatan yang
sifatnya bakuy, tidak riuncul..

kerdzia saat Inl, masth semilar revist
anggaran

kelidakcocokan kebuluhan dengen dana
vany ada aas kegiatan
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"'Rmcsan Isi. Kategen ke

CNeh Kategan N T
Lt Tt T e B M T e ‘3““"' it Eser A3 T "'NmW el w‘ 2
] ) . 3
8. | Saran unluk pelaksanaan anggaran » periu ada penambaban personit
s seharusnya peraturan tersebut dapal
disesuaian terisbih dahudu

« melakukan pengawasan terhadap
rezlisasi annguran secans borkala

w

Kendaia dalam pelaporan anggaran « kadang-kadang ada satker yang masi
sating lerlambal menyampalkan Japogn

» Terkadang e Hu ferserang virgs Bingge
baekup dalz hilang

« Masih ada juga kok satker yang
menyempaikan  laporan  karang  tepat
waklu

» yang jadi operator, Dulan depan ditarik ke
fegu penjagaan.... gant orarg iagi

10. | Seran untuk pelaporan anggaran » backup data di berbagai madia

» Harus dikenakan sanksi vang tegus
kepada satker yang terlarmbat
manyampaikan [aparan

» honornys dinaikkan

Berdasarkan katogorisasi data vang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan sementara dan observer s conunent (OC) sehagat berikut

s Dari hasil wawancars dengan para informan yang bertugas dalam penyusunan
anggaran, pelaksanaan angparan, dan pelaporan angparan pada kantor wilayah
dan unit pelaksana teknis, menurjukkan bahwa pada unit tertenty sebelum
menyusun anggaran dilakukan rapat intemnal terlebih dahulu. Namun pada unit
fain rapat secara khasus membahas penyus;unan anggaran jarang. dilakukan,

¢ Hampir seluruh informan menyatakan bahwa pimpinan turut berperan doe
bertanggungjawab dalam proses pengelolaan anggaran.

s Dokumen DIPA tahun sebelumuiya dan tahun berjalan, digunakan sebagat
acuan untuk membuat usulan tahun berikutnya.

« Rata-rata informan menyatakan bahwa koordinssi dengan pihak intemn dan
ekstern dalam pengelolasn anggaran berialan dengan baik. Namun, beberapa
informan masih mengeluhkan keordingst yang kurang baik.
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+ Masih banyak kendala yang dihadapt dalam tahap penyusunan anggaran, antara
lain koordinasinya yang kurang berjalan dengan baik, tidak semua satuan kerja
berpartisipast dalam menyampaikas usedan tepat wakiu, dan ada informan yang
menyatakan bahwa penyusunan anggaran dilakukan oleh dia sendiri.

s Beberapa informan memberikan saran bshwa perlu dilakukan rapat khusus
uniuk inventarisic kebutuhan agar lebily tepat sasaran, Informan dart unit
pelaksana teknis juga mengharapkan ada pembahusan terlebib dahistu di tingkat
wilavah, dan sosialisasi atas aplikasi yang seizlu baru. Selin ity koordinasi
vang baik perlu ditingkatkan, dari unit pusat ke wilayah maupun dari wilayah
ke satoan kerja.

¢ Dalam tahap pelaksanaan anggaran lebih banyak lagi kendale yang ditermu,
aptara Jain adanya ketidaksesualan usulan anggaran dengen anggaran vang
diterima, adanya pesumpukan tugas berlebiban pada bendahara vang
mengakibatkan iééak berjalannys wzas pokek dan fungsi peiabat tertentu
berkaitan dengan pengendalian dan pengawssan terhadap pelaksanaan
anggaran,

s Informan tertentu dari unit pemasyarakatan berharap adanya penambashan
personil {staf pelaksana) yang dapat membania meringankan tugas bendahara
sehati-harl. Sefain itu, kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran melibatkan
pejabat / pegawai lain yang terkait dengan wrusan kevangan,

¢ Secara umum, kegiatan pelaporan anggaran dengan aplikasi SAK di wilayah
Banten telzh berialan dengan baik, pamun terkadang magih ada fsga satuan
kerja yang menyampaikan laporan keuangan Ke tingkat wilayah tidak tepat
wakiy,

» Bebotapa informan berharap adanya penghargaan atas kinerja / prestasi vang
telah dicapai oleh operator pelaporan SAK dan SIMAK-BMN.

Langkah analisis data selanjutnys adalah mielskukan triangulasi, yaitu
membandingkan informasi dari dua atau lebih sumber-sumber yang berbeds untuk

malihat tingkat konsistensi satu sama lain. Dalam penelitian ini, hasi] wawancars

dengan para informan akan dibandingkan dengan hasil wawancara inforrnan
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lainnya. Hasilnya, ada beberapa sumber data yang koheren dan adapula yang
berbeda.

53, TINJAUAN BERDASARKAN TEORI

Berdasarkan kesimpulan sementara di atas, maka dapat dilihat bahwa
aspek porencanasn dan pengendalian manajemen yang kurang baik berdampak
pada proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran di Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia Banten.

Sesual teori yvang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter perihal aspek
perencangan dalam fangst psngelolagn, perencanaan yang baik diharapkan dapat
memberikan  arah sasaran yang  jelas dengan menetapkan usaha yang
terkoordinasi. Selain itu perencanaan yang baik dapat meminimalisir wakiu dan
sumber daya, perencanaan juga dapat menjadi standar yang digunakan dalam

A pengendalian, ‘

Sasaran dan tujuan dasar diperlukan wntuk merencanakan siratepi dan
teknik yang dipertukan dalam pelaksanaan {tahapan perencanaan operasionai).
Tujuan perencanaan  operastonal adalah untuk merinei tujuan dasar yang
kemudian ditkuti dengan akfifitas-aktifitas.

Anggarsn mempanyai peranan penting dalam pelaksanaan sikhs
perencansag  dan  pengendalian manalemen, karenz anggasran  merupakan
penghubung wtams antara perencanaan dan pengendalian. Perencanaan berperan
dalam pencapaian tujuan dan hal-hal yang berhvbungan dengan moneter, yaitu
mengenai mput vang dibutubkan untuk akitfitas perencanaan perieéé anggaran,
dan yang diambil dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang, dan belania
modal. Semuanya itu dapat dikombinasikan dalam “nilai moneter”. Pengendalian
berperan dalam menctapkan anggaran, yang menunjukkan secara jelas mput dan
sumber daya vang dialokasikan ke sctiap departemen. Dengan kata lain, tanggung
jawab pemenchan tugas dicerminkan dalam scjumiah angparan. Melalui anggaran
dapat ditetapkan pula standar prestasi kerja yang jelas dan membantu koordinasi
beragam aktifitas di dalam organisasi.

Pada tahap pényusunan anggaran, aspek perencanean yaag baik bisa

dirmulai dari pelaksanaan rapat khusus untuk membahas usulan angparan tahun ke
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depan. Karena melalui rapat itulsh, pimpinan akan dapat menctapkan sasaran
yang ingin dicapai, pengalokasian sumber daya yang ada, dan scbapainya.
Perencanaan juga diperiukan untuk menjemin apakah semue cara alternatif untuk
mencapal  tujuan telah dipertimbangkan, prioritas dan skala wakty ftelah
ditetapkan, dan apakah investasi modal dan biays yang digunakan secara ahunan
telah selesal untuk masa yvang akan datang. Perencanasn operasional sering kali
juga meliputi jark periode wakin dari sekarang hingga 10 atau 20 abun yang
akan datang. dan kemuogkinan dinyatakan dalara hal kevangan atae non keuangen
(tabapan penganggaran}

Sejalan dengan perkembangan kebutunhan pengelolaan kevangan negarg,
dirasakan puls semakin pentinpnya {ungsi perbendabharaan dulam rangka
pengeioiaan sumber daya kewangan pemerintah vang terbatas secara efisien.
Dalam tahap peleksapaan anggaran, sangat diperlulan pengendaiian, karena
anggaran merupakan sarane yang paling Juas digunakan untuk mergncanakan dan
mengendalikan aktifitas di setiap tingkatan organisasl. Disamping itu, anggaran
Juga merupakan salah satu alat utama koordinasi aktifitas dalam organisasi.
Interaksi antara pimpinen dan RKaryawan yang berlangsupg selama proses
pengelolasn anggaran akan dapat membantiv menetapkan dan mengintegrasikan
berbagal kegiatan pada organisasi, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asast Manusia Banten.

Sistern pengendalian dapat dibuat uptuk menpawasi fungsi organisasi.
Pengendalian atas sebuabh fangsi dimaksudkan untuk memastikan babwa akeifitas
tertentu telah dilaksanakan dengan benar dan tepat. Pengendalian anggaran sangat
penting dilakukan karena anggaran merupakan salahsatu input dan ouput vang
menonjol dan dapat diukur dalam menuniang kegiatan organisasi.

Organisasi scktor publik seringkali menghadapi ketiadaan pengukuran
output secarz tepat, schingga input yang dikonsumsi sering digunakan schagai
pengukuran yang efektif. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan
hasil anggaran dengan hasil akiual ustuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran
fidak melebibi tingkat perencanaan aktifitas yang ingin dicapai (tahapsn
pengukuran dan pengendalian). Pengukuruan meliputi pelaporan biaya aktual
vang terfadi dan kemungkinan output yang dicapai. Sedangkan pengendalian
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melibatkan pendeteksian posisl awal anggaran dan pengambilan tindakan korekst
atas penyimpangan. Individu atau departemen berfanggung jawab terhadap
penyimpangan anggaran yang terjadi.

Penyimpangan anggaran terjadi karena fidak efisien atau manajemen yang
tidak baik, schingga tindakan koreksi harus diambil. Perubaban input dalam
anggaran periu ditinjau kembali dan disesuaikan, Fal ini berarti baliwa dalam
perencanaan operasional jupa diperlukan perbaikan. Jadi dapat disimpulkan
bahwa siklug perencanaan dan pengendalian manajemen dapat dilihat sebagat
PFOSEs yang ferus menerus.

Dalare tahapan pelaporan keuangan, di mana meliputi neracs, laporan
reafisasi anggaran belanja, laporan realisasi pengembalian belanja, laporan
rcalisasi pendapatan, serta laporan realisasi pengembalian pendapatan, berperan
vntuk memberikan gambaran mengenal kondisi keuangan secara umum dalam
periode fertentu. Informasi dari laporan keuwangan ini sangal bergana bagi

pimpinan dan erganisasi untuk mengevaluasi prestasi kerja organisasi.

5.4, STRATEGI YANG PERLU BILAKUKAN
Dalam upaya untuk menjabarkan strategi vang perlu dilakulan agar
pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayab Departemen Hulum den Hak Asas

Manusiz Banten dapat berialan lebih beik, penulis menerapkan konsep

pengembangan pengendalian strategt dari Certo dan Peter (1991). Dengan

langkah-langkah sebagal berikut ©

» Proses pengendalian mulad dilakukan pada tiap fahap pengelolaan anggaran,
baik di tahap penyusunan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

» Langkah berikuinya adalah melakukan pengukuran kinerja.

s Hasil kinegia yang telah dinkur tersebut kemudian dibandingkan dengan
standar yang felah ditetapkan.

» Pembandingan antara kinerjz dengan standar akan mendapatkan hasil
keacsuaian, Apaksh kinerja sudah sesual atay tidak sesuail dengan standar
organisasi.

» Jika hasil pembandingan kinerja tidak sesuai dengan standar, maka perlu

diambil langkah perbaikan meliputi perubshan rencana, metode, dan
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sebagainya. Situasi kerja vang baru dimulai, dilanjutkan sampai pada proses
pengukuran Rinerja kembali
» Jika hasil pembandingan kineria sudah sesuai dengan standar, maka

perkerjaan dilanjutkan sampai pada proses pengukuran kinerja kembali,

Dalam sebuah organisasi, pengendalian mencakup pengawasan, evaluasi,
dan pengembangan aktifitas-aktifitas yang berada dalam organisasi tersebut.

Proses perencanaan dan pengendalian fersebut dilakukan terus mnenerus,

5.5 IMPLIKASI KEBIJAKAN

Terkait dengan tugas penyusunan anggaras scbagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang Nomdr 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara, agar
dapat berjalan secara transparan, partisipafif, efektif dan efisien, maka perlu
diterbitkan Suatu peraturan mengenal standar operating procedir (SOP) dalam
kegiatan penyusunan angparan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Banten, Peraturan meagenai SOP tersebut ditujukan unfuk
mengatur tugas koordinasi antar bidang / divisi pada kavior wilayah termasuk
keterlibatan para unit satuan kerja dalam merencanakan dan menyusun usulan
anggaran.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, terdapat perbedaan mengenai batasan
nilal pertanggong lawaban dengan kwitansi antara Keputugan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksansan Pengadsan Barang/Jasa Pemerintah
dengan Peratoran Direktorat fenderal Perbendaharaan Deparfemen Keuangan RI
Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mcekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perbedaan tersebut perlo disesnaikan,
agar tidak menimbulkan salah psmahanan dari pengelola keuangan dalam
pencairan dana,

Terbitiya Peratutan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
192/PMK.05/2009 tentang Perencanman Kas menjelaskan bahhwa peran satker
dalam menyusun perencanaan kas yang akurat sangat penting untuk menciptakan

pengelotaan kas negara yang optimal. Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri
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Keuangan yang baru tersebut perlu dilaksanakan untuk  memperkenalkan,
menyamakan persepsi, dan meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya
perencanaan Kas .Sckaiigzzs menpawali penerapannya vang girencanakan berlaku
gfektif mulal awal tahun anggaran 2010,

Materi sosialisasi Peraturan Menteri Kevangan tersebut diharapkan dapat
menjclaskan kepada seluruh satuan kerja mengenai latar belakang perlunya
perencanaan kas, landasan hukum perencanaan kas, lenggung jawasb bendahara
umum nepara (BUN), dan kéwaiiban menteri/pimpinan lembaga terkait dengan
perencanaan kas, tojuan perencanaan kas, fungsi perkivaan penarikasn dana,
mekanisme penyampaian perkiraan penarikan/penyetoran dana, cara safker
munyusun  perkirsan  penarikan dapa,  serta flustrasi perkiraan
ponarikan/penyetoran dana bulanan, mingguan, dan harian.

Terkait dengan hasi] penelitian fmengenai pelaksanaan anggaran yang
belum optimal, maka keberadaan peraturan vang baru ini diharapkan dapat
memberikan manfaat vang sangat bergung untuk pengelolaan anggaran vang lebih
cfekiif dan efisien. Perencanasn kas bagi kementerian negara/lembags antara lain
akan mengatur mengenal peroishan dana yang senilai dengan perkiraan penarikan
dans dardatae porkiraan penyetoran dang untuk membiayaj Kegiatan vang akan
dilsksanakan, dan selanjutnya kementerian negara/ lembaga memperoleh dana
sesuai dengan waktu pelaksanaan kepiatan, sedangkan bagi bendahara wmum
nepara (BUN) / Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi
kewajiban negara serta mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka
mengoptimalikan kelebihan kas atau menutupt kekurangan kas. Lain daripada ity
sehagai hal vang bahy, akurasi perencanaan kas merupaian suatu proses yang
memeriukan usaba dan peran semua pibak, terutama satuan kega kementerian
negara/lembaga uatuk mewujﬁdkannya,

Meskipun secara umum, penyampaiarn laporan keuangan tingkat wilayah
sudah cukup baik. Namun hasil penelitian menunivkkan bahwa masih ada
keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tersebut Permasalahan
penyampaian faporan keuangan ini kurang lebih berlaku sama dengan kantor
wilayah lainnya di Indonesia. Dalam tujuan bersama untuk meningkatkan predikat

pelaporan keuangan Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia secara kolektif
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yang masih berpredikat disciaimer, maka dirasa perlu uatuk memberlakukan
secara iogas sanksi terhadap satuan keda yang belum melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan. Sanksi tersebut berupa penolakan pencairan dana entuk jenis
belanja selain belanja pegawai, di mana selama ini sanksi fersebut belum
diberlakukan secars tegas.

Schagaimana dinyatakan oleh Menteri Kenangan Hepublik Indonesia
bahwa pemberian sanksi itu berlujuan agar semua pihak mempunyai komiimen
vang kuat di dalam  meningkatkan kvalitas pengelofaan  kewangan  dan
pelaporannya. Prinsip-prinsip tata kelola yang balk, transparas, dan akuntabel

harus terus dijslankan melalui akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik.
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BABS6
KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

serta pemberian saran-saran terkait dengan masalah penelitian yang dapat

digunakan dalam upaya optimalisasi kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Mapusia Banten.

6.1.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan berkaitan dengan

teori yang telah diurgikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut ;

Tiap-tiap kegiatan pengelolaan anggaran yang meliputi tahap penyusunan,
pelaksanaan, dan pelaporan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Banten serta unil satuan kerja di bawahnya belum berialan
optimnal karena aspek perencansan dan pengendalian yang kurang matang,
Koordinast antara unit pusat, wilayah, dan satvan kerja masih lerah, sehingga
proses penyusunan anggaran tidak berialan optimal dan masih terdapat
ketidaksesuaian kegiatan dap anggaran dengan Kebutuhan sebenarnya.
Kurangnya koordinasi dan hubungan kerja antar bidangidivisi dalam
renvusun rencana keglatan dan anggaran, serta mekanisme pencairan dana.
Berbagai hambatan yang dihadapl dalam pelaksanaan anggaran anfara lain
adalah kurangnys sosialisasi peratmran / kebijakan tentang mekanisme
pencairan dana yang sering berybah.

Pada beberapa satuan kega ditemul bahwa transparansi keuvangan tidak
berjalan. Proses pelaksanaan dan pengawasan anggaran hanya dilakukan oleh
bendahara pengeluaran dan hanys berkoordinasi kepada kepala kantor selaku
kuasa pengguna anggaran, Sehingga beberapa pimpinan dan pegawai dalam
urusan keoangan tidak terlibat dalam proses pengendalian, mereka teriibat

hanya sebatas penyusunan anggaran untuk usulan kepada kantor wilayah,

g5
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6.2, SARAN
Berdasarkan analisis hasil penclitian, maka dalam upaya optimalisasi
kepistan penpelolaan anggaran pada Kantor Wiiayah‘}}epamemen Hukoem dan

Hak Asasi Manusia Banten, disarankan hal-hal sebagai berikut

« Kantor Wilayah Departemen Huokum dan Hak Asasi Manuvsia Banten,
termasuk enit-unit satuan kega di bawshnya, apar dapal menerapkan
perencanaan dan pengendalian vang lebih baik terhadap proscs peayusunan,
pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

e Koordinasi yang Jebih baik antara unit pusat, wilayah, dan satan kerja perlu
ditingkatksn melaful rapat dan sosialisasi, sehinpga mewujudkaen clemen
parlisipasi antar pihak-pihak terkait,

« Dalam rangka mewujudkan aspek perencanaan yang baik dalam pelaksanakan
anggaran, perln dilakukan sosialisasi atas ‘Persturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor:  192/MK 03/2009 tenfang Perencannan Kas.
Manfsat dari  perencanasn kas  tersebut  adalah  agar  kementerian
negara/lembaga dapat memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana
danfavau perkinsan penyetoran dana untuk membiayai kegilatan vang akan
dilaksanakan, selanjuinya kementerian negara/lembaga dapat memperoleh
dana sesuai dengan wakiu pelaksansan kegiatan. Selain thy, manfasi
perencanaan kas bagl pihak KPPN sebagai bendshara umum neeara adalah
dapat memastikan ketersediaan dana guna memennhi kewajiban negara serla
mengambil tindakan vang efektif dan efisien dalam rangka optimalisasi
kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas.

+ Schagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam Indra Bastian (2006},
salahsatu tujuan dan fungsl pelsporan keuangan pemerintah adalah agar
laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi kepada para
stakeholder dan dapat digunakan sebagai hentuk pertanggungjawaban kepada
publik. Melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, diharapkan
pula dapat menjadi alat untuk memonitor dan mengevaluasi kKinerja
pemerintah, memberi dasar untuk mengamati perkembangannya dari waktu ke
wakiu atas pencapaian target, dan membandingkannya dengan Kineda

pemerintah lain,
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Para pimpinan hendaknya dapat lebih memberikan kepercayasan dan
kewenangan Kkepada bawshan secarz merats dalam melakukan kegiaton
pengelolaan anggaran, sehingga pekerjaan-pekerjsan datam masing-masing
tahap pengelolaan anggaran tidak bertumpu pada pegawai tertentu syja. Selain
in kepercayaan dan kewenangan yang diberikan, diharapkan dapat
meningkatkan motivast keria para pegawai serta tugas pokok dan fungsi

masing-masing pegawai dapar berjalan optimal. .
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LAMPIRAN




PEDOMAN WAWANUCARA

A. PERENCANAAN ANGGARAN

1.
2
3

(¥

Bagaimana mekanisme penyusunan anggaran pada unit anda saal ini?

Apa yang digunakan sebagal dasar penyusunan anggaran pada unit anda?
Dalam proses penyusunan anggaran, apakah masih berorientasi pada
kegiatan lahun sebelumnya?

Bagaimana pembagian kerjz penyosunan anggaran di organisas: saudara?
Apakah pegawai yang berlugas menayusut anggaran memiliki kompetensi
vang cokup dalam menyusunan anggaran?

Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada unit
anda?

Bapgaimany koordinasi kerja dengan pihak-pihak terkait tersebut?
Bagatmana peran dan tangpung jawsb pimpinan terhadap proses
penvusunan anggaran?

Faktor apa yang menjadi kendals dalam proses penyusunan anggaran pada
unit anda?

10, Menurut andg, apa yang pertu dilakukan agar penyusunan anggaran Japat

berjalan lebih baik?

B. PELAKSANAAN ANGGARAN

1

Bagaimana mekanisme pelsksanaan anggsrao yang ada pada unif anda saat
ni?
Siapa sgja yang terfibat dalam pelaksanaan anggaran di unit kerja anda?

3. Apa yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran pada unif anda?

Apa vang dapat dilakukan agar penyerapan anggaran dapat bealan
optiral?

Apakah program kegiaten dan anggaran vang ada selama ini sudah sesuni
dengan kebutuhan tugas pokok dana fungsi unit anda?

Jika ada ketidaksesuaian antara program Kkegiatan / angpavan dengan
kebutuban, apa yang periu dilakukan?
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9,

Jika pertu mekakukan revisi anggaran, pihak mana saja vang terkait dengan
proses pengejuannya?

Bagaimanz peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap proses
pelaksanaan anggaran?

Metode penpawasan apa yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran?

10. Faktor apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan angparan pada

unit mnda?

11. Menurut anda, 2pa yang perlu dilakukan agar pelaksanaan anggaran dapat

berjalan lebik baik.

. PELAPORAN ANGGARAN

1.

Hagaimana pelaksanaan laporan keuangan dengan Siglem Akuntansi
Keuangan pada unit anda?

Pihak mana sala vang terkail dengan pelaporan kevangan dengar Sistern
Akuntansi Kevanpan?

3 Bagaimang pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pada unit anda?

Kendala apa vang dinadapi dalam rekonsiliasi pelaporan keuangan?

5 Bagaimana peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap penvajian

pelaporan anggacan pada unit anda?
Menurut anda, apa yang perlo dilakekan apar pelaporan kevangan dapat
berjalan lebih baik?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Informan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Seraug

Peneliti

Informan

FPeneliti

Informan

Penelifi

Informas

Peneliii

Informan

Mas... kita bicara tentang perancanaan anggaran Pertanyaan saya
vang pertama, bagaimana mekanisme penyusungn snggaran di
Rupbasan?

Mekanisme penyusunan di Rupbasan... sebelum anggaran it
dibuat, biasanya kanit di kantor mengadakan rapat intem, Artinya
bal-hal apa saja yang naoti dituangkan dalam DIPA itu, kita bahas
dalarm rapat intern itu. Ya. kil ambil contoh misalkan dari bidang
keuangan, bidang saya sendiri... kira-kiranya untuk tahun kedepan,
spa sala yang harus dibutubkan kita usulkan dalam rapat itu. ..
sebelum angparan ite terbentuk. Artinva, bhal-hal yang memang
seharusnya dignggarkan, semus itu ada dalem rapal intem ity

Jadi, kira-kira pihak yang terkait dalam proses penyusunan
anggaren itu di rapat itu?

Iya. dari rapat duiu, Nanht kelermu musalkan untuk iabun depan,
apa saja yang kekurangan di tshan ini, dalam vapat itn kita coba
usulkan,

Ini borkailan dengan perfanyasn kedua. Terus, yang digunakan
sebagal dasar penyusunan anggaran itu apa?

Ee... Dasamya itu dan kebutuhsn, Sekiranya misalkan.. ee tahum
ini contohlah dari barang masuk... dari bama, biasanya ge... uniok
tahun int banyak. misalnya saya ambil contoh minyak. minyak
tangh, ¥u misalkan kifs,. diangkut kalo.. ee pakal manua!, artinys
nakal orang kan butuh fenaga. Untuk tahun ind contoh tidak ada
barang pengangkutoya, yaite trol. Nah.. kita coba anggarkan untuk
tahun depan unink pembelian troli tersebut. Artinva, dan
kebutuhan... kebutuhan kantor.

Apakah juga termaspk kebuiuhar iahun sebelumnya yang belum
terealisasikan secara optimal termasuk juga?

Iya. termasuk
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Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Penelifi

Informan

Penslits

nforman

Penpitti

Informan -

Penchitt

Informan

Peneiiti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Jadi, dalam proses penyusunan anggaran itu juga berorfentasi pada
kegiatan tzhun sebelumnya ya?

bya.. betu! bew! Jadi ee.. misalnya tahun sebelumnya itu belum
ada.. sekiranya emang harus diadakan ontuk kebutuhan kantor itu
kita usulkan.. tahun bertkutnya

Terus... kalo di Rupbasan itw, proses pembagian fugas dalam
menyusun anggaran ilu bagaimana?

Di dalam penyusunan anggaran.. kalo di Rupbasan sendin
biaganya kita rapat. Kuoasa Pengguna Anggaran, terus untuk
Penandatangan SPM diikutseriakan.. terus staf-staf pengelola
keusngan sendin.

Masing-masing bertugas sesuai fugasnya ya?

Sesual lugasnya, iya..

Terus, kalau dslam menyusun anggaran itn, pegawai vang bertugas
di masmp-masing itv memiliki kompelensi yang cukap?... menvrut
mas?

Kalo mepurut sava . cukup, cukup

Pshak-pihak mana saja yang terhbat dalam penyusunan anggaran?
Artinva . int luar.. alan?

Bisz intermn, bisa skstemn

Oh.. kalau luar, roungkin dani kanfor wilayah sendish

Hu saja yah .7

fva

Terus.. gimana dengan koordinasi... dengan kanwil... koordinasi
kerja dengan kanwil? Apakah lancar saja .. aian ada kendala apa?
Artinya kena selama ini?

Koordinasinya. .

Koordinasinya?

Koordimasinya gimana. kaitannya dengan proses penyusiman
anggaran

Bagus... bagus... lancar
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Penehit

Informan

Fenelih

Informan -

Peneliti

Informan

Penelitt

forman

Penelitt

Informan

Penchit

Informan

Peneliti

Kalau bisa lebih di.. ee digambarkan gitu, koordinasi kerjanya
dalam bentuk apa ya?

(irpana mas?

Koordinasi kerjanys dengen kanwil dalam menyusun anggaran,
terkait apakah itu sifainya tekaxis.. atau advis?

Dari pertama kan kila menyusuna rencana anggaran dulu. rencana
angegaran biaya, kita coba usulkan ke kanwil.. (ehem} kitz coba
usulkan ke kanwil untuk rencanz anggaran Rupbasan itu, bohwa
unfuk Rupbasan itu.. keperlvaa-kepsrluan untuk fshun berikutmyva
wdah dituanghan dalam rencana anggaran i,

Kalau peran dan tanpgong jawab pimpinan Rupbasan terhadap
Proses peavusunan aggaran, menurt mas gimana?

Yah. bertanggung jawab

Cukup vah.

Cukup.. cukup berperan

Terus .. kita berbicara kendala nik. Apa yang jadi faktor-fakior
kenidala?

Ya kalau faktor kendala di penyusunen, mungkin.. (chem}
kayalmva sib ga ada ya mas, kalo untuk peayvsunan. Dalam arti,
kalo selamz ini kita untuk penyusunan kebutuban kantor.. Kita bisa
sesuaikan sebelamnya. Kalo unfuk kendala sih ...

Apakah bisa munglan aplikatif?,, ataukah kebijakan?

Kebiiakan . bisa Terus mungkin dari segi.. apa namanya? Untuk
penyusungn, . dar aplikasinya sendirt kadang suks ada...

Ee.. proses penyususnian anggaran itu kan ada berkas-berkas yang
dimintakan ya . seperti dezetting, kemudian lampiran-lampiran
seperti Jangganan daya dam jasa fertingg), istilshnya dokumen
pelengkap unink penyusunan anggaran im Terus, mungkin
aplikagi yang jadi konsep usulen ke kanwil kan mengikult aphikast
yang telah diserapamkean olek Biro Perencanaan ga ada masalah
atau bagaimana?
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Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

infonpan |

Penstig

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

(Ga ada wasalah sejauh ini.. artinya dert mulai {(apa) bezefting
pegawai .. cukup lengkap.

Datanya cukup lengkap ya?

Cukup lengkap.. Ya kemungkinan kale masalah, mungkin dan
komputemnya atau gimana gitu... kalo selama komputernya bagus,
va ga ada masalah pelaporan

Terus, ada saran ga... kira-kira untuk proses penyusunan anggaran
di Ropbasan untuk lebih baik di masa depan?

Yah.. kalo untuk saran, ada yah.. untuk Rupbasan.. Mungkin lebih..
artinya kite mulai dart awal penyusunan. ee program untuk
angaran e, Kita kan udgh dilihat berdasarkan kebutuhan, Nah.,
terkadang kebutuhanr-kebutuhan vang Kita . memang harus ada, itu
kan dilihat lagi  #u kan melalui kebijakan kan mas ya?

Betul

Terkadeng hal itu, mungkin tidak dicantumkan, entab itu dianggap
betum perty atay pimana.. nah mungkin sih untuk ke depannys,
sekiranyg untuk snggaren ifu lebih ditenvakan Artinyva kebutohan
irg kira-kirs hares aps ngga? Lebih tepat sasaran..

Soalnya berkatan dengan adanya revisi itn kan  karena
ketidaksesuaian antara kebutuhan vang direncanakan dengan
riilnya. Nah sekarang kita bahas mengenai pelaksanaan anggaran...
Kalo pelaksanaan anggaran, eh. kalo pelaksanaan aoggaran di
Rupbasan, mekanismenya seperti apa?

Kalo pelaksanaannya kita... disesuatkan dengan anggaran. Artinya
anpparan yang ada disesnaikan, kalap emang kebutuhannya untuk
mata anggaran ind kita sespaikan Ribet jalannya mas semestinya...
Aps ada kendala saat alokasi angparan vang ada di RKA-KL
seperti ind? Saat diajuken ke KPPN ada sesuatu vang tidak bisa
dicairksn gitu?

Kalo kendals pencairan sih mungkin.. eh kalo seandainya
pelaporannya belum mesuk, contohlah pelaporan untuk SAI va.
kalo kita mau pengajuan pencairan uniuk eh . rulin, neh iu
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Informan

Peneliti

Informan

Penelini

Ioforman

Peneditt

Informnan

Penelift

Inforiman

Pengliti

Informan

Peneliti

Informan

Fencliti

Informan

Peneliti

Informan ;

Peneiiti

biasanya harus disertakan dengan pelaporan SAT duly, artinya udah
rekon SAI dulu Kala misalkan yang bersanghkuien belum rekon
SAI artinya staf dari keuangan belum rekon aplikasi 8AT, itu tidak
bisa,

Hn kegiatan apa saja?

flu urtuk GU

GU ya. jadi kalo belanja pegawai tidak dihalangs, Tapi kalo selain
itu harus dilampiri pelaporan $Al

Iya,

Berari kalo pelaksanann anggaran di Rupbasan, siapa saja vang
eciibat?

Yang lebih utama bendahara, penandatangangan SPM, Kasubsi.
Kasubst apa.. 7

Kasubst Administrasi dan Pengelolaan, kemudian sebelum itu
diketshui oleh pimpinan {Kepala Kantor)... szlebihnya peng-inpur-
an oleh §1af Kevangan., untuk pembuatan surat perintah membayar
{3PM), kemudian kita laporkan ke KPPN.

QK. Dasar yang dijadikan. ee maksoud saya, yang dijadikan dusar
di Rupbasan apa ssja?

Pelaksanaan anggaran di Rupbasan?

Iya..

ini dasar..?

Mumgkin gini.. dasar pelaksanaan kan sumber dana dari DIPA,
miungkin pernah menerima semacam SKPA begin?

Semacam SK gity mas?

SKPA . sural kuasa pengguna anggaran. Jadi pelimpahan angpgaran
untuk membiayat anggaran terteniu di Rupbasan

Kalau vriuk pelimgpahan... kayaknya ga adse ya mas

(o.. ga ada ya. Hanya murni dari DIPA

Murni, dard DIPA

Mengacu dari semacam peraturan dari pemerintah saja.?
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Peaneliti

Informan

Pepeliti

Informan

Penelit

Informan

Pengliti

Informan ;

Peneliti

Informan

Penehiti

He ch.. KPA sendiri malah membuat untuk pefaksanaan, contohlah
dari pengelolaan mervbuat sesnacem surat untuk bertugas di
pengelolaan keuangan,

Kzlo menurut mas, apa sih yang harus dilakukan agar pelaksanaan
anggaran bisa lebih optimal?

Kalau boleh saya ambil contoh nih mas, e¢h mata anggaran
pemaliharaan inl kan banyak fungsinys uniuk pemeliharaan kanlor
agar bisa dioptimalkan Gimana ktenyva supaya.  contoh
pomeliharaan  gedung, kita tank dana itw mala anggaran
pemelharaan kantos

Untuk program kegialan den anggaran yang ada di Rupbasen suat
ini menurut mas sudeh sesuai dengan kebutwhan TUPOKSI
Rupbasan?

Sesuai..

Cukup sesumi? Pastinga kalo vang. orang kglau ditanya pasti
merasa  angparsrmys  kurang.  kurang. Kalo menuwrut Mas
Informan?

0.. iva. Kalo kurang kemungkinan sih kurang ya mas, Arlinyz, kila
fidak tahu.. unuk Rupbasan sendiri tidek bisa eh. kita coba
menyusun  untuk sata tabwm anggaran, lapt  terkadang O
pertengahan banyak barang masulc..

Maksudrnya, barang sttaan?

Iya. barang sitaan yang masuk. Bisa kernungkinan meningkat mas.
Kita coba anggarkan untuk perawatan.. tapi temyata banyak barang
vang masuk. Qtomatis barang tersebut kan kita harus rawat.

Jadi secara garis besar, meteri uraian kegiatan dan nilai anggaran
vang ada #u dirass cukup .7 Atau uraian kegiatan sudah sesnai tapi
nilal anpearannva yang kurang?

Kalo untuk selama ind cokup...

Atau mungkin ads kegiatan yang dirasa sebenamyn tidak kami
butubkan. Ada ga?
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Penelili

Informsn

Penelifi

informan

Penelin

infbrman

Penelit

Informan -

Peneliti

Miforman

Peneliti

Informan

Penalits

Tidak ada.. S8emua kebutuhan yang kita usuikan itu benar-bepar
kHa pikirkan mas

Kailau di suatu waktu ada ketidaksesuaisn antara program kegiatan
dan anggaran dengan kebwtuhan il di Rupbasan, apa yang
dilalukan? Sepert tahun lahe, saya ingal di tahwon 2008 atau 2009
ada pemeltharaan kendaraan yang tidak lurun. Begarli ada
kelidaksesuaion kebulshan, kemudian diajukan revisi

Waktu itu dar... dismbilkan dari anggaran lain, Nab, kalo kok bisa
kayak zitu ihu gimana yah? Ken kita bingung nih, mau ambil untuk
perawsan tersebut.

Talapan pengajuan revisinya gimana?

Kila lavangkan surat permohonan revisi dan Kepala Rupbasan
kepada Kakanwil

Jadi pengajuannya dilakekan sesual peraturan yang berlala: ya..
Nah, kalo kembab kepada peran dan tanggung jawsb plmpinan. ..
bagaimana peran dan tanggung fawab pimpinan dalam pelaksanaan
anggaran?

Yah. cukup berperan mas.

Apakeh ada pimpinan, mungkin yang dufe minta sueiu pembiayaan
keptatan tapt kegiatan tersebut tidak ada anggarannya?

Tidak ada mags... kalo kegiatannya tidak ada snggarannya kila juga
irdak basa laksanakan.

Siapa vang melakokan pengewasan penyerapan anggaran, apa
hendabaranya saig?

Mungkin dani bendahara melaporkan, kemudian kepala juga
mengawasi sampai berapa persen,

Kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan anggsren?
Apakah svatu kondisi pengajuan SPM ada penolakan dari KPPN?
Mungkin sifatnya bahasa safa ya mas. keterangan delam SPM
nilainya sesual, namun harus lebih rinci bahasanya. untuk uraian
perminiaan pembayaraannya. Kadang suka balik lagi.

Kendala pelaksanaan di Rupbasan?
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Peneliti

Informan

Penealiti

Informan

Penglii

informan

Peneliti

Informan

Pengliti

Informan

Penelit

Informan

Peneliti

Kadang di kantor kebuluhannya kan tidsk pas dengan vang &
DIPA, kebutuhan kantor tapr tidak ada anggaranya

Ada saran mas?

Harus  disesugikan.. misalnya kebutuhan yang sate  Dbisa
diminimatkan untuk membiayai kebutuhan lain, selama masih
dalam ataran yanp berlaku.

Kanwil Banten kan mendapatken penghargaan sebaga nomor satu
pelaporan kenangan se Kanwil sefuruh Indonesia. .

Y. saya dengor iy

Pelaksanaan pelaporan keuangan dengan 8AK di Rupbasan gpa
sudah cukup baik?

Kalo dart SAI nidak ada masalah.. sudah bagus, Dasamya kan kita
dari SPM, kifs input. kita samakan dengan pembukuan KPPM.
Kemudian setelah sama. kita sampatkan kepade kanwil. Mungkin
dart .. gimana kita merawat komputer. Terkadang file du terserang
virus hingea baciup data hilang.

Sering terjadi? .

Baru terjadi salu kali. Tapi sejak ifu kami backup data di berbagai
media

Kembali ke peran dan tanggung jawab pimpinan, Bagaimana
terhadap pelaporan keuangan?

Kalo pelaporan SAl beliau kadang menanyakan nilal ini darimana?
Ini aps des darimana Jadi seya agak susah menjawabnya, dan
mesti berlanya ke bendahara agar dapat rincian detinya

Saran dart mas uniok ini apa?

Saran saya perlu sosialicasi mas. tentang kebijakan, aplikasi dan
lain-lain secara detil.

Saya rasa peran seria KPPN Serang dalam hal ini yang menangani
pelaporan meminimalisir kesalahan yang ada, Hal ini perlu
dicontoh oleh KPPN lain untuk merminimalisir kesalashan vang
masih sering muncul saat Kanwil merekon wilavah. Padahal KPPN
tersebut sudah merekon pembukuan dengan satker tiap bulannya
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Informan

Penelin

Informan

Betul sekali, saya rasa predikat KPPN Serang
percontohan. . sangat bagus, bisa ditiru oleh KPPN lain,
OK mas, saya rasa cukup informasinya Terima kasih

Sama-sama mas
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Peneliid

informan

Penehil
Idorman
Penelifi

Informan

Penehiti

Informan

Peneliti

informen

Penelitt

Informan

Peneliti

Informen -

Peneliti

Informan

Peneliti

TRAMNSKRIP HASIL WAWANCARA
Informan dart Lembaga Pemasyarakatan Sexang (1)

: Batk pak.. pertanyaan saya, mengenai mekanisme penyusunan

anggaran di LP Serang ini gimana pak?
Mekanisme penvusunan anggaran di suun i lidak lepas dari
bendaharawan yah... Karena data-data unluk kebutuban, skan kita

konsultasikan untuk usulan agar efekuif dan efisien

: Judi termasuk juga orientasinya kepada tahun sebelumnya va pak?

o lya. dart ttu souannya untuk ke depan, untuk melengkapi

. Untuk pembagian ketjanya tiu berapa orang pak?

: Kalo pembagtannys itu Bga orang pak. Bendzharawan, Kasubag TU,

dun Kepegawsian pak

: Dengan bapak ya pak?

He ¢h..

: Menurat bapak, hanya ketiga orang itu vang berkompetensi?

Betul..

: Selain behau-beliay itu, ada pihak lain ga pak yang terlibat dalam

penyusunan anggaran?

: Ya ada difibatkan juga pak. ada Kaur Umum dilibatkan cek usul

kebutubian apa nibh yang dibubuhkan, Jadi kami tidak semata-mats
bertiga saja pak.. semua kita panggil, baik dari Kasi Binadik,
Binkamiib, KKPLP. Semuanya dilibatkan

o Jadt koordinasinyz baik ya pak?

Baik pak ..

: Kalo peran den tanggungiawab pimpinan gimana pak terhadsp

pényusunan anggaran ini?

Dengan sendirinya.. hasil dani kita-kita ind kita sajiken ke pimpinan,
kira-kira kebutuhan yang diusulkan, pimpinan mengoreksi apa
sidab cocok, apa ada yang kurang.

. Biasanya ito kalo umumnya ya pak... jadi dari pibak penyusun itu

menyaropatkan konsep usulan ke pak kepala Atan ada dari pak
kepala instrukst untuk mengusulkan kegiatan iertentu?
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Informan
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Peneit
Informan

Peneliti

Informan

Penehiti

Ada jugs pak.,

: Brasanya apa tuh pak.. belanja modal ya?

iya betul pak...

: Kira-kira dalam proses penyusunzn anggaran tadi, kendala vang

dihadapi LY Serang apa pak?
Kale kendala sih pastt ada ya pak Apa yang diusulkan tidak sesuai
dengan yang luran pak.

. Kalo saran dari bapak?

Kalo bisa sih semua usulan dapat direalisasikan.. kira-kiranya wrgen?
dan harus dilaksanakan

. Mungkin., memunt bapak, apaksh perlu ada pihak dan kanwil

melakukan survey untuk kebutuhan yang diusutkan oleh LP Serang?
Seharusnya perlu pak... dan terhibat juga pak. Kami kan bemaung di
bawah kanwil. Jadi perlu dart pihak kanwil ite meninjau,

: Kalau tentang pelaksanaan anggaran pak Itu mekanigmenya?

Seharusnya punyz fungsi masing-masing.. 1api sampai sekarang ini,
sebagal Kaur Kepepewaian dan Kevangan. (ragu-ragu wniuk
melanjutkan) Kendala sampat sasf ini, kamd  tidak  diber:
kewenangan pak...

: Oleh. 7?7 Pak Kepala?
. Pak Kepasla .. Seharunya kan dalam birokrasi ada fungsi masing-

masing Misalnya untuk urusan belania barang seharusnya kan dari
Kaur Umum, bukan oleh bendahara Karena bendahara seharusnya
mengurusi permintaan dan pembayaren saja. Tapi ini semua
dilaksanakan cleh bendahars, sampai dengen belanja barangnya
secara fisik.

© Jaddi sernua dilakukan oleh bendaharawan?

Bendaharawan pak . Ini yang karni hadapi saat int. Peran dari Kawr
Umum jadi tidak berjalan karena tidak diberi kewenangan. Hanya
dibent kesempatan untuk mengusulkan,

. Hmm. kalo di LP Sesang ini, ada atsu banyak pak ketidaksesuaian

kegiatan yang diusulkan dengan yang mumcul di DIPA?
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Peneliti

Informan

Peneliti
Informan

Penghili

Informan

Peneliti

Informan
: Pimpinan? Bukan bapak?

Penelits

Informan
© Jadi bukan dari bendahara ke bapak dulu, ferus.,.
: Tidak pak... Bendahara langsung ke Pak Kepala
. Kalo saran darni bapak?

Peneliti
Informan
Peneliti

informan

Penelid

Toforman

Ga ada sih pak... paling perkara nilainya saja pak yang tidak sesuai

dengan usulan

: Kalo revist.. ada pak?

Ada pak.. dari bama

. Pihak yang terlibat dalam pengajuan revisi siapa pak?
: Kasubag TU... bendahara... dan Kaur Kepegawaian, pak
- Baru dizgukan ke Pak Kepala ya pak?

Iya pak..

: Terus.. kalo masalah pengawasan pelaksanaan anggaran, Siapa yang

melakukan pak?
Pimpinan pak..

Langsung Pak Kepala ... dengan bendaharawan

Sehaiknyva job-jod vang sudah ada, dan iu harys duslankan sesuai
fngasnya.

. Baik pak . terima kasih atas informasinya

Sama-sama pak
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Peneliti

Informan

Panoliti

Informan
. Pihak-pthak mana safa pak yang terlibat?

Peneliti

informan .

Penelit

Informan

Penelin

Informan
. Allotment. iya

Peneliti

Informan -
: Hehg... Jadi saran menunit Pak Informan.. ada ito jupa. ¢h usulan

Penedine

Informan
Panciiti

Inforraen

Peneliti

Informan
Peneli

TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA
¥nforman dari Lembaga Pemasyarakatan Serang (2)

: Pak. pertanyaan saya ifu. terhadap penyusunan anggaran,

pelaksanaan anggaran, dan peiaporan anggaran
fva..

: Kalo dalam penyusunan anggaran pak . bapak terfibat ngga dalam

penyusunan anggaran uniuk tahun berikuinya?
Iya pak, terlibat...

eh.. sava, sehapai bendahara,,, Kawr Kepegawaian dan Keuangan,..
dengan Kasubag TU.. dan Kepala sendiri

: Kemudian.. yvang menjadi kendala dalam proges penyusunan

anggaran di LP Serang itu menurut bapak apa pak, kirakira? Ada
kendals ngpa.. dalam prosesnva

: Dalam proses penyusunan anggaran,, sebetulnyva keinginan atsepmn

maksud dan tujuan dari saiker sendivi. perlu dipenuhi juga sib pak.
Akan tetapi. dalam realisasi penyusunan anggaran yang ielah
disalikan . yang sudah jadi... idak sesuai dengan keinginan

: OK..

-Apa yang bahass keren keuangan iy alor temen gitu yah pak.. hehe

Iya, Alot temen.. kalo Bahasa Serangnya gitu,,

L

ftu dapat ..

. “Tercalisasi sesusi ketnginan...
. Eemm.. berarti ada ketidaksesnatan antara yang divsulkan . dengan

yang diturunkan

: Dityrunkarn, iya.. ada juga sh. barang-barang inventaris vang fidsk

sesuat dengan keinginan .. sepert balnya dengan MAXK 53...

: Belanja modal?
: Belanja modal . tapl nyatanya...
- Masuk di...
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Peneliti

Informan :
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Informan

: Ow.. OK

Peneliti

Informan

Peneliti
Informan

Penelili

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan :
: Kalau.. apa pak, Kaur Umum kalo di sini?

Peneliti

Ngga . ee nilal nominalnya di bawah 10 juta

: Mm... iya, iya teknis itu ya pak

Teknisnya. Memang belanja modal tersebut sesuali dengan

keinginan... keinginan kita. Misalnya belanja barang alat dapur..

: lya. tapi penggolongan akunnya itu...

Akunnya .

: Penggolongan akunnya ity menyulitkan bapak?

Tya.. dalam proses pencairan.

Bisa saja sih kalau seandainya 2kunnya 52 sih kita bisa .. nah ini 53

: lya. Proses pencairannya ifu jadi kendala ya pak.
: Heeh..
: Ttu tahun?

Tahun sekarang juga belum. .. masih...

: Tahun sekarang juga masih belum kepakai ya pak?
: Belum kepakai.. karena apa? Itu kalo seandainya kifa beli pulang..

itu kan alat dapur. Alat dapur kan ngga sembarangan, karena harus
kuat gitu kan? Ilu kan yang menyediakan barang lersebut agak repot
pak... di pasaran Serang juga jarang ada Kita lari ke CV atau PT
yang mengelola itu kayaknya kerepotan.. karena tidak sesuai

dengan aggaran kita

: Kalau.., Sip sip, teima kasih pak .. Kalan vmpamanya pengawasan,

istilahnya realisasi anggaran sampai dengan saat ini.. itu yang
melakukan pengecekan realisasi siapa pak? Apakah bapak saja.. atau
dant Kaur Keuangannya . atau siapa pak?

» Yang sama-sama mengecek realisasi, sampai berapa persen hingga

saat ini... Itu terutama Pak Kalapas sendiri.. mm Kasubag TU dan
kita sebagai pelaksana, bisa mengatur realisasi sampai sekarang itu
berapa.. Jadi tiga orang tersebut..

. Bendahara?

He eh..
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Informan
. Ttu ada keterlibatan ngga pak?

Penelin

Informan

Peneliti

informan
1 Qo.. seteizh dibeli..

Peneliti

Informan

Penehit

informan
: Hehe... Karens yang melaksanakan hanve bapak sendiri.

Penelit

Informan :
o Jadi. SDM lah pak ya?

: Iva.,

© Kira-kira menurat bapak, ada staf vang membantu tugas bapak?

Penchin
Informian

Peneliti

Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
informan
Peneliti
Informan
Pensliti

Informan
. Konsap DIPA juga bapuk..?
. SAI juga lsporan rekon, saya sendiri. Rekon ke kanwil, seperti

Peneliy
Informan

Kaur Umum. ada

Keterlibatan pak.,. keterlibatan, tapl curna inventarisasi

: 0o Inventarisasi . ke?

Dari aplikasi SAI ke SIMAK-BMN

Secarg umum.. pak Polaksanaan anggaran ada kendala ngga pak..
secars urnmm?

Secara umum, kalo menurut saya sendiri.. karena saya sendiri pak.
Berkaitan dengan pengelolaan anggaran... ee sebatulnya says punya
kendalanya, kerepotan sendiri

. Korena lugasnya terlalu berat ya.

Hehe

fya .. mungkin bapak sendiri jupa fahu dan awal

Keginginannya begitu, iya.. Kalaspun sava jadi bendabarz jups
diganti, mudah-roudahan peralihan bendahara nantt ada stafhya

: Jadi yang di ruangan ind siapa pak?

: Cuma saya sendiri

» 3 hanya bapek sendird

. Jadi mohon maaf kalo..

. Wah. berat juga ya

T Mohon maaf kalo.. meja banyak berkas-berkas
: Jadi kalau membuat SPM juga bapak..?

Sava.. Sepertt balnys menyuson konsep DIPA, ya saya sendici

sekarang ini... saya belum seropat ssya.. man mengajukan gaji. Tapi
bulan 2. ¢h tanggal 2 sudah selesai sebenamya di KPPN, wpi
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Peneliti
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© Cumasate.., SDM tadi va ?

Penelifi

Informan

Peneliti

Informan
+ Mendukung ya pak?
informan

Peneliti

Peneliti

Informan

belumy sempat ke kanwil. Yah, keinginan saya perlu ada

penambahan personit..

+ Siapapun bendaharanya, butuh tarabahan persontl.. yah tenaga untuk

membantu bendahara ya pak..

. Hehehe.. va gitu
© Nah... kita sckarang ke pelaporan.. tadi bapak sampaikan bahwa

bapak juga yvang melakukan rekonsiliasi ke KPPNL. ke kanwil, tens
pengirtiman SP2D. Itu kalo rekonnya .. lerlepss dart jumish
personil, kendala rekonnya apa pak? Untuk rekonsiliasi laporan
..

$ays kira ngea ada kendala pak..

Iva. Come gini pak... kalo seandainys pengnputan. .. 1y ada oun
plus nya ya psk... kalzu penginputan SPM, SP2D itn terbit. jadi
saya 1ghu untuk merekon SAI itu kan pabam mata anggarannya, jadi
ngga ada masalsh . Cuma kalau kita bergelut dengan banyak job, itu
periu oda penambashan personal

; Kalo dalam penyajian pelaporan keuangan ni pak.. peran dan

tanggung jawab pak kepala gimana pak?
Sangat.. sangat berperan juga...

Iya.

© Jadi sasan sudah termasuk yang tadi pak va... Kira-kirs kalso

menurut Pak Informan paling tidak ada saran untuk penaobahan
tenaga untuk membantu tugas-tuges. Karena secara umum sudsh
berjalan dengan baik ya psk, hanya untuk optimalisasi ya itu tadi ya
pak...

. Ini maaf pak ya.. kalau permasalahan-permesalahan yang sifataya

mendesak, itu kadangkala saya paling wjung. paling terakhir. Iya
kan... pengalaman yang sudah-sudah mungkin Pak Peneliti waktu di
keuangasn, sayz tuh paling ferakhir. Karena saya pekerjaannya semua
minta selesal dikerjakan, Seperii kemarin, masalah kongep DIPA. ..
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Penelili
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Informan

Peneliti

Informan
o 404522
: Akbirnys gimana solugmya pak? SRAA alau RKA-KL7 Tap

Penelit
Informan

Peneliti

Informan

dalam SRAA-nya 7 milyar sckian, dalam apltkasinya 8 milyar,, to
kan skhimyva LP paling ferakhir ustuk memberikan konsep, itupun
masih ada selisih dua puluh dua juta empat ratus..

;. Yang tadi di mana pak?... izin senjta ya pak?

ttu tidak muncul, di RKA-KL nya ada., tapi di SRAA nya tidak
Tidak sesuai. Selelah saya hilung RKA-KL dikurangi SRAA, itu
dua puluh doa jula empat ratus selisihnya. man dimasukan ke
mana? Kalau digail sudah ade standar. .

. Tapi kita mengacu pada SRAA
: SRAA.. tapi beda dengan RKA-KL
: Nah.. i termusuk kendals fuga pak

fya. makanya saya lerakhir. Gimana pih LP eh Departemen Hukum
dan HAM, padahal pomor saiu

: Hebehe.. dilihat darz kode satker, LP Serang memang nomar satu ya

pak..
Hehe.. 1ya beful

akhirnya sudah sesua: pak

: Baik pak. informasinya terima kasih. Mudah-mudahan bisa berguna

ya pak.
Sama-sama pak.
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Peneliti

Informan
Penelii

Informian

Pencliti

Informan

Penelitd

Informan

Peneliti

Infprman

Penelitt

informan

Penelin

Informana
; Kasubag TU?

Penelifi

Informan

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Informan dari Kantor Imigrasi Serang

- Saya mau bertanya tentang pengelolaan anggaran di Kanim

Serang. .. yang perlama tenlang perencanaan anggaran, terus
mekanisme penyusunan anggaran di Kanim Serang 1ty seperit apa?

: Eh.. kaitannya dengan anggaran yang 2010 ini mas ya?

¢ Yah.. yang ialu lalu juga ngea apa apa

Yang sepengetahuan saya, mengenat peayusupan anggaran pads
kantor.. atau instansi kami.. Kami mengajukan RKA-KI. ke kanwil,
dan dianjutkan kanwil kepada unit eselor 1 kita & Biro
Perencanaan, setelah itu kami hanya memungpgu sampai dengan.
atau disetujuinya angparan untuk tahun begalan. Sedangkan yang
tahun 2010 ini mekanisme telah dirubah bahwa sgtiap satker
menyusun kﬁnsep DIPA atau anggaran sesuai kebutuban unit kerja

sendirl.

: Scbenarnya, untuk usulan memang diajukan oleh satker gesuai

kebutuhannya. Terus dasar penypsunanmya it mengacu pada apa?
Apakah dan tahun sebelumnya, tetap harus berlanji?

Kita evalvast dan tehup sebelumnya. yang dibulubkan kurang
lebihuya lata sesuaikan dengan kebuiuhan

* JYad: berorientas: pada tahun sebelumnya?

Iva.. Jad: acuan pastinya ..

: Terus pembagian kerjanya unfuk proses penyusunan anggarsn di

Imigrasi Serang itu gimana mas?
Pembagian kerjanya sy, keda .,

: Siapasaja?.. siapa mengerjakan apa mitu?

Kalo di Imigrasi Serang sendin, untuk penyusunan anggaran inl ya

mas?

. Iva

Pertama XPA . keduaXTU...

Iva. Kasubag TU... ketiga Kaur Keuangan . dan bendahars
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Peneliti

Informan

Penelfii

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informsan

Peneiiti

Informan
¢ Atau seperii kemarin . adanys perubshan yang sifainya tekwus

Peneliti

Infoerman
Feneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Pensliti

Informan

- Kemudian menuorot mas. i jujur saja.. pegawal-pegawal yang

tesibat dalam penyususan anggaran ite sudah cukup memiliki
kompetensi? Atau tetap butuh pibak dilear ketigg orang tadi? Atau
perlu keterlibatan siaf lain?

Prinsipnya.. va sebenarnys bisa dilaksanakan cleh pejabat-pejabat
1 tadi

» OK.. Ru mtern-nya. Kalo ekstern nya?

Kalo eksternnya kita melibalkar konsultasi dengan kanwil selaku
atasan dan UPT, kemudian Kanwil DIPB dan KPPN

. Peran dan langguog jiawab pimpinan atas penyusun anggaran ni?

Tya tedibat. karens beliau ingin tahu

. Kira-kisa konsep usulan disusun oleh para pejabal tadi plus

bendahara, kepada KPA. Atau ada usulan dar KPA sendini untuk
mengusulkan kegiatan i dan itu?
(Ova . ada. Karens vang lebib paham mengenai kebutuhan,. yva KPA

itu sendiri,

: Tapi kira-kira ada kendala ga mras?

Kendala . pasti ada. Apa yah? Beheh

terhadap aplikasi.

: Iyaitu...
¢ Terus.. fakior SDM kira-kira mempengarahi ga?

Mempengaruhi..

. Perus saran dari mas? Apa perlo ade usulan mengenal pefatihan?

Yah perlu ada pemberian materi uptuk penyusunan anggacan,
adanys pembshasan terlebih dahule di tingkat wilayah... agar
anggaran iy, maksod dan tujuannya dapat tercapai,

. OK, sekarang kita masuk pelaksanasn anggaran. Pihak-pihak yang

testibat siapa saja mas?
KPA, penandatangan §PM, Kaar Keuangan, bendahars

: Dasar pelaksanagnnya mas?

Dasar pelaksanaanaya ya DIPA ifu.,
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Informan :

Peneliti

JTnforman

Penelit

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan :
: OK.. ada saran mungkin?

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

: Dan peraturan-peraturan yang mengatur leniang itu ya mas... Kalo

menurut mas, apa yang perlu dilakukan agar penyerapan anggaran
dapat lebih optimal?

Disesuaikan dengan kebutuhannya... kenyataannya ini anggaran
yang turun itu tidak sesuai dengan kebutuhannya Jadi terjadi
penyerapan yang tidak maksimal... karena yang dibutuhkan tidak
ada, yang tidak dibutuhkan malah ada

: OK.. jadi ini menjawab yang nomor 5.. ada ketidaksesuaian antara

program kegialan anggaran yang dibutuhkan denpan yang
diusulkan, Terus biasanya apa yang dilakukan mas?

Berdasarkan pengalaman yang terjadi, kita harus merevisi dengan
pihak terkait

: Siapa saja mas?

Yah kanwil kita sendiri... Kanwil DJPB, unit eselon 1 kita yaitu Biro
Keuangan habis itu ke Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan

: Dalam penpgawasan anggaran, pak kepalanya terlibat ngga?

Terhibat... karena setiap bulannya kita membual laporan kredit dan

anggaran.

: Artinya belian menunggu dari para pejabat yang menyusun atau

beliau juga menanyakan, gimana realisasinya?
Kadang ada .. kadang-kadang begitu...

: Ada kendala ga?

Ketidaksesuaian akun dan kegiatan

Apa yah? ... untuk ke depan, uraian tiap tiap akun itu disesuatkan

1 Kira-kire menurut mas, adanya perubahan mengenai kewenangan

dan keterlibatan satker dalam penelaghan DIPA kemann bisa
meminimalisir ngga?

Meminimalisir... kalo dikasih waktu yang memadai. Tagi
kenyataannya .. he he he waktunya terlalu singkat dan rasanya tidak
profesional. Kalau cukup waktu bagi satker untuk penelaahan di
DJPB, va akan bagus dan terserap secara maksimal.
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Penaliti

Informan

Penelifi

Peneliti

informan
: OK., mas. Cukup. Terhma kasih banyak

. OK

Penelit

Qman

© Berkaitan dengan pelaporan kevangan sekarang mas.. Kan Kanwil

Banien mempunyai predikat terbaik pertama, seoara umum Kanim
Serang berkontribusi. Becara umum: masih ada kendala ngga?

; Alhamdulillah sampsi saat ini, pelaporan keusngan dan SAY kita

ngea ada kendala

. OFEL. ada saran-saran kira-kira 7
Informnan -

Saran .. vah ... dibekalin lag: lah pengelzhuun tentang pelaporan

keuangan ita

© ‘Tetap perly ada semacam sosialisasi mengenai kebijakan bary?

Ya. perlu ada sosialisasi
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[nforman :

Penelin

Informan

Peneliti

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan :

Peneliti

Informan :

Peneliti

Informan

Peneliti

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA
Informan dari Kanwil Depkumham Banten (1)

: OK.. mas, saya mau tanya soal pelaporan keuangan pada Kanwil

Banten.

Baik, mas...

: Kan, Kanwil Banlen mendapat penghargaan atas penyajian

pelaporan keuangan terbatk nomor satu untuk Kanwil Depkumham
se-Indonesia... Gimana sih menurut Informan... pelaksanaan laporan
keuangan dengan sistem akuntansi keuangan pada Kanwil Banten
ini?

Mm... pelaksanaan laporan keuangan dengan Sistem SAK... bagus,
mas... lermasuk SIMAK-BMN... selama ini berjalan dengan baik
dan tepat waktu

: SIMAK-BMN juga ya?

Informan :

Iya mas...

: Terkait dengan pelaporan keuangan dengan SAK tersebut... Pihak-

pihak mana saja sih yang ikut terlibat?

: Pihak-pihak yang terlibat... maksudnya gimana mas?
: Maksudnya.. dalam proses pelaporan keuangan, itu berkoordinasi

dengan stapa? atau ... siapa saja yang mengurusi?
Qo... pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan dengan SAK
itu... KPPN... Ditjen Anggaran.... Biro Keuangan

. Ditjen Anggaran? Bukan Ditjen Perbendaharaan?

Eh, iyaa. maksudnya Ditjen Perbendaharaan.. Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.. he he he

: Hehe... Mmm.... Mungkin bisa dijelasin bentuk koordinasi dcngan

masing-masing pihak tersebut sepertt apa?

: OK. Dengan KPPN, kami melaksanakan rekon dengan KPPN

setiap bulannya. Jadi mencocokkan pembukuan transaksi keuangan
antara kami sebagai satker, dengan pembukuan yang dilakukan oleh
KPPN...

: OK..
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Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Penaliti

Informan

Penelits
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

: Terus.. untuk Ditjen.. eh Kanwil Digen Perbendaharaan... kami tiap

teiwulannya melakukan rekon tingkat wilayah.. dengan Bidang
Aklap

. Bidang Aklap itu... Bidang Akunlapsi dan Pelaporan yah?
: Tyamas..
» Kalau rekon tingkst wilayeh, berarti mungkin kila bisa .. eh

maksudnya satker kifa pun termasuk sebagal pihak vang terkait
dalam pelaporan keuangan kita dong yah?

Q, iya mas... termasuk itu yah . hehehe, Fadi malu nih .. Terus pihak
selanjutnya vaitu Birg Keuangan.. di Bidang Aklap juga Jadi
setelah rekont wilavah selesai. triwulan § sampa dengan IV i
dilsporkan ke unit eselon 1 kila

: OK.,. Nah, sekarang... Scal pelaksanaan rekonsihiasi iu sendiri,

gimana?

Pelaksanaan rekongiliasi.. benalan dengan baik mas. Sebelum
tanggal 5 bulan yang bersangkutan, rekonsihiasi tingkat satker sudsh
selesal.

. Mungkin ada kendala yang dihadapi?

Mimm.. selama int saya rasa tidak ada kendala

: Termasuk menghimpun laporan dari satker...?
. Yah, seperti yang mas fahu waktu masih i keuangan, . Masing-

masing satker mengirimkan ADK. bersta acus hasil rekon mereka
dengan KPPN kepada kita. kemudien kils Mmpus untuk rekon
wilayah Cuma yah gitu. kadang-kadang ada satker yang masih
sering tedlambat menyampatkan laporan, padahal batas waldu sudah

mepet. .,

:+ Kalau gitu gimana?
. Biasanva kita felepon, mas... kita surub Krim langsung ADK-nva ke

kanwil, berdkut lampiran BAR dan sebapainya . pokoknya kita kejar
hehe

: Nzh.. kalo peran dan tanggungjawab pimpmwan dalam hal pelaporan

keuangan ini gimana?
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Peneliti

Informan

Penehift

Informan

Perann dan tanggung jawsb pimpinan... terhadap penyajlan
pelaporan anggaran kanwil saya rasa direspon dengan baik... Karena
pimpinan di sini juga menguasai tentang laporan SAKPA &
SIMAK-BMN

© Terus... Menurut anda... Ada saran ngga... atau kira-kira menurut

Informan, apa yang perlu dilakukan agar pelaporan keuangan dapat
berjalan lebih baik?

. Menurut saya mas... eee... yang periu dilakokan agar pelaporan

keuangan dapat berjalan lebih baik.. Harus dikenakan sanksi yang
iegas kepada satker yang bersangkutan apabila laporannya tidak
tepai wakiu... Kedua, menaikkan honor pengelola SAKPA dan
SIMAK-BMN.. hahaha... Karena selama ini masih minim, menurui
saya dengan homomya dinaikkan, bisa memben semangat para
pengelola SAKPA dan SBMAK-BMN... Kemudian perlu semacam
hadiah untuk satker-satker yang berprestasi, biar menambah
semangat pengelola SAKPA dan SIMAK-BMN

: OK, mas., terirna kasih aias informasinya

: Sama-sama mas... semoga sukses
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Informan
* Untuk matesi kegiatan .. maksudnya uraion kesiatan yang diusulkan

Penehiti

{nforman

Penelift

Informan

Penclin

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Inferssn dari Kaowil Depkumbam Banten (2)

. Baik pak. saya mau tanys nih tentang pengelolaan anggaran di

kanwil ini...

Iya mias..

T Yang pertama ignlang perencansan anggaran pak.. Bagabmang

dengan mekanisme penyusunan anggaran di sini pak?
Mm. mengenal penyusunan anggaran sih saya ngpa terdaly terlibat
sth ya.. Palingan untuk yang rutin aja

: Belanja eks rutinn va pak? Apa ajz tulr pak?

Yahh.. belanja 51, 52

. Belanga pegaway, belania bavang ya pak...

Iya mus..

. Belania modat pak?
; Nabh .. kalo belanja modal sih.. saya ngea tkutan behas wh., Paling

dapet tagas @a. buat usulan propram kepemenntahac full ya
{Program Penerapen Kepemenntahan Yang Baik).. untuk angparan
tahun depan... gy

» OK pak. trus dasar kegiatan yang diasulkan dar rana pak?

Dan yatg lstu a1a mas... dinaekin berapa persen gitu

sama gja ya pak dengan yang lalu?

Bizsanya gity mas . kecual ada instroksi dari pimpman estuk
tambahkan kegiatan apa gitn. Soalnya kalo di kepemerintzhan
{Program Penerapan Kepemerniahan Yang Baik), kan biasanya
belania yang ada sifatnya baku yah.,

. Kecoali ada tambaban kebutuhan ya pak?

Betul mas.. kavak vang waktu itn, kita usulkan tambahan volume
untuk OB

: Setelsh jadi nih.. konsep usulan uniuk tabun depan, tros diserahkan

kemanza pak?
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Peneliti

Informan
: Hehe.. nab pak .. sekarang kalo soal pelaksanaan anpgaran. Pihak-

Panrelitt

Informan

Paneliti

Ke Kasubag Kevangan.. trus dart Kasobag Keuangan diserahkan ke
PPL vasekarang mah.. hebe (tertawa kecil}

: Kalo sebelumnya pak?
 Yah, kalo sebelumnya kan dikelolakan di Keunangan sendiri sampai

selesai

. Konsep usulannya ya pak?

Tva, usulannya mas. ..

. Ngga ada rapat khosus ya pak, ngebahas ini?... npebahas usuian

anpggaran tabun depan
Kalo khusus mzh... jarang sih yah mas. Tergantung pimpinan-
pimpinan di alasnya

: Paling belanja fertentu aja ya pak?.. man bangun apa... mau beli

apa.

. Betul..
: Hom. jadi udah disershkan gja gitu va pak... Kira-kwra pax...

kendala apa yang bapak tahe soal penyusunan anggaran ini?
Kendalanya... {berpikir sejenak) yoh itu tadi mas. koordinasinya
vang kurang jalan. Kalo bisa mah.. ada rapat khusus secara
kagsluruhan untok inventadsir kebutuhan,

. Faktor SDM pak?
© ¥a itu pasti.. karena jujur aja, i kilg ini masih terganfung pada

orang-orang terlentu yang biasa menangani pekerjaan.. dengan
aphikasi gitu ya mas.

. LA dong pak? Lu legi. lu lagi

Hahaha {ertawa}. . betul mas

pihak yang berorusan dengan itu siapa saja pak?

. Yah saya... (bendahara), terus Pak Kasubbag Keuangan, Kabag

Umum, Kadivmin, dan Kakanwil feniunya

. Kalo bapak sendiri.. ada yang membantu pak? Dalam tugas sehari-

hari?
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Peneliti

Informan

Peneliti

Informuan

. Yakalo di kenangan sendiri.. hampir semua terfibat ya Karena kalo

saya ngpa ada yang bantuin, bisa sering sakit kepala terus nantinya
mas... hebehe. Jadi femen-femen semua di sini (keuangan) saling
merobantu. Misainva uniuk bikin 8PM, pembuat daftar gajl...

: Kalo para pemegang uvang muka pak? Ada kendsla ngga.

maksudnya dalam pelaksanaan tugasnya, apa masih ada kendala?

» Kalo pemegang uvang muka., pastinva selalu berkoordinasi sama

saya kan mas.. tapi yah gitu, masih banyak berkas tagihan tub vang
bolak balik aja

> Holak balik gimang pak_.. salah?

Iva mas.. ada kesalphan dalam berkas lapihannya Yah . pajaknva.
Kadang bentuk rekapnys ngea sesuai dengan maunys KPPN. Saya
sth bolak balik ngasih taho... tapi yab masih suka galah lagi, salah

lagi.

; Mmm, baik pak Nah kalo soal uraian kegisian dalam RKAKL

vang turm, Apa masih ada ketidaksesuaian antara program kegiafan
anggaran yang dibutuhkan deagan yang divsulkan?

Kadang-kadang iya mas. Apalagi nileinva. usulnya mah beraps,
yang turan berapa. Kalo kegiatan vang ngga Klop mah.. jarang untuk
program kepemenntahan..

: Kale berdasarkan pengalaman yang ferjadi pak, kalo kita barug

revisi anggaran, #u berkoordinast dengan siapa sgia pak?
Yah. . Kanwil DIPB. . Biro Keuanpan

. Dalam pengawasan anggarag, pimpinan terlibat ngga?

Yah.. kalau vang sering ngecek reslisasi sih.. Kasubbag Kevangan,,
dan Kadiv Administrasi

. Kalo untuk pencairan anggaran, komponennya apa aja sth pak? Bisa

disebutin satu-satu?

. Tentang komponen yang dibutihkan dalam pencairats dang DIPA.

Ini untuk yang UM yah. mmm.. npota dinas, kwilansi
pertangpungiawaban untuk nilai kwrang dar 5 juia Terus SPP, 8PM
SPTB.. sama pajak mas. Kalo uotuk LS, ringkasan kontrak,
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Peneliti

Irforman -

Peneliti

Informan

kwitansi pembayaran, SPK atau kontrak, berita acara serah terima
barang, fakiur pgjak ... trus SPP, SPM, dan SSP.

: Kalo kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pencaivan dana

ape seja pak?

Salahsatunya sih... masalah kwilansi pertanggungiawaban mas. Kan
berdasarkan Keppres 80, pertanggungjawsban dengan kwitansi itu
maksimurmnya sampal 3 juta Tapi oleh KPPN, berdasarkan PP
nomor 66 tahun 2005 bilang bahwa pertanggungjewaban dengan
kwitansi adalsh sampat dengan 10 jwa Lah imy gwmana.. kan
seharusnya perabwan lersebut dapat disesuatkan terlebih dahuln
Biar orang tub ngea bingung mempedomant yang mana.

. Paik pak. Saya rasa cukup. Tenima kasih banysk va pak atas

informasi dan waktunya

Bamao-sama mas, ..
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Informan .
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Informan

TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA
Iaforman dasi Kanwil Depkumham Banten {3)

. Terima kasth sebelumnnva nih pak... alas wakiunya

Iya mas...

. Bapak .. saya ingin berianya fentang mekanisme penyusunan

anggaran di kanwil ini?

Meksnisme .. Biasanya kita susun usulan izhun depan dalam bentuk
RKAKIL. Tapi sekarang, di keuangan hanya menyusun usulan sntok
kegialan yang ada pada Program Penerapan Kepemerintahan Yang
Bailk.. sama Program Kinstjz, fap! untuk kineris juga tidak
sepenuhnya... berkoordinasi dengan PPL

: Untuk usulan dart satker pak?
: Untuk sekarang, sudah adz peralihan ke mas sendiri (hehehe}... Jadi

uselan dari masing-masing satker yang masok, kita sampaikan ke
PPL.

. Kaglo pimpinan yang lain.. ee_ikui terlibat npga pek, dulam

penyusunan anggasan?

. Ya terhbat mas.,, {tersenyum)
: Komponen apa saja pak ... menunst bapak nih, yang digunakan

sebagal dasar uzuian?

Untuk dasar zcusn, biasanya kita hhat DIPA wshun berialan.
kegiatan apa saja yang perlu ditormbahkan nilainya alon ditambahkan
kegiatannys.

. Selain ity pak?
. Taghan daya dan jass tertinggs, .
. Listk, telepon, air, infernet va pak?

Iya... ehinternel juga

o lyapak..

0Oo00.. ya itu. Terus it mas... SPM dan SP2D gaii bulan April tahun
berjalan. Kemudian TOR dan RADB... acvan fersebut digunakan
pntuk memperkirakan biaya kegiatan dan pengadaan yang dinsulkan
untuk tshun anggaran yang akan datang... Kemudian, dokumen
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lainnys sepertt DUK, LBMN, LTI, dan foickopt §TNK, digunakan
sebagai acuan perawaian aset Sedangkan fofokopt rekening
pembayaran daya dan fasa digunakan ontuk acuen penunjang
operasional kantor.

. Kalo dari bapak sendiri... Apa ada saran atas kendala vang mungikin

ditemui pak?

Mmm. apa yah? Mungkin perlu ada pembenaban atas munculnya
ketidaksesusian mata angearan yang tarun dengan yang diusulkan,
Padahal kan iu sudah dirapatkan di Jakarts, {apt kok masih ada
kecolongan keyak gty yah mas?

. Iya pak. Hmm kalo temang peizksanaan anpgaran pak? Apa ada

kendala juga?

Kalo kendala saal ini, mmsih seputar revisi angparan mas... Hal ito
kan disebabkan karena ketidakcocokar kebutuhan dengan dana yang
ada 23as kegiatan iain,

¢ Rewisi itu sendini.. apakah cukup berbelit pak?
. Berbelit sih tidak mas. tetgantung pihek vang menyeinjol, Selama

itu masih kewenangan Kamwvil DIPB sini, saya rasa tidak terigiu
lama. MNah.., kalp yang barus me]ibazkan unit pusat kita (Biro
Keusangan) atzupun DJA, biasanya butuh wakie,

. Mmm. OK pak. Nah, kalo pihak-pihak vang terlibat dalam proses

pelaksanaan anggaran siaps sagja pak?

Ada intern. ads okstern. Pihak intern vang terkait yaitn KPA,
Penandatangan SPM... terus Bendshara Pengeluaran, vang juga
dibantu oleh para Petegang Uang Muka, dan Bendahaca Penerima
Nah... kalo eksternnya ite va KPPN.

. Kalau pengawasan yang dilakvkan atas petuksanaan anggaran pak...

Siapa saja vang melakukan?

: Selain dan phmpissn.. Fami di sby jugs melakokan pengawasan

terhadap realisasi anggaran secara berkala Berapa persen sudgh
terealisasi, berapa nilainya.. berapa sisa dananys, kegiatan mana
vang sudah dan vang belum terlaksana,
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: Beralan dengan batk va pak ya?
: Oivamas.. cokup baik
: Nah.. soal pelaporan nib pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat

atas keberhastlan Kanwil Banten menjadi kanwil terbaik pertams
dalam pelaporan SAT tahun 2009 ini
fya. terima kasih mas

: Bisa dicerilakan pak . sedikit kiat-kiatnya?

Hehe,. kiat-kial apa ya? Yah. sejauh ini kami berussha usiuk
melaksanakan pelaporan sesual dengan ketentuan vang berdaku
secara tepat wakta, batk ifu SAK maupun SABMN. Akan tefap,
permasalahan tetap saja ada.. Masih ada juga kok satker yang
menyampaikan laparan karang tepal waktn.

: Kalau gia gimang pak?
: Yah. kita hubungi terus, agar target pelaporan bisa tepat waktu

Kalo pelaksanasn .. semupa satker kita sudah  melaksanakan
pelaporan dan rekon tiap bulannya dengon KPPN masing-masing

: Sava dengar... dulo beberapa satker, speratornya SAIL seviag diganti?

Ity masih pak?

Mungkin masih,. tapi fidak seperti yang lals, mas.. Mungkin satker
juga menyadari pentingnya fugas pelaporan s, Kalo duiu kan ..
yang jadi operator, bulan depan ditartk ke repu penjagaan.... ganti
orang lagi.. ngajann Iapt. Tapi sekarang rasa-rasanya sudah ngga

. Baik bapak.. terima kasih nih atas informasiya

Sama-gama mas... Semopa Sukses
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TRANSKRIF HASIL WAWANCARA
Informan dari Kanwil Depkumhbam Banten (4}

. Bebelumnya terima kasih atas waktunya, pak . Pak, saya mau tanya

fentang mekanisme penyusunan anggaran di Kanwil Banien ini
gimana sih?

(chem}.. Pada awal tahun anggaran begalan, kami di kanwil
meminta data usulan kepada tiap-ttap divisi dan selurub satuvan
kerda... meliputi program kegja, rencana kegiatan, usulan belanja dan
data pendukung lainnya. Data yang terkumpul kemudian dihimpun

dan diteruskan ke eselon |, dalam hal ini__ ke Biro Perencanaan,

: Apa yang menjadi dasar unfuk peayusunan anggaran pak?
: Ya.. dasaroya DIPA . tehwn lalu dan yang sedang berialan. Sebagal

acuan kegiatan yang akan diusulkan,

- Berart berorientasi pada tahun sebelumnava va pak?

0, iva...

: Munw. Siapasaja yang terlibat dalam penyusunan anggaran ini pak?

Siapa saja? Hehe (tertawa kecil) Yah. saya (Kabag PPL), mas
sendiri {Kasubbag Penyusuran Program), Kasubbag Keuangan,
Kadivean...

- Kakanwil pak?
Informan

Kalo ity tergantung pimpinannya... tapi beliau ikut mengoreksi.

: Kalo para kepela divisi lainnya gimana pak? Aps beliau-beliau turut

dilibatkan pak?
¥a dilibatkan juga.. biasanya itu unluk usulan anggaran darl
masing-masing divisi/bidang, termasuk TOR dan RAB

. Kale menurut bapak koordinasinya pimana pak?... anfara masing-

wmsing pihak yang terkait

: Yah cukup batk.. Tapi kadang kita itu kurang dapat pengarghan

yang jelas dari pusat

. Perihal apa pak?

Yah.. sosialisasi atas aplikasi yang selalu baru Belum lagl wakty
minta data.. mintanya ban ini harus dikinm, atau paling lambat
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: Kalo gitu gimana pak. ? kan kita tetap harus menyampaikan daflar
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besok dikirim. Yabh . kita kerepotan juga memenuhi kalau data dari
LPT belum ada Jadi kita kan harus sunia duly, dan butuh waktu,
Terus ity mas. anggaran kila untuk tzhun depan banyak yang
dibintang, termasuk beberapa satker, Alasan dari DJA karena usulan
kita tidak dilengkapt data dukung. Lah., padahal data dukung itu kita
antar langsung ke biro perencanaar.., kok bisa dibilang ga ada tul

: Hmm,,, Iya yah pak. Nah . kalo yang jadi kendala biasanya apa pak?

Kendala?.. yab salah satunya iu, Masih ada satker yang Gdak
memenuhl pernmntzan usulan anggaran sampai batas waktu yang
telak ditentukan.

. Termasuk data-data pendukung juga ya pak?

Data dukung dar satker.. iyaa

usulan kegelurnhan satker se-Banten secuat jadwal

: Ya. pallog kita slapkan usulan dari kita. Bual antisipasi...

kegistannya kita samokan depgan tahun yane ada .. silaingg kita
jambabkan

. Kendala lain pak?

Ya. apa vang kita usuikan, ternyata turunnya berbeda. Padahal saat
rapal pembehasan i Jakarta udah jadi gitg, eh.. kok pas tummn
SRAA lain lapt basilnya Banyak satker yang anggarannya jauh
lebih kecil dari yang drusulkan, ada jopa kemiatan yang tidak sesuai
dengan usulan

. Lebih parsh Iagi.. ada satker kata vang ada beberapa angparan vang

tidak muncut va pak..

lya.. kaya gitu gimana... satker jtu beberapa mata anggaran kegiatan
yang sifatnya baku, tidak muncul.... karena tidak adanya anggaran
untuk peroeltharaso kendarasan, insentif jaga malam, dan seterusnya

¢ Kalo renunat bapsk.. apa yang perlu dilakukan agar kegiatan

penyusunan anggaran o dapat berjalan lebih optimal pak?
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Informan : Perlu ditingkatkan koordinasi antar pihak-pihak terkait... baik i
kepada satker ke kita, maupun kita dengan pusat. Untuk 2pa kifa
rapat ke Jakarta membahas usulan, tapi ternyata yang turun. beda
lagt hehe

Pemelii  : Kalo dengan satker pak? Perlu npga.. kita agendakan rapat
membahas usulan?

Informan © O, ya pertu.. Tapi tidak dirapatkan juga toh., mercka seharusnya
sudah tau kewajiban dalam menyampaikan usulan.

Penelsti  : Baik pak. saya rasa cukup. Terima kasih alas wakm dan
informasinya

Informan ¢ Samsesama
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